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BUPATI] BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 avat (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1T di SBulawesi
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
NMomer 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara |(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4400),

Y
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11;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturati Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
|{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBLIAKAN AKUNTANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupat Bolaang Mongondow,

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan vang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yvang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
perianggungiawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

6. Akuntansi adalah proses idenufikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang
mendasari  penyusunan dan  pengembangan  Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan
rijukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemenntahan, penyusun
laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencar pemecahan atas sesuatu
masalah vang belum diatur secara jelas dalam Pernvataan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi vang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerimtah.

(PE
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SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiavaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis vang ditetapkan dalam APBD.
Rebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praknk-praktik spesifik vang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyvusunan dan penvajian laporan keuangan,

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat SAPD adalah
serangkaian prosedur manual maupun yvang terkomputerisast mulai dan
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi
Keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
BUD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yvang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntanst vang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib  menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan BUD vang wajib menvelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang vang

berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

BARB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

hebjjakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
Kebijjakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengulkuran,
penyapan dan pengungkapan transaksi atau peristiwa scsuai dengan
Pernvataan SAP atas:

a., Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

R



Pasal 3

(1} Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri dari:

.
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Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
Penyajian Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);

Meraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas;

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan,

(2] Kebijakan akuntansi akun terdiri dari:

a

=
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Akuntansi aset terdiri atas .

1. Akuntansi kas dan setara kas;
Akuntansi persediaan,
Akuntansi piutang;

Akuntansi investasi;
Akuntansi aset tetap;

Akuntansi dana cadangan; dan

A LI o

Akuntansi aset lainnya.,
Akuntansi kewajiban;
Akuntansi ekuitas;
Akuntansi pendapatan-LO
Akuntansi pendapatan-LRA;
Akuntansi beban;

Akuntansi belanja,

CAkuntanst transfer

Akuntansi pembiayaan; dan
Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
perubahan estimasi akuntansi, dan operasi vang tidak dilanjutkan.



BAB III
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-
tidaknya terdiri dari:

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

Laporan operasional;

g oB W b e

Laporan arus kas;

=

Laporan perubahan ekuitas; dan
7. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang
setidak-tidaknya terdiri dari:
|, Laporan realisasi anggaran;

2. Laporan operasional;

<. Laporan perubahan ekuitas;

4. Neraca, dan

3. Catatan atas laporan keuangan,

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD
wajib menyusun Laporan Keuangan, vang setidak-tidaknva terdiri dari:
1. Laporan perubahan saldo anggaran lebih:

2. Laporan arus kas; dan
3. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun

sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal |2 Deseémbe 2019

BUPATI BOLAANG MGHGDNDDW.?‘

SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal (1 [lex mmber 2019

s
] LY

TAHLISIG LLANG[

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR &0



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 50 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 DESEMBER 2019

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI

L

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PENDAHULUAN

Tujuan
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow  mengacu pada Kerangka KRonseptual Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yvang mendasan
penvusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan
keuangan.
Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini
adalah sebagai acuan bagi :
a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangl masalah akuntansi
yvang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah [laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
c| para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yvang
disajikan pada laporan keuangan vang disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi.
Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi vang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam
penyvusunan dan penyvajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah untuk fujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan
antar periode
Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan
akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif
terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang. konflik
demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan
kebijakan akuntansi di masa depan.

Ruang Lingkup

Kerangka Konseptual ini membahas:

{a) Tujuan Kerangka Konseptual,

(b] Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah;
{c] Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

id) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;

{e] karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;

{f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;

(g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;,
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(h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
(i) Asumsi Dasar;

(i) Prinsip-Prinsip;

(k) Kendala Informasi Akuntansi; dan

{I) Dasar Hukum.

#.  Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas
akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak
termasulk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

9. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh
terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

10. Ciri-ciri  penting lingkungan pemerintah daerah vang perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangan adalah sebagai berikut :

(a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
(1} bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
(2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintah;
(3) adanya pengaruh proses politik;
(4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
pemerintah daerah,
(b} Ciri kevangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :
(1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
sebagai alat pengendalian;
(2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
pendapatan.
(3) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan,

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

11. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas
demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan
kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan, Sejalan
dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Sistemn ini dimaksudkan untuk
mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan
penyvalahgunaan kekuasaan di antara penvelenggaraan pemerintah
daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yvang berlaku, diberlakukan
otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota dan/atau Provinsi, sehingga
pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kewenangan
mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu

12. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif
menyusun anggaran dan menyampaikannyva kepada pihak legislatif untak
mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertangpung jawab atas
penyvelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat,
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Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

13.

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem
Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas
cakupannya memberi arahan pada pemermtahan yang cakupannya lebih
sempit, Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem
bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

14,

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah
berupaya untuk  mewujudkan  keseimbangan  fiskal dengan
mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dar
pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi
kebutuhan masyvarakat. Salah satu cin yang penting dalam mewujudkan
keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk
menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

15.

Pajak yang dipungut oleh pemerntah daerah dapat berupa pajak
pemerintah pusat maupun pajak daerah meskKipun pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan
adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut,
Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara
langsung atas pelayanan yvang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian
pendapatan pemerintah daerah bersumber dan pungutan pajak dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang
dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan vang diberikan
pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak vang dipungut dan
pelayanan vang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat
tertentu yvang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan
keuangan, antara lain sebagai berikut :

(a} Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang
sifatnya sukarela.

(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan cleh basis pengenaan pajak
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti
penghasilan yvang diperoleh, kekayaan vang dimiliki, aktivitas bernilai
tambah ekonomis, atau nilail kemkmatan yang diperoleh.

(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan
dengan pungutan yvang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering
sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah,

(d} Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayvanan yvang diberikan
pemerintah daerah adalah relatif sulit,

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat
Pengendalian

16.

Anggaran pemeriniah daerah merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara ecksckutif dan legislatif tentang belanja yang
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ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan

pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut

atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit

atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan

pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan, antara lain karena :

(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

(b} Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

(c} Anggaran menjadi landasan pengendalian vang memiliki konsekuensi
hukum.

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.

{e] Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
pemerintah  daerah  sebagai  pernyataan  pertanggungjawaban
pemerintah dacrah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

17.

Pemerintah daerah menginvestasikan dana vang besar dalam bentuk aset
vang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah
daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan
reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat vang
lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai
diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan
fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak
menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah,
bahkan  menimbulkan  komitmen  pemerintah  daerah  untuk
memeliharanya di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap
18. Aset vang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu

C.

seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.
Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
dilakukan penyesuaian nilai.

FERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

19.

20

Laporan keuangan pemerintah daecrah disusun untuk menvediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transalsi
vang dilakukan cleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan angearan yvang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan
efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah meémpunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yvang telah dilakukan serta hasil vang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
untuk kepentingan:
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Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan
schingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk
kepentingan masyarakat.

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masvarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.

Keseimbangan Antar Generasi (Infergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk
membiayai seluruh  pengeluaran yang dialokasikan dan apakah
generasl yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut,

. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai
kinerja vang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

21. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi vang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik

dengan:

a.

b.

menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dava ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang
telah dicapai.

menyediakan informasi mengenai bagaimana  pemerintah dacrah
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
menyediakan  informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal
dari pungutan pajak dan pinjaman.

menyediakan informasi mengenai perubahan posisi  keuangan
pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
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22

D.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah
daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber
daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang
pelaksanaan anggaran, salde anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan
Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

23.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

(a) masyarakat;

(b} para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

(c] pithak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman; dan

(d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat),

HKebutuhan Informasi

24,

23,

26.

Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dar semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di
dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.
HARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yvang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaka:

ga) Relevan;

b) Andal;

¢c) Dapat dibandingkan;

d) Dapat dipahami;

Relevan

27.

28.

Laporan keuangan pemerintah dacrah dikatakan relevan apabila informasi
yvang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa
masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi
laporan keuangan vang relevan adalah yvang dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya.

Informasi vang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasinya di masa laluy;
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b. Memiliki manfaat prediktil (predictive value), artinya bahwa laporan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil
masa lalu dan kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
harus disajikan tepat waktu schingga dapat berpengaruh dan berguna
untuk pembuatan keputusan pengguna lapoeran keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

9.

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi, Informasi akuntansi vang
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan
maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan,

Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan
Pemerintah daerah harus memuat informasi vang dapat diwji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yvang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum
dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan
30. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah dacrah
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang
lebih baik daripada kebijakan akuntansi vang sekarang diterapkan,
perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode
terjadinya perubahan tersebut.
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Dapat Dipahami

31. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami
oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta
istilah vang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengeuna
laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan
vang memadal atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah,
serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi
yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

32. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

(a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas
akuntansi berupa:
* [Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
¢ Neraca SKPD;
* Laporan Operasional,
 Laporan Perubahan Ekuitas; dan
« Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
(b) Laporan Keuangan vang dihasilkan oleh PPKD scbagai entitas
akuntans: berupa:
s Laporan Realisas: Anggaran PPKD;
s Neraca PPKD;
e Laporan Arus Kas;
e Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
+ Laporan Operasional;
# Laporan Perubahan Ekuitas; dan
= Catatan atas Laporan Keuangan PPKD,
(c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
 Laporan Realisasi Anggaran
* Laporan Perubahan SAL/SAK ;
= Neraca;
» Laporan Operasional;
» Laporan Perubahan Ekuitas;
» Laporan Arus Kas ; dan
» Catatan atas Laporan Keuangan.

33, Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan
wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi vang
diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory
reportsy.

Laporan Realisasi Anggaran

34, Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber
daya ekonomi yvang dikelola ocleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam
satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah
memberikan informasi tentang realisasi dan anggararn
SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara
anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target
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35,

vang telah disepakati antara legislatif dengan eksckutif sesuai peraturan

perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran

terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-

masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

(a) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara
Umum Daerah vang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan vang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(b Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang bidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.

[e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uvang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

{d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang
tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar
kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yvang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

e} Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
dan/atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayvaran kembali pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah
daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Neraca

37. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai aset, Rewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

38. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

fa] Aset adalah sumber dava ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yvang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

b} Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
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{c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

35.

41.

42,

43.

44,

45,

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi
aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun
tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa
aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah,
Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
[dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset vang tidak dapat
dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset
noniancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan asect tak
berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
Kegiatan pemerintah daerah atau vang digunakan masyarakat umum.
Asct nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi vang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam
proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnva. Investasi
permanen antara lain penyertasn modal pemerintah daerah dan investasi
permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
(kemitraan).

Kewajiban

46.

47,

48.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah
mempunyal  kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau
tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
pemerintah  daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi
dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan,
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49. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah
kelompok kewsjiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua
belas] bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

50. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal
laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan
perubahan ekuitas

Laporan Operasional

51, Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ckonomi vang
menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan.

52. Unsur vang dicakup dalam Laporan Operasional terdini dari Pendapatan-
LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah
daerah vang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih

¢. Transfer penerimaan atau kewsajiban pengeluaran vang dari/oleh suam
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana
perimbangan dan bagi hasil

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas vang bersanghkutan.

Laporan Arus Kas
53. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode
akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus
kas adalah memberikan informasi mengenali sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
54, Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, vang masing-masing didefinisikan sebagai bertkut:
(a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Daerah.,
(b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

55. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenakan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
scbelumnya.
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Catatan atas Laporan Keuangan

56.

5l

59.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau

rincian dari angka vang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebyjakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan

dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan wvang diperlukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas

Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a}] Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas
akuntansi

(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional / ekonomi makro;

) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

(d] Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan kebijakan akuntansi vang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e} Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

il  Mengungkapkan informasi yvang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan vang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan;

g} Menyediakan informasi tambahan vang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, vang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face
laporan keuangan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi sehingega akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-

LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan

pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumliah

uang terhadap pos-pos laperan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian
atau peristiwa terkait,

Kriteria minimum vang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa

untuk diakui yaitu:

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi knteria

pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.
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HKemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
60. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar

manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat
kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke
entitas  pelaporan. Konsep ini  diperlukan dalam menghadapi
ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian
derajat kepastian yang melckat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan
laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

61.

6.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat
peristiwa atau kejadian yvang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak
mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengaluan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang,

Pengakuan Aset

B3,

B5.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban
dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap
masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
Aset dalam bentuk kas vang diperoleh pemerintah daerah antara lain
bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekavaan
daerah vang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah
lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses
pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan
melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demilkian, titik
pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan
pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinei, termasuk
pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima  sampai
penvetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak
mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode alkuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

66,

67.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yvang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian vang dapat diukur dengan andal,

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.
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Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

&8,

64,

0.

1.

Fendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut
atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas
yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.
Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik
disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan, Sedangkan
pengakuan pendapatan-LO pada saat penyusunan laporan keuangan
dilakukan penvesuaian.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan  diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengalur mengenai
badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

72

73,

74,

75,

76,

7.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi
aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan,

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas vaitu pada saat
diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali
pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat
penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian,

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13
tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21
tahun 2011 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun
2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan
mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD
dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 vang akan
dilaporkan dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran [(LRA).

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penctapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah,
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah
menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran
kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan vang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah,
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan
terlebih dahulu  dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan
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L

78,

menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral vang berlaku pada
tanggal transalsi.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar kebjjakan akuntansi dapat diterapkan, vang terdiri atas:

a. asumsi kemandirian entitas;

b. asumsi kesinambungan entitas; dan

¢. asumsi keteruluran dalam satuan uang (monetary measurement)

Kemandirian Entitas

79.

80.

81.

84,

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah
sebagal entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit
yvang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan
keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan
dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini
adalah adanya kewenangan entitas untuk menvusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi
akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program
dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas
Aluntansi.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdirl dari satu atau
lebih entitas akuntansi vang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa
laporan keuangan Pemda.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna
barang dan PPKD dan oleh karenanyva wajib menyelenggarakan alkuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan
PPKD.

Kesinambungan Entitas

B3.

Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa
Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud
untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

84,

J.
85,

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi
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dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan
keunangan vang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
a) basis akuntansi;

b) prinsip nilai perolehan;

c) prinsip realisasi;

d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

¢) prinsip periodisitas;

f) prinsip konsistensi;

g) prinsip pengungkapan lengkap; dan

h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

86.

87,

8a.

Basis akuntansi yvang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah adalah basis akrual untuk pengakuan asct, kewajiban, dan ekuitas
dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan
operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya
laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah
wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO,

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas
maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan
penenmaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah
atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan
anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan
anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiavaan
penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ckuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah,
bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan {Historical Cost Principle)

0.

91.

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas vang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut
pada saat perolehan, Utang dicatat sebesar jumlah kas vang diharapkan
akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengpunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang
lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam
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hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau
kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

92. Ketersedioan pendapatan (basis kas) vang telah diotorisasi melalui APBD
selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

93. Prinsip layak temu biayva-pendapatan (matching cost against revenue
principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah
daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form

Principle)

94. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain vang seharusnya disajikan, maka transaksi
atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas e¢konomi, bukan hanya mengiluti aspek
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten /berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

95, Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingpa kinerja Pemerintah
daerah dapat diukur dan posisi sumber daya vang dimilikinya dapat
ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

96. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode cleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari
satu metode akuntansi ke metode akuntansi yvang lain.

97. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik darn
metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan
metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

98. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap
informasi yvang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka
(on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

99. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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100. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah
daerah diperlukan Lketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan  tertentu.  Ketidakpastian  seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja
tidak dinvatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan
pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana
cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang
terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang
terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal,

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

101. Kendala informasi yvang relevan dan andal adalah setiap keadaan vang
tidak memungkinkan tercapainva kondisi ideal dalam mewujudkan
informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan
Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau karena
alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam
mewnjudkan informasi akuntansi vang relevan dan andal, yaitu:
a. Materialitas;
b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
c. Keseimbanpan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

102. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala
informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenubhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

103. Manfaat vang dihasilkan dari informasi vang dimuat dalam laporan
keuangan pemerintah daerah scharusnya melebihi dari biaya yang
diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan
keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi vang
manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun
demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan
yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna
informasi yang menikmati manfaat.

HKeseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

104. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepentingan relatil antar karakteristik kualitatii dalam berbagai kasus
berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat
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kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan
masalah pertimbangan profesional.

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

105. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara
lain:

A,

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian
yang mengatur keuangan negara;

b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang No, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah,
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
TAhun 2008;

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah vang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
Tujuan

14

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penvajian laporan
keuangan untuk tujuan umum |general purpose financial statements)
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi,
Untuk mencapal tujuan tersebut, kebijakan alkuntansi ini menetapkan
seluruh pertimbangan dalam rangka penvajian laporan keuangan,
pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi
laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
transaksi-transaksi spesifik dan penstiwa-peristiwa vang lain, diatur
dalam kebijakan akuntansi yvang khusus.

Ruang Lingkup

4.

Laporan keuangan untuk tgjuan umum yvang disusun dan disajikan
dengan basis akrual.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud
dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga
pemeriksa /pengawas, pihak yvang memberi atau berperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggl
[Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi
laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
keuangan yvang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
tahunan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan entitas
akuntans: yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemernintah Kabupaten
Bolaang Mongondow, tidak termasuk perusahaan daerah.
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BASIS AKUNTANSI

7. DBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
yaitu basis akrual,

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi

ini dengan pengertan:
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber dava ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan
vang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagli masyarakat umum dan sumber-sumber daya vang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud vang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 [dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saal kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengalkui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar,
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangl Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
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Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan wvang memeriukan dana relatif besar vang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Alkuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyvelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan,
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi vang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungawaban berupa
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen, dan rovalti, atau manfaat sosial sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masvarakat.

Kas adalah uvang tunai dan saldo simpanan di bank yang sectiap saat
dapat dipunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari penistiwa masa lalu yang
penyelesalannva mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah,

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan vang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
yvang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
hakikat atau besarnva pos atau kesalahan yvang dipertimbangkan dari
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
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Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.
Pembiavaan (financingl adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, vang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
ANggaran.

Pendapatan L0 adalah hak pemerintah daerah vang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Penvusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap vang dapat disusutkan (depreciable assels) selama masa manfaat
asct yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa ve terjadi
karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atay
pengaruh entitas bersangloutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah wyang ditentukan oleh bupati untuk menampung  seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang
asing ke rupiah pada kurs vang berbeda.




Setara kas adalah investasi jangka pendek vang sangat likuid vang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiavaan angparan (SiLPA/SiKPA] adalah selisih
lebih /kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama

satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
dan belanja selama satu periode pelaporan.

surplus /Defisit-LO  adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus,defisit

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa
T claporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

11.

12.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan

suatu entitas vang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukkan akuntahilitas entitas pelaporan atas sumber

daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah:

¢} menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
ANEEFATANNYA;

€] menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f)] menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

gl menyediakan informasi vang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
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13.

14,

13.

16.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai entitas dalam hal:

a) aset;

b} kewajiban;

¢} ekuitas;

d] pendapatan-LRA;

e] belanja;

fj transfer;

Bl pembiayaan;

h) saldo anggaran lebih;

1)) pendapatan -LO;

i) beban; dan

k) arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi

tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat

sepenuhnya memenuhi tujuan terscbut. Informasi tambahan, termasuk

laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan

keuangan untuk memberikan gambaran vang lebih komprehensifl

mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerash menyajikan informasi tambahan untuk membantu

para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan

pengelolaan  aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan

ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam

bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan

program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas

selama periode pelaporan,

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

17.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada
pada pimpinan entitas,




KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18.

19,

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan
pokolk adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b] Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL}):

¢) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO};

e] Laporan Arus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas ([LPE}; dan

gl Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas, kecuali Laporan Arus Kas yvang hanyva disajikan oleh entitas yang
mempunyai lungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL
yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas

pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

STRUKTUR DAN ISI
Pendahuluan

20,

Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan
tertentu pada lembar muka fon the foee) lapeoran keuangan,
mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka
laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan
merckomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang
dapat diikuit oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan
situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

21.

23,

23.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dan
informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak
untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau
dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat
membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari
informasi lain, namun bukan merupakan subyek vang diatur dalam
kebijakan alkuntansi ini,

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. i
samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan
diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh
pemahaman vang memadai atas informasi vang disajikan:
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24,

25.

a] nama SKPD/PPKD/PEMDA (entitas);

b} cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau
gabungan dari beberapa entitas akuntansi:

c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan:

d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

€} tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada
laporan keuangan.

Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang

penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran schingza dapat

mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi

disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat

diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka

diungkapkan dan informasi vang relevan tidak hilang,

Periode Pelaporan

26.

27,

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnva sekali dalam setahun.
Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih
panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan
nformasi berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti

arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal
pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanva perubahan tahun
anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah
penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan
untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat
diperbandingkan.

Tepat Waktu

28.

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagi pengpguna dalam suatu periode tertentu setelah tangeal pelaporan.
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas
pelaporan bukan merupakan alasan vyang cukup atas kegagalan
pelaporan  yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan
keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 {dua) bulan setelah




berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan kecuangan entitas
pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
ATIEEATATL.

Laporan Realisasi Anggaran

25,

30.

31,

32.

33.

34.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ckonomi  yang  dikelola oleh
SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya
unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;

b) belanja;

¢) surplus/defisit;

d) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Daerah menyajikan
sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) pendapatan-LRA;

b} belanja,

c) transfer;

d} surplus/defisit-LRA;

e) pembiayaan;

f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan KRealisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yvang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan wvang material antara
anggaran dan realisasinya, serta dafrar-daftar yvang merinci lebih lanjut
angka-anglka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan
pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi

Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih [SAL)

33.

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:
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a) Saldo Anggaran Lebih awal:

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih:

c| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d} Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
¢) Lain-lain;

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

36,

37,

38,

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ckuitas pada tanggal tertentu,
Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan,
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas,

Klasifikasi

39,

40.

41.

42,

Setinp entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap
pos aset dan kewajiban yvang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan
akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah vang diharapkan akan diterima
atau dibayar dalam walktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yvang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan
nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-
barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnva dan
yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan sclvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang.
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43. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
a) kas dan setara kas;
b) investasi jangka pendek;
¢) piutang pajak dan bukan pajak;
d) persediaan;
¢) investasi jangka panjang;
f) aset tetap;
g aset lain-lain;
h] kewajiban jangka pendek;
i} kewajiban jangka panjang;
i} ekuitas.
44. Pengaturan lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya diatur
dalam kebijakan alountansi neraca.

Laporan Arus Kas

45, Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun
dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum.

46. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

47. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan vang berhubungan
dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang
Laporan Arus Kas,

Laporan Operasional

48. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berilout:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional;
¢} Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada; dan
e} Surplus/defisit-LO,

Laporan Perubahan Ekuitas

49. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang
sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal,
b} Surplus/defisit-LO pada periode hersangkutan;
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¢) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas,
vang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya; koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap
karena revaluasi aset tetap; dan

d} Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

50. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannyva dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan
sebagai berikut:

a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b} Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, dan ekonomi makro;

c) Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;

d) Informasi tentang dasar penvusunan laporan keuangan dan
kebijjakan-kebijakan akuntansi yang dipilith untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

€] Rincian dan penjelasan masing-masing pos vang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

fj Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah vang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

gl Informasi lainnya yvang diperlukan untuk penvajian yvang wajar, vang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

21. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan
Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

24. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi
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33.

Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti
kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan
penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Misalnya informasi tingkat bunga dan penvesuaian nilai wajar dapat
digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

a4.

55.

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan

hal-hal berikut ini:

a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi vang berkaitan
dengan ketentuan-ketentuan masa ftransisi kebijakan akuntansi
diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu vang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengulkuran

yvang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai

untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
basis pengukuran tersebut.

. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu

diungkapkan, manajemen  harus  mempertimbangkan  apakah
penpungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami
setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-
kebjjakan akuntansi vang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-
hal sebagai berikut:

a) Pengakuan pendapatan-LREA;

b} Pengakuan pendapatan-L0O;

¢} Pengakuan belanja;

d) Pengaluan beban;

e] Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

[} Investasi;

gl Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak

berwujud,;
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h) Kontrak-kontrak konstruksi;

i} Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

J} Kemitraan dengan fihak ketiga;

k) Biaya penelitian dan pengembangan;

I} Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
m) Dana cadangan;

nj Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

27. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan
sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan vang perlu diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan
informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya
dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan
perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

38. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang
disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain
itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan
diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

59. Buatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila
belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,
vaitu:
a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana

entitas tersebut beroperasi;

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
¢) ketentuan perundang-undangan wvang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan
anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah
Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinva menunjukkan
tingkat Ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif
dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya

Ruang Lingkup

J. Kebijjakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam
penyajian LRA vang disusun oleh SKPD/BLUD, PPED, dan pemerintah
daerah.

4. Kebijjakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya disajikan
oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiavaan
dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi terscbut berguna bagi
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber-sumber dava eckonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas
akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :
(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;
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(b} menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran  secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi vang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat
menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya {APBD); dan

(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

T

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah [APBD] adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yvang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah,

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran,

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembavarannva kembali oleh
pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalash dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yvang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
dan membayvar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
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Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik vang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
vang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan  dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Surplus /defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiavaan Angearan (SiLPA/SiKPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu
periode pelaporan,
surplus/Defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA

dan belanja selama satu periode pelaporan

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SILPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
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STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO

ANGGARAN LEBIH

8, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LEA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

9  Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas,
dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi
berikut:
la) nama SKPD/PPKD/Pemda;

(b} periode vang dicakup;
(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
(d} satuan angka vang digunakan.

10. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan
gunggungan (akumulasi) saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan
dibandingkan tahun sebelumnva.

PERIODE PELAPORAN

11. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal
laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan
disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu
tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai herikut:
{a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan,

TEPAT WAKTU

12. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan
pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menvajikan
laporan keuangan tepat waktu.

13. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran,
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IS] LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

14.

15,

16.

17.

18.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan
pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian vang wajar.

Laporan Realisasi Angparan menyandingkan realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnva mencakup pos-pos
sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LREA;

(b) Belanja;

{c) Transfer;

(d] Surplus atau defisit-LRA;

je) Penerimaan pembiayaan,

{f} Pengeluaran pembiayaan;

(g} Pembiavaan neto; dan

{h}) Sisa lebih/kurang pembiayvaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Laporan 3aldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebapgai beriloat:

la) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu;

(b) Penggunaan Saldo Anggaran;

ic) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA);

(d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnysa;

le} Salde Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

19.

20,

21,

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA
menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi
Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.

Pos pendapatan-LRA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis
pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi
Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan HKekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yvang Sah,

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja
menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan
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entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam
catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi
disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

22, Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata vang asing tersebut menurut
kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

23. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas
akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua
format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam
Peraturan Menter: Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

24, Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 vang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai
lampiran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan,
Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang] pembiayaan
daerah,

25, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan format Peraturan Menteri Dalam MNegeri No
13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  disajikan dalam lampiran
kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan

bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini
adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
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26,

27.

Femerintah Daecrah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan
keuangan pokok dan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2006 wang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai
dengan Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Pemerintah No 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran
kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan

bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini

adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

23,

29.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaky
entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian
menyajikan format Laporan Salde Anggaran Lebih sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan,

Contch format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah No
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam

lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi
dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran

ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
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PEMERINTAH....

SKPD ...

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(Lampiran [1.2-1 LRA SKPD format PP 71/2010)

Momor
Urut

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

|Dalam Rupiah)

Anggaran
20X 1

Realisasi
20%X1

Yo

Realisasi
20X0

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah

|—~|—||_-1|_|
e gl i
frudt | s

Pendapatan retribusi
daerah

Pendapatan hasil

pengelolaan

Kekayaan daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

Jumlah

Belanja Operasi

2.1.1 | Belanja Pegawai

2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.2 Belanja Modal

2.2.1 | Belanja Tanah

2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin

22,3 | Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4 | Belanja Jalan,Irigasi dan
Jaringan

2.2.3 | Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 | Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus [/ (Defisit)
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PEMERINTAH....

SKPD

LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

{Larmparan [T 2-2 LRA SKPD format Permendagri 13/ 2006 yang terakhir diubah dengan
Permendagr 21,2011}

(Dalam Rupiah)

Nomor

Urut Uraian

Anggaran |

Setelah
Perubahan

Eealisasi

Lebih
{Kurang)

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah

Pendapatan retribusi daerah

=l L R e ]
. H i M
el Ll L L e
Cal [ B [ s |

kekayaan daerah vang
Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan

1.1:4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

~ Jumlah

Belanja

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

R
S S e
Gl | i | e

Belanja Modal

Jumilah

Surplus /

{Defisit)

Fakidvban rilcataest — LB daw L8 Tl



PEMERINTAH....
LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PPRD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Lampiran II, 2.3
LRA FPKD Format PP 71/2010)

iDalam
Rupiah)

NO
Liruat

Uraian

Anggar
an
20X1

Realisa
=1 20X1

%

Fealisa
51
20X0

Pendapatan Transfer

[
[

Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak

e | i |
v [a- i
el Ll R
I .
L B |

Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

._.
bl |t | et
| ks

Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnva

[1.2.1

Dana Otonomi Khusus

1.2.2

Dana Penvesuaian

1.3

Transfer Pemerintah Propinsi/
Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

1.3.2

Pendapatan Bagi Hasil
Lainnva dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.3

Bantuan Keuangan dari
Provinsi

atau Pemerintah Daerah
lainnya

Lain-Lain Pendapatan vang
Sah

Pendapatan Hibah

PendapatanDana Darurat
Pendapatan

Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi
Bunga

Subsidi

Hibah

N PXY 1Y p

Bantuan Sosial

wafofm ool
HI—'-I—'!-'—!F-!—

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga

Rakgnban Wivatinsl — LB daw 5D = Sl
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Jumlah Belanja
2.3 Transfer
Bagi Hasil
Bagi Hasil Retribusi
Jumlah Transfer
SURPLUS /{DEFISIT)
3. Pembiayaan Daecrah
3.1 | Penerimaan Pembiayaan
Daerah
3.1.1 | Penggunaan SiLPA
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah vang Dipisahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 | Penerimaan Kembali
Pemberian
Pinjaman
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
3.2.1 | Pembentukan Dana
Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran [SILPA)

Falidnkoa ribetions — LTA dita ST - St d
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PEMERINTAH.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER. ...

(Lampiran ll.2-4 LRA SKPD format Permendagn 1372006
yang terakhir diubah dengan Permendagr 21/2011)

(Dalam
Fupiah)
' Anggaran
UT: ] Uraian poni@h | Realisasi | Lebih
o (Kurang)
1 Pendapatan
1.1 Dana Perimbangan
1.1.1 | Dana Bagi Hasil
1.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak
1
1.1.1. | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
2 Sumber
Dava Alam
1.1.2 Dana Alokasi Umum
1.1.3 Dana Alokasi Khusus
1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah vang
Sah
1.2.1 Pendapatan Hibah
1.2.2 Dana Darurat
1.2.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.2.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi
| Khusus
1.2.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan
2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Bunga
Lo Belanja subsidi
2.1.3 | Belanja Hibah
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
2,1.5 Belanja Bagi Hasil
2.16 | Belanja Bantuan Keuangan
207 Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja
SURPLUS /(DEFISIT)
3. Pembiayaan Daerah
3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 Pengpunaan SiLPA
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang
Dipisahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah

Taligalaw ity = S0 dan S-S
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Jumlah Penerimaan |

3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang

3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran

Pembiavaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
| (SILPA)

PEMERINTAH....
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Lampiran {.2-5 LRA Pemerintah Daerah Format FP 71/ 2010

{Dalam Rupiah)
| |
s Girdian ”"ngfm Realisasi Realisasi
i
20%1 20X1 [%0) 20X0
1 Pendapatan
1.} Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
114 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.1.4 | Pendapatan  Asli Daerah
Lainnya
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan
1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1. | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
2 [Sumber Daya Alam)
121 Dana Alokasi Umum
3
| 1.2,1. | Dana Alokasi Khusus
4
1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnva
1.2.2. | Dana Otonomi Khusus
1.2.2. [ Dana Penyesuaian
| 2
1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3. | Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1
1.2.3. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnva
2
1.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah
' 1.4.1 | Pendapatan Hibah
1.4.2 | Pendapatan Dana Darurat
1.4.3 | Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
2 Belanja
.1 Belanja Operasi
F2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.2 Belanja Barang
Bk Bunga
2.1.4 | Subsidi
2.1.5 | Hibah
Ratliinban Abuatins — LTd daw L2 Sl Hal - 14




2.1.6 | Bantuan Sosial l
2.2 Belanja Modal
2.2.1 Belanja Tanah
222 Belanja Peralatan dan Mesin
2.2.3 | Belanja Gedung dan
Bangunan
2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
e Belanja Aset Tetap Lainnva
2.2.6 | Belanja Asct Lainnya
2.3 Belanja Tidak Terduga
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja
2.4 Transfer
24.1 Bagi Hasil Retribusi
2.4.2 Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya
Jumlah Transfer
SURPLUS / (DEFISIT]
3 Pembiayaan
.1 Penerimaan Pembiayvaan
2.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anpgaran (SiLPA}
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekavaan
Daerah vang Dipisahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjman Daerah
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian
_ Pinjaman Daerah
' 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah
' Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Dacrah
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
PEMEIAYAN NETO
3.3 Sisa Lebih Pembiavaan
Angegaran (SILPA)

Retciaden Abwatumss — SR dan L0 Sl
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PEMERINTAH....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER. ...

(Lampiran II.2-6 LRA SKFPD format Permendagn 13/ 2006 yang terakhir diubah dengan
Permendagr 2172001 1)

{Dalam
Rupiah)

Anggaran

Urf; " Uralan Pcsﬁgiiaaﬁa Realisasi Lebih

: (Kurang]

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah

Pendapatan retribusi daerah

[S ey E— T
=l | e |s
i it | el || ol | i
e Ja |a

Cad | ) | s

Pendapatan  hasil pengelolaan
Kekavaan
daerah yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang
=ah

Jumlah

Dana Perim bangan

Dana Bagi Hasil

1
1. | Dana Bagi Hasil Pajak

-2.1. | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber
Dava Alam

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah vang
Sah

Pendapatan Hibah

1.3.1

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnva

1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya

Jumlah Pendapatan

2 Belanja
X1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Bunga
2.1.2 Belanja subsidi
2.1.3 Belanja Hibah
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
2.1.5 Belanja Bagi Hasil

12,16 | Belanja Bantuan Keuangan
2.1.7 Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

2 Belanja

Frlifodan Abwtansl — LT daw L7~ 5L Hal - 16



2.2 | Belanja Langsung
2.2.1 | Belanja Pegawai
222 | Belanja Barang dan Jasa
2.2.3 | Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
' SURPLUS /(DEFISIT)
3. Pembiayaan Daerah
3.1 | Penerimaan Pembiavaan Daerah
3.1.1 | Penggunaan SiLPA
' 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah
= Jumlah Penerimaan
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
Pembiayvaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
[BILPA)

Rikiirbn Adantiansi = S dan D ELS
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PEMERINTAH....

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER....

NG

Uput URAIAN

20Xx0

20X1

Saldo Anggaran Lebih awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Anggaran tahun berjalan;

1
2,
3, | Sisa Lebih/Kurang Pembiavaan
4

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Zebelumnya; dan

Lain-lain;

b. | Saldo Anggaran Lebih Akhir,

Rinkpudiae Abuatitasd — LB daw 5D St
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KEBIJAKAN AKUNTANSI

NERACA
PENDAHULUAN
Tujuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar

penyajlan neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Pemerintah Bolaang Mongondow dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas
pelaporan mengenai asct, kewajiban, dan ckuitas dana pada tanggal
tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk
tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan
daerah.

DEFINISI

4, Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ckonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh cleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan scjarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud vang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Eriifakas Alaatnas - Timdca Hal - 1



Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerhukan dana relatf besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah S8KPD dan PPKD,
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset vang dimaksudkan untuk mempercleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapal
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan,

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.
Laporan keusngan gabungan adalah suatu laporan keuangan vang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
schingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak
vang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
vang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang vang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang slap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.
Tangeal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan,

R pbeatani - Tesa Hal - 2



KLASIFIKASI

10.

Setiap entitas akuntansifentitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya
dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos
aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumiah yang diharapkan akan
diterima atau dibavar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan jumlah-jumlah vang diharapkan akan diterima atau
dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanva klasifikasi terpisah antara aset lancar dan
nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-
barang vang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan
vang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyclesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

(a) kas dan setara kas;

(b) investasijangka pendek;

[c) prutang;

id) persediaan;

(e} investasijangka panjang,

(i asettetap;

{g} kewajiban jangka pendek;

(h) kewajiban jangka panjang;

(i} ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika
penyajian demikian periu untuk menvajikan secara wajar posisi keuangan
suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan
pada faktor-faktor berikut inu:

(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
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11.

(b} Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;

(¢) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset
tetap tertentu dicatat atas dasar biayva perolchan dan kelompok lainnya
dicatat atas dasar nilai wajar vang diestimasikan.

PENYAJIAN NERACA

12,

13,

14.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas
akuntansi danfatau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam dua
format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yvang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan dengan
format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permendagri No 21/2011. Sedangkan neraca Pemerintah Daerah
sebagai entitas pelaporan dizajikan dengan format PP No 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan
pokok dan  format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Permendagri No 21/2011 scbagai lampiran.
Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini hanva

merupakan ilustrasi dan  bukan merupakan bagian dari kebijakan

akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan

kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan
keuangan,

Penyajian laporan keuangan dari format vang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam
format PP Ne 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan
prosedur akuntansi.
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Alat-alat Laboratorium

| Alat-alat Persenjataan / Keamanan

Gedung dan bangunan

Gedung Kantor

Gedung Rumah Jabatan

Gedung Rumah Dinas

Gedung Gudang

| Bangunan Bersejarah

Bangunan Monumen

Tugu Peringatan

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan

Jembatan

Jaringan Air

Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
Kota

Instalasi Listrik dan Telepon

Aset Tetap Lainnva

Buku dan Kepustakaan

Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan

| Hewan/Ternak dan Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penvusutan Aset Tetap

Jumlah |

ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwvajud

| Aset Lain-lain

Jumlah

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Bunga

Utang Pajak

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Di Muka

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumilah
EKUITAS
Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS
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PEMERINTAH....
NERACA SKPD ......
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

{Lampiran II.3-1 Neraca SKPD Format Permendagr No, 13/ 2006
wang terakhir divbah dengan Permendagn No. 21,7200 1)

(dalam rupiah)
Kenaikan
Urai R (Penurunan)
Lenn Tahun
Tahun n n-1 Jumlah | %
ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD

Piutang
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang PAD Lainnya
Piutang lain-lain

Persediaan
Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Material/Bahan
Persediaan Benda Pos
Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan Pokok

Jumlah

ASET TETAP

Tanah
Tanah

Peralatan dan mesin
Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan Darat Bermaotor
Alat-alat Anglkutan Darat Tidak
Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor
Alat-alat Anghkutan Udara
Alat-alat Bengkel
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor
Komputer
Meubelair
Peralatan Dapur
Penghias Ruangan Rumah Tangga
Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
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PEMERINTAH....
NERACA PPKD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Lampiran IT.3-2 Fermat Permendagri No, 13/ 2006
Yang terakhir diubah dengan Permendagri 217 2007)

(Dalam Rupiah)
Jumlah Kenaikan
Ura (Penurunan)
Sl Tahun n- | Jumla
Tahun n 1 h B

ASET
ASET LANCAR
Kas

Kas di Kas Daerah

Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam Saham

Investasi dalam Obligasi

Piutang

Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Khusus

Piutang Lain-Lain

R/K SKPD.....

Jumlah

INVESTASI JANGEA PANJANG

Investasi Non Permanen

Pinjaman kepada Perusahaan
Negara

Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah

Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

Investasi dalam Surat Utang
Nepara

Piutang/Investasi Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Permanen

Penvertaan Modal Pemerintah
| Daerah

Penvertaan Modal dalam Proyek
Pembangunan

Penvertaan Modal Perusahaan

Patungan
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah
ASET TETAP .
Tanah

Peralatan dan Mezsin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Aset Tetap Lainnya

Ronstruksi Dalam Pengerjaan

Alkumulasi Penyusutan

Jumilah

Hal -
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ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian
Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah

JUMLAH ASET

REWAJIBAN

kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Bunga

Utang Pajak

Bagian Lancar Utang Janghka
Panjang

Pendapatan Diterima di Muka

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri

Utang Luar Negeri

Jumlah
ERUITAS |
Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
ERKUITAS

Hal -




FPEMERINTAH....
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Lamgiran II.3-3 Neraca Pemerintah Doerab Format PP Flr20100

(Dalam
Fupiah)
Uraian 20X1 20X0
ABET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas di Bendahara BOS
_Kas di Bendahara JKN
[nvestasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi dan PAD lainnya
Piutang Dana Perimbangan
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah
Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anesuran
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGEKA PANJANG
Investasi Non Permanen _
Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Investasi dalam Surat Utang Negara .
Investasi dalam Provek Pembangunan
Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnyva
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irjgasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Tedciadtn Affuefany - Nersse Hal - 9



Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan

| Tuntutan Gaji Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri — Pemerintah
Pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah
Daerah
Lainnya

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lch]baga
Keuangan
Bukan Bank

__Bagian Lancar Utang Dalam Negeri — Obligasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri — Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Utang dalam Negeri - Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnva

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Hal - 10



PEMERINTAH....

NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

{Lampiran fl. 3-4 Neraca Femerintah Daerah Format Permendagri No. 1372006
yang terakfur diubah dengan Permendagri 21/ Tahun 2011)

(dalam rupiah
otk Kenaikan
Urai (Perurunan)
caan Tahun n-
Tahun n 1 Jumlah Lo
ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Dasrah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara JKN

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam Deposito

Investasi dalam Saham

Investasi dalam Obligasi

Piutang

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang lain-lain

Persediaan

Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Listrik

Persediaan Material/Bahan

Persediaan Benda Pos

Persediaan Bahan Bakar

Persediaan  Bahan Makanan
Pokok

Jumlah

ASET TETAP

Tanah

Tanah

Peralatan dan mesin

Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan Darat
. Bermotor

Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor

Alat-alat Angkutan di  Air
Bermotor

Alat-alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor

Alat-alat Angkutan Udara

Alat-alat Bengkel

Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan

Peternakan .

Faidad Alsstanst -~ Honaen
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| Peralatan Kantor

Perlengkapan Kantor

Komputer

Meubelair

Peralatan Dapur

Penghias Ruangan Rumah
Tangga

Alat-alat Studio

Alat-alat Komunikasi

Alat-alat Ukur

Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Laboratorium

Alat-alat
Persenjataan / Keamanan

Gedung dan bangunan

Gedung Kantor

Gedung Rumah Jabatan

Gedung Rumah Dinas

Gedung Gudang

Bangunan Bersejarah

Bangu_nan Monumen

Tugu Peringatan

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan

Jembatan

Jaringan Air

Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan
Kota

Instalasi Listrik dan Telepon

Aset Tetap Lainnva

Buku dan Kepustakaan

Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan

Hewan /Ternak dan Tanaman

| Konstruksi Dalam Penpgerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penvusutan

Akumulasi  Penyusutan  Aset
Tetap

Jumlah

DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjualan
Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Asct Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah

JUMLAH ASET

KEWA.JIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Fonkisrdan Alartans - Teeasa
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Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Bunga

Utang Pajak

Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang

Pendapatan Diterima Di Muka

Utang Jangka Pendek Lainnys

Jumlah

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWA.JIBAN DAN
EKUITAS

Riatiitadan Abvatioen - Hoaon
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN OPERASIONAL DAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan pernvataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan vang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,

dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas
akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyusun
laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak

termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas yang penvajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.,

6. Pengguna laporan  membutuhkan laporan  operasional dalam
mengevaluasi pendapatan-LO dan beban wuntuk menjalankan suatu
unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional
menyediakan informasi:

(a) mengenai besarnya beban vang harus ditanggung oleh pemerintah
daerah untuk menjalankan pelayanan;

(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi,
efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya

ckonomi;

Rl fiken Attt — L dau TPE Hal- 1



fc) vang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode
mendatang dengan cara menvajikan laporan secara komparatif;

(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus
akuntansi berbasis akrual (full aocrual accounting  cyclel sehingga
penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan
neraca mempunyail keterkaitan vang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijjakan dengan
pengertian:

Azas Brute adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan
penerimaan setelah dikurangl pengeluaran pada suatu unit organisasi
atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Baptuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan
uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uwang atau barang vang diberikan
kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yvang mengalui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, wvang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau
jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Bebapn Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan.

I ——————
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Entitas  Alogntansi adalah unit pemerintahan pengeguna
anggaran, pengguna barang dan oleh karenanyva wajib menyelenggarakan
alkuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkasn pada
entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan vang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyvampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya,
perusahaan necgara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
Pendapatan-1L0O adalah hak pemerintah daerah yang diakui scbagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersanghkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Trapsfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi vang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subgid] adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/
lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar
harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/lkurang
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
surplus/Defisit- O adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

surplus/Defisit Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset
dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN
9. Laporan operasional disajikan  sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas

berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu

——————— —— e ee—
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penode yvang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan

informasi sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun:

(b} fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional
dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan,

10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak
tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi
pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan
entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu,

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

11. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-L0O, vang diperlukan untuk penyajian yvang wajar seccara
komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yvang berhubungan
dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal
dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka
vang dianggap perlu untuk dijelaskan.

12. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan,
jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi
berikut;

(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
(b) cakupan entitas pelaporan;

(c) periode yang dicakup,;

(d) mata uang pelaporan; dan

(e) satuan angka vang digunakan.

13. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
(a) Pendapatan-LO
(b) Beban
(c) Surplus/Defisit dari Operasi
(d) Kegiatan Non Operasional
(e} Surplas/Defisit sebelum Pos Luar Biaza
(f) Pos Luar Biasa
(g] Surplus/Defisit-LO

14. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah
lainnya apabila diwajibkan eleh Pernyataan Standar Akuntansi

e ——
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Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk
menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

15.Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada
lampiran kebijakan ini. Hustrasi merupakan contch dan bukan
merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah
menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam
klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Entitas pelaporan menysjikan pendapatan-LO  yvang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17.Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan
klasifikasi lain vang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan
vang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18, Klasifikasi pendapatan-LO  menurut sumber pendapatan maupun
klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan
klasifikasi wvang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu
berdasarkan jenis.

PENDAPATAN-LO
PENGAKUAN PENDAPATAN-LO
19, Pendapatan-LO diakui pada saat:

fa] Timbulnya hak atas pendapatan (earned),

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.

20. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

a] Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi
hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak
daerah atau surat dari Pemerintah Pusat vang menyatakan kekurangan
penyaluran dana bagi hasil.

b} Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang
mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang
berkenaan.

¢} Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran cleh
daerah wyang telah diverifikasi cleh Pemerintah Pusat dan telah
ditetapkan jumlah defimitifnya.
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21.

22.

23.

24.
25.

26,

27.

28.

29.

30,

31.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal
pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas,
pendapatan dapat diakui pada saat realisasi

Pendapatan-LO  yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat imbulnya hak untuk menagih pendapatan.
Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal
pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas,
pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan
yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk
menagih imbalan.

Pendapatan-LO vang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan
menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing
pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumiah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yvang mengatur mengenai badan lavanan
umum.

Pengembalian vang sifatnva normal dan  berulang (recurring) atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yvang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas pendapatan-LO vang teriadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian vang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
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sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN
PENGAKUAN

3.

33,

35.

ot .

38,
30,

40.

41.

Beban diakui pada saat:

a timbulnva kewajiban;

b terjadinya konsumsi aset;

¢ terjadinya penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas
umum negara/daerah.  Contohnya tagihan rekening telepon dan
rekening listrik vang belum dibayvar pemerintah.

-Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi  aset adalah saat

pengeluaran kas kepada pihak lain vang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional
pemerintah.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal
pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban
dapat diakui pada saat realisasi.

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/
berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan lavanan umum.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis
beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai,
beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer,
dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah
terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban
subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga,

Penyusutan asel tetap dan aset berwujud vyang nilainya dibawah
kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method)
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight
line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
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sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap .

42. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain vang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

43. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode
yvang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam  hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGUKURAN
44. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

43. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.

46. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.

47. Selisih lebnh/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

48. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendin dalam kegiatan non operasional.

49, Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara
lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian
kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional laannya.

20. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus,defisit
sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

21.Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnyva dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar
Biasa.
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52.Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai
karaktenstik sebagal berikut:

(&) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
BNgEaran;
(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
(e} kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
53. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan,

SURPLUS/DEFISIT-LO

54. Surplus/Defisit-LO  adalah penjumlahan selisth lebih/kurang antara
surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa.

55. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke
Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

56. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah.

57. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut
dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

58. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
cdalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,
maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs fransaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan
untuk memperoleh valuta asing tersebut.

29, Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uwang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata
uang asing lainnya, maka:

(&) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
transaksi.

Tonta by Aluatanss — L) dan SEE Hal- 9



TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBEENTUK BARANG/JASA

60. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus
dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai
wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu,
transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada
Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua
informasi vang relevan mengenai bentuk dar pendapatan dan beban.

61. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara

lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Rokiasebon Abastansi — 20 dan SPE Hal - 10



KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai
perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan,
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjiawaban dan pengambilan
keputusan.

Ruang Lingkup

3.  Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan
ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen
laporan  keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan
keuangan.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas
Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
[PPKD), kecuali perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Arus Kas

9. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran
arus kas yvang telah dibuat sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk
dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi perubahan kekayvaan bersih/ekuitas suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas
dan solvabilitas).

Definisi

8.  Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi
dengan pengertian:

_—%

Riekisntinn rilloatans = A4 Hal-1



Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai dan atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu
periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap seria investasi
lainnya vang tidak termasuk dalam setara kas

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi; utang dan
piutang jangka panjang.s

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

vang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan
pernbiavaan pemerintah daerah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas
vang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi eckuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan vang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah dasrah.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yvang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi vang menurut ketentuan peraturan perundang-
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undangan wajib menvampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemda.

Kewajiban adalah utang vang timbul dari peristiwa masa lalu yvang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber dayva ekonomui
pemerintah daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daergh adalah tempat penyimpanan uang daerah vang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang,

Mata uang asing adalah mata vang selain mata nang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam

menyajikan laporan keuangan.
Metode biava adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih /ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) vang terjadi
sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah  metode penyajian arms  kas dimana

pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas brute harus
diungkapkan.
Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana

surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional
non kas, penangguhan (deferrall atau pengakuan (accrual) penerimaan kas
atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan
dan pengeluaran dalam bentuk kas yvang berkaitan dengan aktivitas
investasi aset non anggaran dan pembiayaan.

Pendapatan — LO adalah hak pemerintah vang diakui sebagai penambah

ckuitas dalam periode pelaporan yvang bersangkutan,

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
hak untuk menerima uang cleh entitas pelaporan dari suatu entitas
pelaporan lain yang diwgjibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Penenimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk k¢ Bendahara
Umum Daerah.
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Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Daerah.
Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas

pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang scluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sctara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid vang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu pericde
pelaporan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi vang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

HKas dan Setara Has

9.

10.

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan
setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi
kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai
yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya.,

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi
pendanaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11.

12,

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan
Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menvampaikan laporan pertanggpungjawaban berupa
laporan keuangan Pemerintah daerah,

Entitas yang wajib menyvusun dan menvajikan laporan arus kas adalah
unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini
PPKD.
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PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu vang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasl, mvestasi pendanaan, dan transitoris.

14. Penerimaan dan pengeluaran kas vang disajikan dalam arus kas termasuk
penerimaan dan pengeluaran kas yvang diterima dan digunakan langsung
tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD, Termasuk dalam kriteria tersebut adalah Kas
di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS.

15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan
transitoris memberikan informasi yvang memungkinkan para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi
kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat
digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
investasi pendanaan, dan transitoris.

16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaks: pelunasan utang vang terdiri dari pelunasan
pokok wutang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran
bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

17. Contch format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan

Aluntansi ini. Lampiran hanva merupakan ilustrasi untuk membantu

pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi ini.

Aktivitas Operasi

18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yvang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan darn luar.

19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
(a) Penerimaan Pajak Daerah;
(b) Penerimaan Retribusi Dacrah;
{c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan;
(d) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah;
(e} Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
(fi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
ig) Penerimaan Dana Alokasi Umum;

(k] Penerimaan Dana Otonomi Khusus:
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20.

21.

22,

(i) Penerimaan Dana Penyesuaian;

il Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

(k) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;

() Penerimaan Hibah;

(m) Penerimaan Dana Darurat:

(n] Penerimaan Lainnya;

(0) Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa.

(p) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi
lainnya

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk

pengeluaran, antara lain :

(a) Belanja Pegawai;

(b] Belanja Barang;

(c) Bunga;

{d) Subsidi;

(e) Hibah;

(} Bantuan Sosial;

{g] Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

(h) Transfer Keluar.

Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan

persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat

berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu

entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,

penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka

pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

23

24,

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
pelepasan sumber dava ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masvarakat di masa
yvang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

{a) Penjualan Asect Tetap;

(b) Penjualan Aset Lainnya.

(c) Pencairan Dana Cadangan
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25,

(d} Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

(e) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
(a) Perolehan Aset Tetap;

(b) Perolehan Asct Lainnya.

(¢) Pembentukan Dana Cadangan

(d) Penyertaan Modal Pemerintah

(e) Pengeluaran pembelian Investasi non Permanen

Aktivitas Pendanaan

26.

27

28.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas yvang berhubungan dengan perolehan atau pemberian

pinjaman jangka panjang,

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat;

(b} Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya;

[c} Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank;

(d} Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank;

(e} Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi;

(f) Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya;

(g) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara;

(h) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;

(i} Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Arus keluar kas dan aktivitas pendanaan antara lain

(a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat;

[b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya;

[c) Pengeluaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank;

(d) Pengeluaran Pokok Pinjaman Dalam MNegeri - Lembaga Keuangan
Bukan Bank;

(e} Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi;

[fi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya;

{g) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara;

(h) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah; dan

(i} Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Aktivitas Transitoris

29,

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
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30. Arus kas dan aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/ penerimaan kembali
uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang,
PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong
dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak
ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes, Kiriman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas urmum negara/daerah.

31. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

32, Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman vang keluar dan pemberian uang
persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET

NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

33. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok wutama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,
pembiavaan, dan transitoris.

34. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara
metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

35 Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

{a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus
kas di masa yang akan datang;

(b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

FPELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

36. Arus kas yang tumbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar
arus kas bersih dalam hal;

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima

mantaat (beneficaries] arus kas tersebut lebih mencerminkan

Bkl Abatuasi - 2AE Hal-8



aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu
contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya

singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

7.

38.

39

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan
dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang
asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank
Indonesia pada tanggal transaksi,

Arus kas vang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus
dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank Indonesia
pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan
kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

40.

41.

42

43,

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan
dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah.
Setiap akun vang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan
ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yvang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang vang dilaporkan
dalam arus kas alktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan,

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang
benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode
akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM
PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

44,

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan
metode biaya.

e ———————————
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45.

483

47.

43

49,

Investasi pemerintah daeerah dalam perusshaan daerah dan kemitraan

dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam

perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas vang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah

harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal

vang diungkapkan adalah:

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b} Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan
kas dan setara kas;

¢) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi
lainnyva vang diperoleh atau dilepas; dan

d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas vang diakui oleh
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau
dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi

lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membanmu untuk

membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dan

pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perasahaan daerah dan unit

operasl lainnya vang diperoleh atau dilepaskan periu diungkapkan hanva

jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang

oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

TRANSAKSI BUKAN KAS

a1,

52,

Transaksi investasi dan pembiavaan vyang tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan,

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut
tidak mempengaruhi kas periode yvang bersangkutan. Contoh transaksi
bukan kas vang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan
aset melalu pertukaran atau hibah.
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KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS
53. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam
Laporan Arus Kas vang jumiahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGEAPAN LAINNYA

54. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

55. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna
laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas
pelaporan.

56. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah
kas vang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan
petggunannya untuk kegiatan tertentu.
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Pemerintah...
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO URAIAN

20%1

20X0

1 Arus Kas dar Aktivitas Operasi
2 Arus Kas Masuk
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
3 yvang Dipisahkan
B Lain-lain PAD vang sah
4 Dana Bagi Hasil Pajak
8 Dana Bagi Hasil Sumber Alam
9 Dana Alokasi Umum
10 Dana Alokasi Khusus
11 Dana Otonomi Khusus
12 | Dana Penvesuaian
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15 Pendapatan Hibah
16 Pendapatan Dana Darurat
17 Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d16)
18 Arus Kas Keluar
19 Belanja Pegawai
20 Belanja Barang

21 Bunga
22 Subsidi
23 Hibah
24 Bantuan Socsial
25 Belanja Tak Terduga
26 Bagi Hasil Pajak
27 Bagi Hasil Retribusi
28 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
29 Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 28)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
30 (17-29)
31 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
32 Arus Kas Masuk
33 Pendapatan Penjualan Tanah
34 Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
35 Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan
36 Pendapatan penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
37 Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnva
38 Pendapatan Penjualan Asel Lainnya
39 | Jumlah Arus Kas Masuk (33 5/d 38)
40 Arus Kas Keluar
41 Belanja Tanah
42 Belanja Peralatan dan Mesin
43 Belanja Gedung dan Bangunan
44 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan |

%
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45 Belanja Aset Tetap Lainnya
46 Belanja Aset Lainnya
47 Jumilah Arus Kas Keluar (41 s/d 46)
48 Arus Kas Bersih dari Investasi (39-47)
44 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
S0 Arus Kas Masuk
2l Pencairan dana Cadangan
52 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
o Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah
a9 Lainnya
22 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non
56 Bank
S7 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
58 Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah
59 Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Negara
B0 Jumlah Arus Kas Masuk (51 s/d 59) |
B Arus Kas Keluar
62 Pembentukan Dana Cadangan
63 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
54 Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
65 | pemenntah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
BE& Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
67 Lembaga Keuangan Non Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
68 Lainnya
59 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
70 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
71 Jumlah Arus Kas Keluar (62 s/d 70) [
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
72 (60-72) bl
73 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
T4 Arus kas Masuk
75 Pencrimaan PFK
76 Jumlah Arus Kas Masuk
7T Arus Kas Keluar
T8 Pengeluaran PFK
79 Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
80 (T6-T9) |
21 Kenaikan /Penurunan Kas [30+48+72+480)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara
82 Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara
83 Pengeluaran (81+832)
Saldo Kas di neraca terdiri dari
84 Kas di Kas Daerah
85 Kas di Bendahara Pengeluaran |

%
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| B6 Kas di Bendahara Penerimaan
Kas
l 87 BLUD
| Jumlah Saldo Kas di Neraca (84 s/d 87)
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KEBLJAKAN AKUNTANSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk  mengatur penyajian dan
pengungkapan vang diperlukan pada Catatan atas Laporan keuangan .

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk
tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan,

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi
akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah
masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi
atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan
keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang
disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

4, Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
dalam menyusun laporan keuangan SKFD/PPKD dan laporan keuangan
konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik

daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah vang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi  rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupilah, vang disusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah vang disetujui oleh Dewan
Perwalilan Rakyat Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
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Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi vang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menvampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemda.

Entitas  akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran, pengguna barang dan oleh karenanva wajib menyvelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Basis alerual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transalksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibavarkan.
Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemenintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan vang diperlukan untuk penvediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu vang
penyelesalannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah,

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah wvang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan vang menurunkan ekuitas, vang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
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bersangkutan vang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Pembiayaan [financing] adalah setiap penerimaan vang perlu dibayar
kembali, dan/atau pengeluaran yvang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah teratama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih vang
berasal dari akumulasi SiLPA /SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya
dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yvang diperkenankan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilgian pengguna
vang dibuat atas dasar laporan kenangan. Materialitas tergantung pada
hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari

keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

KETENTUAN UMUM

6. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian vang tak
termsahkan dari laporan kenangan untuk tujuan umum.

7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh
karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca vang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual, Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti  laporan
keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan
referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca

laporan keuangan.
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9.  Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang
diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindan
kesalahpahaman dalam membaca laporan keuanpgan.

STRUKTUR DAN ISI

10. Catatan atas Laporan Kcuangan harus disgjikan secara sistematis. Setiap
pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas
harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

11. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan BSAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah penvajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya vang diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
komitmen-komitmen lainnya.

12. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan
pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan vang memadai,
antara lain:

{a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi,;

(b} Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

{c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan vang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Informasi tentang dasar penvajian laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi vang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e} Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

(i Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

{g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidaK disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

13. Penpungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
mengikuti  kebijakan akuntansi berlaku vang mengatur tentang
pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan
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akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan Kebijakan
akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

14, Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas
Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan
skedul atau bentuk lain vang lazim vang mengikhtisarkan secara ringkas
dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas

Akuntansi

15. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang
merupakan gambaran entitas secara umum,

16. Untuk membantu pemahaman para pembaca Laporan Keuangan, perlu
ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas
akuntansi yang meliputi:

a, domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat
entitas tersebut berada;

b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

€. ketentuan perundang-undangan wvang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro,
Pencapaian Target Peraturan Daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan
Hambatan dalam Pencapaian Target.

17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya
untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas
akuntansi/ pelaporan secara  Keseluruhan, termasuk kebijakan
fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
Keuangan harus menyajikan informasi vang dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan  kondisi
kevangan/fiskal entitas akuntansifpelaporan serta bagaimana hal
tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyvaan di atas,
entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai
perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode
berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan
dengan anggaran, dan denpan rencana lainnya sehubungan dengan
realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah
perbedaan asumsi ckonorm makro vang digunakan dalam penyusunan
anggaran dibandingkan dengan realizsasinya.
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19.

20,

21,

232,

23.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam
peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau
penggunaan pembiayvaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam
kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,
kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang
digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capailannya. Indikator
ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto,
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan
tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan
anggaran vang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan
anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala
yvang ada dalam pencapaian target vang telah ditetapkan, serta masalah
lainnya vang dianggap perlu cleh manajemen entitas akuntansifentitas
akuntansi/ pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu pericde pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengiluti
kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-
perubahan yang ada, yvang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan
anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam
memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan,

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat
mencapai target vang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit
pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan
dan kendala vang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

24,

23.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara
garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan
realisasinya. lkhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum
tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi
pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
[khtisar disajikan baik wuntuk pendapatan-LRA, belanja, maupun
pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
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&) nmilai target total;

(b} nilai realisasi total;

(c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan

{d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

20, Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas
akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi
keuangan lainnva yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,
misalnya kewajiban yvang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran
periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan

Akuntansi Keuangan

27. Dalam menvajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas
akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

28. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari
penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara
spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau
konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

29, Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan
pemerintah adalah anggapan vang diterima sebagal suatu kebenaran
tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang
terdin dar:

{a) Asumsi kemandirian entitas;
(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
(e) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

30. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tdak terjadi kekacauan antar unit instansi
pemerintah dalam pelaporan keuangan, Salah satu indikasi terpenuhinya
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran
dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
unituk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan

atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang
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terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang
telah ditetapkan.

31. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut  keberadaannva. Dengan demikian, pemerintah daerah
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
dalam jangka pendek.

32. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
vang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

Kebijakan Akuntansi
33. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan
dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yvang paling
tepat akan menggambarkan realitas ckonomi entitas pelaporan secara
tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
34. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang
paling tepat dan penyviapan laporan keuangan oleh manajemen:
la) Pertimbangan Schat
() Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hat-hati tidak
membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
(c) Substansi Mengungeuli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan
disajikan sesual dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak

semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
(d} Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang

cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau  keputusan-

keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

35. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan
Keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang
digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi
penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
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36.

37.

38.

a9,

Secara umum kebijjakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berilout;

a). Entitas akuntansi / entitas pelaporan

b). Basizs akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

c). Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan

d). Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.

e]. Kebijakan akuntansi tertentu wvang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan

Penigguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai

untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban vang menggunakan

basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu  tidaknya suatu  kebijakan akuntansi

diungkapkan, manajemen  harus mempertimbangkan  manfaat

pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami

setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi

yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

a) pengakuan pendapatan-LRA;

b} pengakuan pendapatan-LO;

¢) pengakuan belanja;

d) pengakuan beban;

c) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

d} investasi;

e] pengakuan  dan penghentian / penghapusan aset berwwjud, tidak
berwujud,

i) kebijakan kapitalisasi pengeluaran:

g] penyusutan;

h) persediaan;

i) penjabaran mata uang asing.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan

pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,

penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih

kurs.
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40. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos
vang disajikan dalam periode berjalan dan scbelumnya tidak material.
Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan
diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.

41. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan pericde sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan
sccara kuantitatif harus diungkapkan.

42. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengarub material
dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara
material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada
Lembar Muka Laporan Keuangan

43. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan
atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

44. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai
berikut:

la) Anggaran;

(b) Realisasi;

(c] Prosentase pencapaian;

(d} Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
l¢) Perbandingan dengan periode vang lalu;

ify Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu;

(g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

(h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi,
dan fungsi;

il Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
] Penjelasan hal-hal penting yang diperiukan.

45. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dizajilkan
untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran
Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiavaan Anggaran [SILPA/SIKPA) tahun
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berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL

akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

{a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
laha;

{c) Rincian yang diperlukan: dan

(d) Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.

46. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO

dan beban dengan struktur sebagai berikut:

{a) Perbandingan dengan periode yvang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode vang
lalu;

{c} Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

(d}) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi,
orgamisasl, dan lungsi; dan

{e} Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

47. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal
periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan
struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yvang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yvang
lalu;

{c) Rincian yvang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

48. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas

dengan struktur sebagai berikut:

{a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan penode yang
lala:

{c] Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka
pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan

{d) Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.

49. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dan
aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas
pembiavaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagal bernkur:
(a) Perbandingan dengan periode vang lalu;

e e——————— e, .-,
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(b} Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
laha;

(c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing
aktivitas; dan

{d] Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang

Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan
lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain vang diperlukan untuk
penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas
Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain vang belum
disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

5l. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran vang digunakan,
beberapa transaksi atas peristiwa yang divakini akan mempunyai dampak
penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk
dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu
diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa vang dapat
mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada
periode yang akan datang.

22. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
menyajikan informasi vang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari
seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat
meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang
disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

53. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi
yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

54, Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian
penting selama tahun pelaporan, seperti:
(a) Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
(b] Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

baru;

e e
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233,

(¢} Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;

(d) Penggabungan atau pemckaran entitas tahun berjalan; dan

(e] Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan
vang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai

pelengkap kebijakan ini.

Susunan

o6,

ar.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannva dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan

atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikat:

{a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

(b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ckonomi makro;

[c) lkhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan
kendalanya;

(d) Kebijakan akuntansi yang penting:

i. Entitas akuntansi/pelaporan;

ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laperan keuangan;

iii. Basis pengukuran vang digunakan dalam penyusunan laporan
kevangan;

iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Aluntansi
Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/ pelaporan;

v. Setiap kebijjakan akuntansi tertentu vang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

(2] Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan,

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan vang belum disajikan dalam lembar
muka Laporan Keuangan.

() Informasi tambahan lainnya vang diperlukan seperti gambaran umum
daerah.

Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir

dalam kebijalkan altuntansi ini.
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Lampiran I1.5-1

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Bab [

Pendahuluan

1.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
SKPD

Bab I1

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD SKPD

2.1

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2

Kebijakan keuangan

2.3

Indikator pencapailan target kinerja APBD

Bab I

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
SKFPD

3.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
vang telah ditetapkan

Bab IV

Kebyakan akuntansi

4.1

Entitas akuntansi/entitas akuntansi/ pelaporan keuangan
daerah SKPD

4.2

Basis skuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan SKPD

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyvusunan laporan
keuangan SKPD

4.4

| Penerapan  kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

4.5

' Bab 'V

Kebijakan akuntansi tertentu

Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

o1

LEA

5.1.1 |Pendapatan LRA

5.1.2 | Belanja

2.2

LO

2.2.1 | Pendapatan -LO

F| 5.2.1 | Beban
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2.2.3 | Kegiatan Non Operasional

5.2.4 |Pos Luar Biasa

2.3 | Laporan Perubahan Ekuitas

2.1.8 | Perubahan Ekuitas

5.4 | Neraca

5.1.9 | Aset

5.1.10 | Kewajiban

9.1.11 Ekuitas

Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab Penutup

VI
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Lampiran I1.5-2
PEMERINTAH KEABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD

PENDAHULUAN
Babl | Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD

1.3 | Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
FPKD

Bab Il | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD PPKD
2.1 | Ekonomi Makro, Ekonomi Regional

2.2 | Kebijakan keuangan

2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab [l | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
PPKD

' 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
vang telah ditetapkan

Bab [V | Kebijakan akuntansi

4.1 | Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan
daerah PPKD

4.2 | Basis akuntansi yvang mendasari penyusunan laporan
keuangan PPKD

4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan PPKD

4.4 | Penerapan  kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam SAF pada PPKD

4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD
3.1 |LRA

2.1.1 | Pendapatan-LRA

3.1.2 | Belanja

3.1.3 | Pembiayaan

3.2 | LO
=.1.4 | Pendapatan-L0O
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5.1.5 | Beban

5.1.6 | Kegiatan Non Operasional
=.1.7 | Pos Luar Biasa

3.3 | Laporan Perubahan Ekuitas
3.1.8 | Perubahan Ekuitas

2.4 | Neraca
9.4.1 | Aset

5.4.2 | Kewajiban

5.4.3 | Ekuitas

5.5 | Laporan Arus Kas

5.5.1 | Arus Kas dari Operasi

3.5.2 | Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
3.5.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.9.4 | Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab V1 | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD
Bab Penutup
Vil
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Lampiran [1.5-3

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 | Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Babll |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD

2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 | Kebyakan keuangan

2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target.kinerja keuangan

3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
vang telah ditetapkan

Bab IV | Kebijakan akuntansi

4.1 | Entitas pelaporan

4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

Keuangan

4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

vang ada dalam SAP
4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu

BabV | Penjelasan pos-pos laporan keuangan
5.1 |LRA

.11 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja

2:1.3 Pembiavaan
5.2 | Laporan Perubahan SAL
5.3, | Perubahan SAL
53 |LO
|’ 15.3.1 Pendapatan-LO
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5.3.2 Beban
53.2 | Kegiatan Non Operasional
534 Pos Luar Biasa
5.4 | Laporan Perubahan Ekuitas
3.4.1 Perubahan Ekuitas
2.2 | Neraca
5.5.1 Aset
5 B Kewajiban
5.5.3 Ekuitas

5.6 | Laporan Arus Kas

2.60.1 Arus Kas dan Operasi
5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
2.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VI | Penutup
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HKEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas serta informasi lainnya
vang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2.  Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas
dalam laporan keuangan vang disusun dan disajikan dengan basis kas.

3. Pernyvataan kebijakan imi berlaku untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI
4. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank vang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayal kegiatan pemerintah
daerah atau investasi jangka pendek yang sangat hkuid yang siap
dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yvang
signifikan.
5. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan,
6. Kas meliputi:
a. Seluruh uang vang harus dipertanggungjawabkan atau vang lebih
dikenal sebagai Uang Persediaan,
b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan
untuk melakukan pembayaran,
¢. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas
daerah,
d. Uang tunai atau simpanan di bank yvang digunakan untuk melakukan
pembayaran terhadap pelavanan langsung kepada masvarakat.
7. Kas terdiri dari:
a. Kas di Kas Daerah;
b. Kas di Bendahara Penerimaan;
¢. Kas di Bendahara Pengeluaran;
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
c¢. HKas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FETP);

— R EEEE————————
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f. Kas di Bendahara Dana BOS: dan
g. Kas Lainnya.

8. Betara kas adalah investasi jangka pendek vang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai vang
gignifikan.

9. Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendck,
yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya,

10. BSetara kas terdiri da :

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3
(tiga) bulan.

11. Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat
penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung  scluruh  penerimaan daerah dan membavar seluruh
pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.

12. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikelola oleh pejabat fungsional vang ditunjuk untuk
menerima, menylmpar, menyvetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daecrah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi
Perangkat Daerah.

13. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikelola oleh pejabat fungsional vang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka  pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja  Perangkat
Daerah [ Organisasi Perangkat Daerah.

14. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan
saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah /Organisasi
Perangkat Daerah/unit kerja pada OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
vang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

15, Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank

%
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pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow yang ditransfer langsung oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masing-masing Rekening
Bendahara Dana Kapitasi JKN tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah
serta dikelola dan digunakan langsung oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN
untuk memberikan pelavanan dasar kepada masyarakat berupa
penyediaan jasa kesehatan/perawatan medis/konsultasi keschatan /jasa
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,

16. Kas di Bendahara Dana BOS adalsh uang tunai dan saldo simpanan di
bank pada unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang
Mongondow yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara melalui Rekening Kas Umum Daerah (REUD] Provinsi Sulawesi
Utara kepada masing-masing Rekening Bendshara Dang BOS tanpa
melalui Rekening Kas Umum Daerah serta dikelola dan dipunakan
langsung oleh Bendahara Dana BOS untuk membantu penyediaan biaya
operasi sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan,

17. HKas Lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank selain yang
ada di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Kapitasi JKN
pada FKTP, dan Kas di Bendahara Dana BOS milik Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow,

18. Rekening Kas Umum Daerah adalsh rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluarsn daerah pada
bank yang ditetapkan.

PENGUKURAN

19. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan,

PENGAKUAN
20. Secara umum pengakuan aset dilakukan:

a. pada saat potensi manfaat ckonomi mass depan diperoleh oleh
pemerintah dacrah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

b. pada saat diterima atau kepemilikannyva dan/atau kepenguasaannya
berpindah.
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21. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima
dan/atau dikeluarkan /dibayvarkan.

22. Khusus Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP vang dikelola

oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN, pengakuan Kas Bendahara Dana
Kapitasi JKN pada FKTP diakui pada saat Surat Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (SP2B) telah disahkan oleh PPKD selaku BUD, sedangkan
pengakuan Kas di Bendahara Dana BOS diakui pada saat Surat
Pengesahan Belanja (3PB) telah disahkan oleh FPKD selaku BUD.
Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS tetap dicatat dan disajikan dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow walaupun
dana tersebut tidak masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kapitasi dan dana
BOS tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
23. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan kas dan setara kas,
antara lain:
a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
b. rincian dan nilai kas vang ada dalam Rekening Kas Umum Daerah
namun merupakan kas transitoris yvang belum disetorkan ke pihak
yang berkepentingan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan
Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disgjikan
dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pernyataan kebijakan i berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yvang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waltu 12
[dua belas) bulan dan tanggal pelaporan,

Persediaan merupakan aset berwujud .

a) Barang atau perlengkapan (supplies] yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b) Barang atau perlengkapan [supplies] vang digunakan dalam proses
produksi;

c] Barang dalam proses produksi vang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;

d) Barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masvarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah daerah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk dipunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor,
obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,
dan barang bekas pakai lainnya seperti komponen bekas.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang (kadaluwarsa), atau karena
suatu sebab tidak dapat dimanfaatkan/digunakan dikeluarkan dari neraca
serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
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7. Persediaan antara lain terdiri dari :
a. Persediaan bahan habis pakai;
b. Persediaan bahan material;
c. Persediaan kelengkapan kerja, dan sejenisnya;
d. Persediaan barang yang akan dijual;
e. Persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat.
8. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun
Standar.

B. PENGAKUAN

9. Persediaan diakui pada saat :
a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan
mempunyai nilai atau biayva vang dapat diukur dengan andal,
b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah.

10. Pengakuan persediaan pada akhir periode  akuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Persediaan (Stock Opname).

11. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang vang belum terpakai dan berada
dalam penguasaan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu atau
masih berada di gudang/tempat penyimpanan persediaan serta instalasi
farmasi dan apotik untuk persediaan obat dan bahan medis habis pakai.

12. Tidak termasuk sebagai pudang/ tempat penyimpanan persediaan antara
lain :
4. Ruang kerja pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Pustu, Pusling, Polindes pada Puskesmas;
c. Ruang Tindakan, Ruang Rawat Inap, Poliklinik pada RSUD dan
Puskesmas;

d. Loket-loket pelayanan pada SKPD yang melakukan pelayanan publik.

13. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan pendekatan
beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian
barang persediaan pada tahun berjalan akan langsung dicatat sebagai
beban persediaan.

14.Jika  terjadi  selisih  antara  catatan persediaan  menurut
Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi
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akuntansi dengan hasil stock opname disebabkan karena persediaan
hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yang akan digunakan
adalah hasil stock epname barang pada akhir periode.

C. PENGUKURAN

15. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga
perolehan terakhir.

16. Metode pencatatan persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow dilakukan secara periodik.

17. Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yvang secara langsung dapat dibebankan
pada perolchan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan,

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendid.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan vang diproduksi dan biaya tidak langsung vang
dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak vang memahami dan berkeinginan melalkukan
transaksi wajar (arm length transaction).

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
18. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

19. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

b. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam
pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam proses produksi, barang vang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yvang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masvarakat: dan

-——b=—=_5_=
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Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang
termasuk karcis-karcis yvang rasak, obat-obatan/bahan kimia yang
kadaluarsa, blangko-blangko kosong dan usang, serta blangko yang

tidak sesuail dengan peraturan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM
Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan,
penentuan nilal tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas

penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap,

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penvajian seluruh aset
tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum vang disusun
dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan
untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah,

tidak termasuk perusahaan daerah.

2. kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap
pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
a. Hutan dan sumber daya alam vang dapat diperbaharui (regenerative
natural resources).
b. Kuasa pertambangan, cksplorasi dan penggalian mineral, minvak,
gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat
diperbaharui (non- regenerative natural resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup
dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan

aset tersebut

B. DEFINISI

4. Aset tetap adalah aset berwujud Yang mempunyai masa manfaat
lebih  dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan , atau
dimaksudkan untuk digunakan, dalam Kegiatan pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masvarakat umum.

S. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan
vang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain vang telah
dan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolechan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi

dan tempat vang siap untuk dipergunakan.
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1,
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13.

14.

16.

17.

Masa manfaat adalah : Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau  pelayanan publik; atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh darn aset untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai siga adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada
akhir masa manfaat suatu aset sctelah dikurangt taksiran biaya

pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, vang dihitung dari biaya

perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau  penyelesaian
kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk

melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yvang dapat disusutkan (depreciable asseis) selama masa manfaat aset
tetap yvang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus
untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yvang berhubungan
erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,

teknologi, dan fungsi atau tjuan atau penggunaan ulama.

Kontraktor adalah suatu entitas yvang mengadakan kontrak untuk
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan
entitas lain sesual dengan spesifikasi vang ditetapkan dalam kontrak
konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum
pekenaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah vang diminta kontraktor kepada pember: kerja
scbagal penggantian biayva-biaya vang tidak termasuk dalam nilai
kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi
dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa

konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) vang belum dibayar
hingga pemenuhan kondisi yvang ditentukan dalam kontrak untuk
pembayaran jumlah tersebul.
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18, Termin (progress hilling) adalah jumlah vang ditagih untuk pekerjaan
vang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun
vang belum dibayar oleh pemberi kerja.,

19. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, Klasifikasi aset tetap adalah
sebagal berikuat :

Tanah

Peralatan dan Mesin;

o o

Gedung dan Bangunan;
Jalan, Irigasi dan Jaringan,;
Aset Tetap Lainnya;

-~ o 8 o

Konstruksi dalam Pengerjaan.

20. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud unmk dipakai dalam kegatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengadaan tanah pemerintah
vang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain
tidak disajikan sebapgai aset tetap tanah.

21. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

22, Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai.

23. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai,

24. Aset tetap lainnva mencakup aset tetap vang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

25. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yvang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesal seluruhnya.

26. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya
sesual dengan nilai tercatatnya,

e e ——
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27.

28,

29,

30.

31.

32,

33.

34,

Tidak termasuk dalam definisi asct tetap adalah aset yang dikuasai untuk
dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan material dan
perlengkapan serta aset yang dibangun/dibeli vang direncanakan akan
diserahkan ke masyarakat.

Aset tetap-renovasi, adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi
biaya renovasi/rehabilitasi/perbaikan atas aset tetap yang bukan milik
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan biaya partisi ruangan
kantor/gedung/bangunan yang memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap
yvang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,

Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan Jfatau
penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa
Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas, schingega untuk kegiatan ini
dianggarkan dalam obyek belanja modal.

Asct ekstrakomptabel adalah aset tetap yang memiliki nilai dibawah nilai
satuan mimimum kapitalisasi aset tetap dan dicatat di dalam buku
inventaris diluar pembukuan, tidak disajikan dalam Neraca namun

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ({CALK).

Aset intrakomptabel adalah aset tetap yang memiliki nilai diatas nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap, dicatat di dalam buku inventaris
dan disajikan dalam Neraca.

Rchabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan
tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat

digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan
yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas,

REestorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap

mempertahankan arsitckturnva.

PENGAKUAN ASET TETAP

35.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ckonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikout:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
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¢. Biaya perolchan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
dan

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta
kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada
saat realisasi belanja modal.

36. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lehih
dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung
maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat
tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas
dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan
menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika
manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi,
perolchan aset tidak dapat dialoui.

37. Tujuan utama dari perolehan aset letap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan  untuk  dijual  dan Jatau diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga.

J8. Pengakuan aset tetap akan andal bila aszet tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat pPenguasaannya
berpindah. Pekerjaan vang telah sclesai 100% dan diserahkan dengan
Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Profesional Hand Over (PHO) /dokumen
lainnya yang dipersamakan, walaupun sampai dengan tanggal laporan
keuangan belum dilakukan pembayaran, diakui sebagai aset tetap.

39. Saal pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan [atau penguasaan secara
hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukt kepemilikan kendaraan
bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum chdukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah vang masih harus diselesaikan

m
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proscs jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannyva di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.

40. Khusus pengakuan Asct Tetap Renovasi, biaya renovasi/rehabilitasi/
perbaikan atas aset tetap vang bukan milik entitas diakui sebagal berikut:

1) Apabila renovasi/rehabilitasi/perbaikan  aset tetap  tersebut
meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya
perubahan fungsi gedung dan gudang menjadi ruangan kerja dan
kapasitasnya bertambah, maka renovasi/ rehabilitasif perbaikan
tersebut  dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi dan
diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnyva. Apabila
renovasi/rehabilitasi/perbaikan aset tetap yang disewa/dipinjam
pakai tidak menambah manfaat ekonomis dan/atau menambah
kapasitas, maka diakui sebagai beban operasional,

2] Apabila manfaat ekonomis renovasi/rehabilitasi/ perbaikan tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun dan memenuhi butir 1 di atas, maka biaya
renovasi/rehabilitasi/perbaikan dikapitalisasi sebagai Aset Tetap
Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis
renovasi/rehahilitasi/ perbaikan kurang dari 1 (satu) tahun, maka
pengeluaran  tersebut diakui sebagai beban operasional tahun
berjalan.

3) Apabila jumlah nilai perolehan biaya renovasi/ rehabilitasi/ perbaikan
tersebut memenuhi batasan kapitalisasi, dan memenuhi syarat butir
1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Asct
Tetap Renovasi. Apabila tidak memenuhi batasan kapitalisasi, biaya
renovasgi/rehabilitasi/ perbaikan diakui schagai beban operasional.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Tresheld) Perolehan
Awal Aset Tetap.

41. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambshan nilai aset tetap dari  hasil

pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

#2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apaksh
perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

43. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap
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berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per

unitnya scbagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sebesar Rp 300,000 ke atas.

b. Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp30.000.000 ke atas,

€. Aset tetap lainnya seperti, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap
lainnya sebesar Rp 100.000,00. ke atas

44, Tanah tanpa memperhatikan nilai pengadaan seluruhnya dikapitalisas:
sebagai asel letap.

Pengukuran Aset Tetap

45. Asct tetap dinilal dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan,

46. Untuk tujuan pernvataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu
proses penilaian kembal (revaluasi) dan tetap konsisten dengan baya
perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada
penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat
perolehan awal,

47. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaks
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan
biavanya. Dalam keadaan suatu aset vang dikonstruksi/dibangun
sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh darn transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk
perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan
dalam proses konstruksi,

48. Biaya perolehan aset tetap vang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya

vang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

49. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca
awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca
awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya
perolehan atau harpa wajar bila biava perolehan tidak ada.

50. Aset Tetap dengan harga perolehan dibawah mlai batasan kapitalisasi
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tidak disajikan dalam Neraca, namun dicatat dalam Laporan Barang
Milik Daerah dan disajikan secara ckstrakomptabel dan diungkapkan
secara memadal pada Catatan atas Laporan Keuangan.

51. Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya sepanjang masih
dipergunakan dalam operasi normal entitas dicatat dalam Aset Tetap.

Komponen Biaya

52. Biaya perolchan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan sctiap biaya yang dapat
ciatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

53. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. biaya perencanaan,

b. biaya pengawasan;

c. biaya persiapan tempat;

d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar
muat (handling cost);

¢. biaya pemasangan (instalation cost);

[. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

g. biaya konstruksi.

4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya
perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
biaya wyang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampail tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah vang dibeli
tersebut  jika bangunan tua tersebut  dimaksudkan untuk

dimusnahkan.

55. Biaya perolchan peralatan dan mesin  menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampal siap pakai. Biaya ini antara lain meliput
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya wuntuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

56. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan scluruh biava
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
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pekai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

37. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi
sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perclehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biava lain yang dikeluarkan sampai  jalan,
jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

28. Biaya perolehan aset tetap lainnyva menggambarkan seluruh biaya

vang dikeluarkan untuk memperoleh aset terscbut sampal siap
pakai,

2Y9. Biaya administrasi dan umum lainnva bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya terscbut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biava perolehan aset tetap atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biayva administrasi
dan umum terscbut dapat diatribusikan pada perolehannya maka
merupakan bagian dari percolehan aset tetap.

60. Atribusi  biaya umum dan administrasi yang terkait langsung
pengadaan aset tetap konstruksi maupun non  konstruksi yang
sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara
proporsional dengan nilar aset.

61. Biaya perolehan suatu aset vang dibangun dengan cara swakelola

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

62. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

63. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya

harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan BSecara Gabungan

64. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
terscbut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset

yvang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

65. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,
pengakuan asct tetap bersangkutan dilakukan/dicatat coleh Entitas
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Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)
terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan
penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang
Milikk Daerah,

66. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan
pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Herjasama Fasos Fasum

67. Pengakuan asct tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak
ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum  (fasos/fasum),
pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acarag Serah
Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

68. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan
nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila
tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

69, Suatu gset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak Serupa atau aset lainnya. Biava dari
pPos macam itu diukur berdasarkan nilaj wajar aset yang diperoleh,
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat asel vang dilepas setelah
disesuaikan dengan  jumlah setiap kas atay setara kas vyang
ditransfer/diserahkan.

70. Buatu aset tetap dapat diperoleh melalui perfukaran atas suatu aset
yang serupa vang memiliki manfaar Yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian vang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset ¥ang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatal (carrying amount] atas aset yvang dilepas.

71. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairment] nilai atas aset vang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilai —
bukukan (written down) dan nilai setelah diturun -nilai-bukukan
(written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh
dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran
bangunan, mesin, peralatan  khusus, dan kapal terbang. Apabila
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terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai

nilali yang sama.

Aset Donasi

72, Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

73. Bumbangan aset tetap didefinisikan scbagai transfer tanpa persyaratan
Suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah
memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap
tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

74, Tidak termasuk aset donasi, apabila penyverahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah
daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset
tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai, Perolehan aset
tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan
pertukaran,

75. Apabila  perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan  aset
donasi, maka perolehan tersebut diakul  sebagai pendapatan
operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

76. Pengeluaran setclah  perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau vang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan  kapasitasfvolume, peningkatan efisiensi, peningkatan
mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja
vang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tctap
atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset
yang bersangkutan, dengan penambahan masa manfaat aset tetap
karena adanya perbaikan berupa renovasi dan Overhaul, dizajikan dalam
tabel berikut :

%
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Persentase
Eenovasi/Resto
rasi/ Overhaul

URAIAN JENIS dari Nilai

Perolehan
(Diluar

ALAT BESAR : i

| Alat Besar Darat Owverhaul =0% s.d 30%
=30% s.d 45%
>45% 5.d B5%

Penambaha

Manfaat
(Tahun)

Alat Besar Apung Overhaul =0% s.d 30%
=30% s.d 45%
»45% s.d 65%

Alat Bantu Overhaul >0% s.d 30%
=30% s.d 45%
>45% s.d 65%

| ALAT ANGKUTAN :
Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d 25%
| Bermotor

=25% s.d 50%
=50% s.d 75%
=73% s.d 100%

‘Alat Angkutan Darat Tak Overhaul >0% s.d 25%
Bermotor

*25% s8.d 50%
>50% 5.d 75%
=75% s.d 100%

Alat Anglutan Apung Overhaul >0% s.d 25%
| Bermotor

=25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d 100%

Alat Anghkutan Apung Tak Overhaul =0% 5.d 25%

Bermotor
>25% s.d 50%
=50% 5.d 75%
»75% sd 100%
Alat Angkutan Bermotor Orverhaual >0% s.d 25%
Udara
=25% s.d 50%
=50 =.d 75%

=7a% s.d 100%

Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Bengkel Bermesin Cverhaul >0% s.d 25%
=25% s.d 50%
>50% s.d 75%
=75% s.d 100%

Alat Bengkel Tak Bermesin | Renovasi | >0% s.d 25%
»25% s.d S0%
| =50% s.d T5%
[ >75% s.d 100% |

R I I e —————
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Alat Ukur Overhaul >0% s.d 25% 1
*25% 5.4 50% 2
=50% 5.4 T5% 2
>75% s.d 100% 3
Alat Pertanian o
Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d 208 1
*21% s.d 40% 2
=51% 5.d T5% 2
Alat KEantor dan Bumah
Tangga
Alat Kantor Owverhaul =% g.d 25%: 0
>25% s.d 50% 1
=50 s.d 75% 2
»75% s.d 100% 3
Alat Rumah Tangga Cwerhaul =0% s.d 25% 0
=>25% s.d 50% 1
=50% s.d 75% 2
>7a% s5.d 100% 3
Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar .
_Alat Studio Overhaul *0% s.d 25% 1
»25% 5.d 50% 1
>50% 8.d 75% 2
- »75% s.d 100% 3
Alat Komunikasi Cwerhaul =% s.d 25% 1
=25% s.d 50% 1
=50% s.d 75% 2
*>¥0% s5.d 1008 3
Peralatan Pemancar Overhaul =0% s.d 25% 2
225% g.d BO% 3
=500 5.d 75% | 4
>75% s.d 100% 5
Peralatan Komunikasi Overhaul >0% s.d 25% 2
Navigasi
=25% s.d 50% 5
>50% =.d 75% T
=F5% a.d 100% 0
Alat Kedokteran dan
Kesehatan o .
 Alat Kedokteran Cwverhaul >0% s.d 25% 0
>25% s.d 50% 1
=50% 5.d V5% 2
*T5% s.d 100% 3 l
Alat Kesehatan Umum Overhaul =6 5.d 25% 0
| #25% s.d 50% 1
>50% =.d 75% 2
| >75% s.d 100% 3
| Alat Laboratorium
Unit Alat Laboratorium Cwverhaul =0 s.d 25% 2
=250 5.4 50% 3

e e
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| >50% s.d 75% 4
>75% 5.d 100% 4
Unit Alat Laboratorium Overhaul | =0% s.d 25% 3
Kimia
Muklir >25% g.d 50% 5
=»50% s.d 75% T
>75% s.d 100% B
Alat Proteksi Overhaul >0% 5.d 25% 2
Radiasi / Proteksi
>25% s.d 0% 4
=50% s.d 75% 5
>75% s.d 100% 2
Radiation Application & Overhaul =0% s.d 25% 2
Non Destructive Testing
. Laboratory
=»25% g.d S50% 4
=50% s.d 75% 5
>*>To% s.d 1005 2
Alat Laboratorium Crverhaul 0% =.d 25% 1
Linglkungan Hidup
=25% s.d 50% 2
>50% 8.d 75% o
>75% s.d 100% 4
Peralatan Laboratorium Overhaul =0% s.d 25% a
Hidrodinamica
=25% s.d 50% 5
»50% 8.d 75% i
=>75% 5.d 1005 B
Alat Laboratorium Overhaul =% s.d 25% 2
Standarisasi Kalibrasi 6
Instrumentasi —
=25% s.d 50% 4
=50% s.d 75% o
| *T5%ed100% | S
Mm-Fmengman
Senjata Api Overhaul =0% s.d 25% L
>25% s8.d 50% 2
»a0% s.d T5% o3
>75% s.d 100% 4
Persenjataan Non Senjata Renovasi >0% 5.d 25% 0
Api
>25% g.d 50% 0
=50% s5.d 75% 1
= >75% s.d 100% !
Senjata Smar Overhaul 0% s.d 25% 0
=25% s.d 50% 0
=a0% s5.d 3% U
>75% s.d 100% 2
 Alat Khusus Kepolisisan Overhaul | >0% s.d 25% 1
=20% s.d S0% S
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=50% s.d 75% |
>75% s.d 1005 |

s

'Komputer Unit Overhaul >0% s.d 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
*75% s.d 100%

B3| bl | =

Peralatan Komputer Owverhaul =% 5.d 25%
»25% s.d 50%
=50% s.d T5%

=>Ta% s.d 100%

B k| = | =

_Alat Eksplorasi
Alat Eksplorasi Topografi Overhaul =0% s.d 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2

>75% s.d 1008 3

Alat Eksplorasi Geofisika Owverhaul =0% s.d 25% 2
>25% 5.d 50% 4
5
5

>50% a.d 75%
>75% s.d 100%

Alni:j’qqgéhnran
Alat Pengeboran Mesin COwerhaul =0% s.d 25% 2
»25% s.d 5000 4
>50% s.d 75% 6
=75% s.d 100% 7

Alat Pengeboran Non Mesin | Renovasi =0% s.d 25%

el

>75% =.d 100%

Alat Produksi Pengolahan
dan Pemurnian

Sumur Renovasi >0% s5.d 25%

>25% s.d 50% |
>50% s.d 75% |

=75% s.d 100%

B | i | i | Y

Produksi Renovasi >0% s.d 25%
=25% e.d 50%
=50% s.d 75%

b == =T

—. b o,

Penpgolahan dan Pemurnian | Owverhaul =0% a.d 25%
=25% s8.d S0%

>50% s.d 75%

*To% s.d 100%%

20 [=]|Lh| G

Alat Bantu Explorasi
Alat Bantu Explorasi Overhaul =0% s.d 25%
>25% s.d 30%
=50% 8.d 75%

| >75%s.d 100%
Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d 25%
»25% s.d 50%

=50% s.d 75% |

S —
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>75% s.d 100% 7 |
Alat Keselamatan Kerja
Alat Deteksi Overhaul 0% s.d 25% 1
»25% s.d 50% 2
»50% s.d 75% 2
>75% s.d 100% 3
|
Alat Pelindung Renovasi 0% 5.d 25% 4]
=25% s.d 50% 0
»50% s.d 75% 1
>75% s.d 100% 2
_Alat SAR Renovagi >0% s.d 25% 0
=25% 5.d 50% ]
=50% s.d 75% 1
>75% s.d 100% 2
Alat Kerja Penerbang Crverhaul >0% s.d 25% 2
=25% s.d 50% 3
>50% s.d V5% 4
_>75% s.d 100% &
 Alat Peraga
Alat Peraga Pelatihan dan Owverhaul >0% s.d 25%
| Percontohan
=25% a.d 50%
=000 5.d T3%

>75% s.d 100% |

Peralatan Proses/Produksi

--------

Peralatan Olahraga S
Peralatan Olahraga Renovasi >(% 5.0 25%
=>25% 5.d 50%
>50% s.d T5%
| *75% s.d 100%

e e
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2
4
5
5
Unit Peralatan Overhaul =0% s.d 25% 2
Proses/Produksi .
=25% s.d 50% 3
= =30% s.d T5% e
>75% s.d 100% 4
_Rambu-rambu
Rambu-rambu Lalu Lintas Crwerhaul =% s.d 25% 1
Diarat
>25% 8.d 50% 2
- =50% s.d T5% 3
>75% s.d 10008 4
Rambu-rambu Lalu Lintas | Overhaul | =0% s.d 25% 1
Udara
»25% g.d 50% 2. |
»50% s.d T5% 2
*¥5% s.d 100% 4 :
Rambu-rambu Lalu Lintas Owverhaul >(% s.d 25% 1
Laut
=25% a.d 5004 1
=50 s.d To% 2
2
1
1
2
2




Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Tempat Renovasi *0% s.d 25%: 5
Eerja
=25% s.d 50% 10
=50% s.d 75% 15
=75% 5.d 100% 50
Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d 30% 5
Tinggal
=30% s.d 45% 10
=45% g.d 65% 15
Monumen ) .
Candi / TuguPeringatan | Renovasi >0 s.d 30% 5
Prasasti
2 230% s.d 45% 10
=45% s.d 65% 15
. Bangunan Menara
' Bangunan Menara Renovasi =0% s.d 30% 5
| Perambuan
_— >30% s.d 45% 10
| >45% s.d 65% 15
Tugu Tittk Kontrol /
Prasasti
Tugu [ Tanda Batas Renovasi =0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jalan dan Jembatan L
Jalan Rencovasi >0% s.d 30% 2
>30% s.d 60%: 5
>60% s.d 100% 10
Jembatan Renovasi 0% s.d 30% 5
=30% s.d 45% 10
>45% 8.4 65% | 15
_Bangunan Air Il - - .
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d 5% 2
| =5% s.d 10% 5
=10% s.d 20% 10
Bangunan Pengairan Renovasi >0% s.d 5% 2
Pasang Surut
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengembangan Renovasi =0% s.d 5% 1
| Rawa dan Polder
>5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
Bangunan Pengaman Renovasi =0% s.d 5% 1
Sungai,/Pantai &
Penanggulangan
BencanaAlam o o
= 5% sd 10% 2
>10% s.d 20% 3

e ————————————
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Bangunan Pengembangan | Renovasi > s.d 5% 1
Sumber Air dan Tanah
| =5% s.d 10% 2
=10% s.d 20% 3
Bangunan Air Bersih /Air Renovasi >0% s.d 30% 5
Baku
>30% s.d 45% 10
=45% s.d 63% 15
 Banpunan Air Kotor Renovasi >0% s.d 30% 5
| =30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air Renovasi >0 s.d 30% 2
| Baku s
| >30% s.d 45% 7
=45% 5.d 65% 10
Instalasi Air Kotor Renovasi 0% s.d 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% 5.d 65% 10
Instalasi Pengolahan Renovasi =0% s.d 30% 1
Sampah -
>30% s.d 45% 3
*45% s.d 63% 5
Instalasi Penpolahan Bahan = Renovasi =0% s.d 30% 1
Bangunan o
=30 5.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Pembangkit Listrik | Renovasi | >0% s.d 30% 5
- =305 s.d 45% 10
>45% &.d 65% 15
Instalasi Gardu Listrik Renovasi | >0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
! *>45% 8.d 63% 15
 Instalasi Petahanan Renovasi =0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 3
=45% 5.d 63% 3
Instalasi Gas Henovasi >0% s.d 30% =)
>30% s5.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pengaman Renoveasi >0% s.d 30% 1
>30%% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi =0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 1]
>45% s.d 63% 3
 Jaringan
Jarngan Air Minum Overhaul (% s.d 30% 2
>30% s5.d 453%: 7
>45% a.d 65% 10

S ———
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Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d 30% 5 |
| =30% s.d 45% 10
=45% s.d 65% 15
Jaringan Telepon Overhaul =0% 8.d 30% | S
=30% s.d 45% 5
= =45% s5.d 653% 10 |
Jarnngan Gas Overhaul =0% s.d 30% | 2 |
>30% s.d 45% 7
»45% s.d 65% 10
Alat Musik Modern/Band | Owverhaul | =0% s.d 25% 1
>25% s.d 50% 1
=50% s.d 75% 2
>75% s5.d 100% s

ASET TETAP DALAM

 RENOVASI o
Peralatan dan Mesin dan Overhaul =0% s.d 100% 2
Renovasi
HG.EdUnE, dan Bangunan Renovasi =0% s.d 30% 5
dalam Renovasi BT
>30% s.d 45% 10
*45% 5.d 65% 15
| Jalan Irigasi dan Jaringan Renovasi 0% s.d 100% 5

 dalam Renovasi | /Overhaul

77. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau
memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,
atau peningkatan standar Kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/
penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal
ataun yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap
tersebutl agar berfungsi batk/normal, atau hanya untuk sekedar

memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

78. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran
setelah perolehan yvang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Pemelharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan,
irigasi, jaringan sebesar sama dengan atau lebih besar dari
Ep.30.000.000

b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar sama dengan atau lebih
besar dari Rp 500.000,00.
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Pengukuran  Berikutnya (Subsequent Measurement] Terhadap
Pengakuan Awal

79. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perclehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

BO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode gars lurus
(straight line method).

81. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diaku sebagai beban
penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
sebagal pengurang nilai aset tetap.

82. Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan umur
ckonomis mana vang lebih pendek antara masa manfaat aset tetap

renovasi dengan masa pinjam pakai/sewa.

#3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan /ternak, tanaman, buku perpustakaan,
barang bercorak kesenian/kebudayaan dan olahraga tidak dilakukan
penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada
saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

84. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-
masing kelompok aset tetap sebapaimana dalam lampiran Kebijakan
Akuntansi ini.

85. Perhitungan Penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan,

sedangkan pelaporannya disajikan secara semesteran,

86. Aset tetap berikut tidak disusutkan, vaitu tanah, konstruksi dalam
pengerjaan , buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman .

B7. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca
berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset ldle disusutkan
sebagaimana layaknya Aset Tetap.

88. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan
sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinvatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
vang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusannya; dan
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b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yvang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

89. Perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau menambah
kapasitas asct tetap yang bersangkutan. discbut pengeluaran modal
(Capifal Expenditure), Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang
dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset
vang bersangkutan, Pengeluaran Modal ditambahkan pada milai buku
aset tetap yvang bersangkutan. Nilai Buku aset ditambah dengan
pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama
sisa manfaat aset yang bersangkutan, [Tambahan dari buletin teknis
05 SAP Bab V huruf F untuk Belanja yang menambah masa

manfaat).

Penilaian Kembali Aset Tetap |Revaluation)

90. Pemlaian kembali atau revaluas: aset tetap  tidak diperkenankan
karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian
aset  berdasarkan hiaya perolehan atau  harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah wyang berlaku secara nasional.

91. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset
tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran
keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat aset tetap dibukukan dalam ckuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

92. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dicliminasi dari neraca
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya
dan dianggap tidak memiliki manfaat ckonomi/sosial signifikan di
masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah
dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

93. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis
aset tetap sebapai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

e
Takiiabas Aleateos Aot Totap Hal - 21



(carrying amaount);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
1) penambahan;
2) pelepasan;
3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.

¢. Informasi penyusutan, meliputi:
1) nilai penyusutan;
2) metode penyusutan yang digunakan:
3] masa manfaat atau tarf penyusutan vang digunakan;
4] nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode,

94. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;
¢. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

95. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal
bernikut harus diungkapkan:

Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

Tanggal efektil penilaian kembali;

Jika ada, nama penilai independen;

o L=

Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
pengganti; dan
e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

96. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan
secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama,

jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

97. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, vang pada tanggal pelaporan belum selesai
dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan
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belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu, Periode waktu perolehan
tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

98. Perolehan  aset  dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstrulksi

99. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah
aset yvang berhubungan erat atau saling terpantung satu sama lain
dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan
utama.

100. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

a. Kontrak untuk perolehan jasa vang berhubungan langsung dengan
perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

b. kontrak untuk perolechan atau konstruksi aset:

¢. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
pengawasan konstruksi aset vang meliputi manajemen konstruksi
dan value engineering,

d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi
lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Komnstruksi-

101. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah
untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,
adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu
komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi
secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara
bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi
atau kelompok kontrak konstruksi.

102.Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi
dari setiap aset diperlakukan scbagai suatu kontrak konstruksi vang
terpisah apabila semua svarat dibawah ini terpenubhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b, Setiap aset telah dinegosiasikan seccara terpisah dan kontraktor
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian
kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset
tersebut;

¢. Biaya masing-masing asct dapat diidentifikasikan.

e
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103. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi
aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah
sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam
kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagal suatu
kontrak konstruksi terpisah jika:

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset vang tercakup
dalam kontrak semula; atau

b, harga asct tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

104, Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
2. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa vang akan
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
G. aset terscbut masih dalam proses pengerjaan.

105.Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  biasanya merupakan saset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

106. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan
sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap
sesual dengan kelompok asetnya. Dokumen sumber untuk pengakuan
penyelesaian suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Berita Acara
Scrah Terima Pekerjaan (BAST).

Penghentian konstruksi dalam pengerjaan.

107.Dalam  beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan
pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,
ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa
penghentian sementara atau penghentian permanen, Apabila suatu KDP
dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP
tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ind
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan
pembangunannya sccara permanen, maka saldo KDP tersebut harus

h
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dikeluarkan dari Neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
108, Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

109. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
a, Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya
dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebur: dan
¢. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan schubungan
konstruksi yang bersangkutan.

110. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi

antara lain meliputi:

4. Biaya pckerja lapangan termasuk penyelia

b. Biaya bahan vang dipunakan dalam konstruksi

¢, Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke
tempat lokasi pekerjaan

d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana

e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan

perencana,

111.Biaya-biaya vang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
a. Asuransi;
b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;
¢. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi,

112.Nilai konstruksi yang dikerjakan ocleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi mehputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubung dengan pekerjaan vang telah diterima tetapi belum
dibayar pada tanpgal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihalt ketiga
sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.
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113.Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman vang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.

114.Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman vang digunakan untuk membiayai
konstruksi,

115.Jumlah biaya pinjaman wyang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jurnlah  biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang
bersangkutan.

116.Apabila pinjaman digunakan untuk membiavai beberapa jenis aset
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode
yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan
metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

117.Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya
pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi,

118. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan
yang penyelesalannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka
jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan

vang masih dalam proses pengerjaan,

119.Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan vang
pelaksanaan  konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun
selanjuinya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan
konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Honstruksi Dalam Pengerjaan

120.8uatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi
Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka wektu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak kenstruksi dan sumber pembiayaannya:

£

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

e

Uang muka kerja yang diberikan; dan

g

Retensi

e ———————————————————
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Kebijakan Akuntansi atas kasus-kasus tertentu pada aset tetap dapat

dijelaskan sebagai berikut

TANAH

Pengakuan Tanah

121. Repermilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan sccara
hukum sertifikat tanah.

122.Tanah yang belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

123.Tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan olch pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam CALK, bahwa tanah tersebut
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

124. Tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut
dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunysai
bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CALK.
Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah
tersebut cukup mengungkapkan tanah secara memadai dalam CALK.

1235, Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :

a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai
dalam CALK:

k. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah
yang sah, tanah tersebut dikuasal dan/atau digunakan oleh pihak
lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai
dalam CALK;

. Dalam hal bukt kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam
CALK;
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d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah, namun adanya sertiffikat ganda harus
diungkapkan secara memadai dalam CALK,

PengukuranTanah

126.Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya
pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biayva perolehan
tanah,

GEDUNG DAN BANGUNAN

127. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman
yvang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis
pagar dan taman masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

128, Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah vang diperoleh untuk
pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengalkuan
Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan
bangunan terscbut didirikan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

129 Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya
berjangka waktu lebih dari satu tahun, Perolehan dengan cara demikian
akan menimbulkan utang. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan
secara mengangsur diakul berdasarkan harga perolehan gedung dan
bangunan tersebut saat di terima sesuai perjanjian pengadaan secara
angsuran (nstalment sales) dan biaya bunga vang timbul di bebankan
pada beban bunga di tahun yang berjalan (berkenaan).

130. Untuk Gedung dan Bangunan yang memiliki pekerjaan jaringan dapat
dijelaskan sebagai berikut ;

a. Dicatat sebagai aset gedung dan bangunan sesuai nilai perolehan
dalam (kontrak) apabila jaringan yang dikerjakan melekat pada
gedung dan bangunan yang tidak dapat dipisahkan (gedung dan
bangunan siap digunakan) dan/atau nilai perolehan jaringan dibawah
nilai kapitalisasi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan

b. Nilai perolchan Asct Tetap Gedung Bangunan dan Aset Tetap Jalan
Irigasi Jarngan dicatat terpisah apabila nilai perolehan melebihi nilai
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Kapitalisasi aset Tetap Jalan Irigasi jaringan

131.Gedung Bangunan yang didalamnya terdapat aset tetap berupa
Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya apabila memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

a, Dncatat scbagal aset Gedung Bangunan sesual nilai perolehan dalam
(kontrak) apabila Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya
perolehannya melekat pada aset tetap gedung dan bangunan vang
tidak dapat dipisahkan (gedung dan bangunan siap digunakan)
dan/atau nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin serta aset
tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan

mesin serta aset tetap lainnya,

b. Nilai perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan, Aset Tetap Peralatan
dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dicatat terpisah apabila nilai
perolehan melebihi nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan Mesin dan
Aset Tetap Lainnya.

132. Gedung Bangunan yang didalamnya terdapat belanja barang dan jasa
dapat dijelaskan sebagai berikut :

Setiap belanja barang dan jasa yang melekat pada perolehan aset tetap
gedung dan bangunan (sesuai kontrak pekerjaan) akan dikapitalisasi ke
aset tetap Gedung dan Bangunan.,

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

133.Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak termasulk tanah yvang diperoleh
untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh
untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Aset Tetap
Tanah.

ASET TETAP LAINNYA

134, Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleks
perpustakaan / buku dan non buku, barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ternak, dan tanaman.

135, Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-
Renovasi, yaitu biaya renovasi/rehabilitasi/perbaikan atas aset tetap
vang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

T —
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136. Buku perpustakaan diaku sebagal aset jika buku yang dikoleksi
memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih
dari 12 {dua belas) bulan dan masih terus dimanfaatkan.

137.Hewan ternak vang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan
ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan memenuhi ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap.

138 Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap
lainnya. Ikan dan bibit hewan ternak vang dibeli diakui schagai asct tetap
lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan
hewan ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan
secara medis.

139.Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman
pelindung, dan tanaman hias yang memenuhi ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap dan memiliki daya tahan lebih dari 12
bulan.
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Lampiran Kebljgkan Akuntarsi Ased Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT
OE URALAN FASA MAMNFAAAT
1.3 ASET TETAP
1,3.2 Peralatan dan Masin
1.3.2.01 Alat-Mal Besar Darat
1,3.2.01.04 Tracor 0
1.3.2.00.02 Grader 3
1,3.2.01.0m Excavator 10
1.3.2.00.04 File Driver 10
1.3.2.01.05 Hatder 10
1.3.2.01,08 f=chal Egupment 10
1.3.2.01.67 Compacting Eguigment 110
1.3.2.01.08 Acoregate § Concrete Bquiprment 10
1.5 2. 01,09 Loader 10
1.2.2.01,10 Alat Pengangiat 10
1.3,2.00,11 Mesin Proses 10
.3, 2,08 Alat-Alat Besar Apung
t.3.2.02.01 Dreclger 10
L.3,2.02.02 Fioating Excavator 10
i.3.2.08.m3 Amphibi Dredger 10
1.3.2.02. ™44 Eapal Tarik 1d
1.3.2.02.06 s Prioees Agung
1.3.2.03 Alas-alat Banhu
1.3.2.089.00 Alat Penarik 10
1.3.2.03.02 Feader ¥
1.3.2.08.03 Comgressor g
1.3,.2.03.04 Blectiic Generating Set L
1.3.2.03%.05 Pompa 5
1.3.2.,0%. 08 Mesn Bor 5
1.3.2.0%, 07 Linit Pemeiharaan Lapangan 5
1.3.2.03.08 Alat Pengolahan &r Kobor 5
1.3.2.03.09 Pamiangkit L Air Panas/Stetem Ganerabor &
1.3.2.4 Alat Bnghuten Darat Bermobor
1.3,2.04.01 Kzndaraan Dinas Barmator Perorangan i
1,3.2.04._02 Kendaraan Bermator Perumpang 10
1.3.2.4.03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang B
1.3.2.04. 04 Eendaraan Bermotor Khisus B
1.3.2.04.05 Eendaraan Bermotor Bersda Dua 5
1.3.2.04.06 Kefdlarnan Bermotor Barada Tiga 5
1.3.2.08 Alat Angkutan Darat Tak Barmotar
1.3,2.05.01 Kendardan Tak Bermabor Anghutan Barang ]
1.,3.2.05.02 Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang B
1.3,2.05.03 Kenddaraan Tak Bermobor Khusis =
1.3.2.06 Alat Angkul Apung Bermoior
1.3.2.06.04 Alat Anghut Apung Bermotor Barang 7
1.3.2.06.02 Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 7
1.3.2.06.03 Alat Angkut Apung Bermolor Khusus T
1.3, 2.07 Alat Angkut dpung Tak Bermobor
1.3.2.07.01 Azt wngiut Apung Tak Bermator Uinbuk Barang 5
1.3,2.07.03 Aat Angiout Apung Tak Berrmofor Penumpang 5
1.3.2,07.04 Alat Angkit Apung Tak Bermotoe Khisis &
i.3.2.08 Alat Angiut Bermatar Udara
1.3.2.08.00 Kapal Terbang
1.3.2.09 Al Bengked Bermesin
1.3.2.09.04 Perkakas Konstruksl Logam Terpasang pada Pondasi 10
L.3.2.09.02 Perkalkas Konstruks Logam yvang Barpindah 10
1.3.2.08.03% Perkalozrs Benghked Lidrik T
1.3.2.00.04 Perkakas Benghel Service T
1.3.3.09.08 Perkakas Pergengkat Bermesin T




Larnpiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URALAN MASA MANFAAAT
1.3.2.09.06 Perkakes Bengked Kayw B
1,3.2,08.07 Perkzkas Bengked Khusus T
1.3.2,.08. 0 Peralatar Lag B
1.3.2.08.08 Perkakas Pabnk Es ]
1.352.18 Alat Bangkal Tak Bermesin
1.3.2.10.0 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 5
1.3.,2.10. 602 Perkakas Bengkel Listric 5
1.3.2.10,M Perkakas Bengkel Service o
1.3.2.10.04 Perkakes Pengarskat 5
1.3.2.106.05 Parkakas Standar {Standart Tool) [
1.3.2.10,06 Perkakas Khuss (Specal Tool) &
1.3.2.10.07 Parkakas Benghkel Kerja &
1.3.2.10.08 Peralatan Tukang-tukang Bes| 5
1.3.2.10.09 Peralylan Tukang Kayu G
1,3.2,10. 10 Peraiaten Tukang Kulit &
1.3.2.10.11 Perasiatan Ulodr, Gip B Feting 5
1.3, 2.11 Alat Ukur
1.3.2.1F1.m Alat Ukur universal 5
1.3.2.11.02 Alat Ukur/Test Inkelegensia H
1.3,2.11 .04 Alal Usur/Test Alat Kapribadian 5
1.3.2.11.04 Alat Liour [ Test Kinig Lair f
1.3,.2.11.05 Alat Calfbrasi 4]
1.%.2, 11.06 Dsciiosiops 3]
1.3.2.11.07 Urivessal Tester B
$.3.2.11.08 Nt Ukur/Pembanding £
1.3.2. 1180 Alat Ukur Lainniya &
1.3.2.1%.10 Alat Timbangan/Blors E
1,3.2.11.1 Anak Timbangan/ Biasa E
R I S e Takara Kering 5
1.3.2.11.13 Takaran Bahan Bangunan 7 HL 5
-3 2. 11,14 Takaran Labted/Getah Susu 5
1.3.2.11.1% itrs Takar Berbaga Capasitas B
1.3, 2.12 Alat Pergoiahan
1.3.2.13.01 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman T
1.3,2.12.0:2 Alat Paneny Pengolahan 7
1.,3.2.12.3 Alat- Alat Paternakan ¥
1.31.2.12.04 Al Penyimpanan Hasll Percobaan Pertanian ¥
1.3.2.12.08 Alat Laboratonium Pertanian 10
1.3.2.12.06 Ahlat Procesing [
.3 2. 1807 Alat Passa Panen 5
1.3.2.12.08 Alat Produks Perikanan 3]
1.3.2.13 Alat Pemeliharaan Tanamen/ dat Penyimpan
1.3.2.13.m Alat Pameibiaraan Tanaman 5
R P . B Blat Panen 5
1.3.2.13.03 Hat Penyimparan H
i.3.2.13. 04 Alat Labaratomim 7
1.3.,2,13.05 Alat Penangkap Tkan 3
1.3.2.14 Alat Kanior
1.3.2.14.m Masin Tik 3
1.3.2.14.02 Mesin Hitung/Jumiah |
1.3.2.14.03 Alat Reproduks: (Pengoands) 3
1-2.2.14. 4 Alat Penyimpenan Perisngiapan Kantor 3
1.3.2.14.05 Alat Kanior Lainrma 3
i.3.2.158 Alat Rumah Tangga
I.3.2.15,01 Meubelar &
1.,3.2.15. 02 Alat Penguiur Waktu 3
£.3.2,15.03 Mat Permbiorsih 1
1.3.2.15.04 Mt Pendingin 3
1.3.2.15.08 At Dapur 3




Larmgiran Kebijakan Akuntansi Aset Tedap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKEMING URATAN MASA MANFAAAT
1.3.2.15.06 Alat Rumah Tangga Lanmya [Hame Lse) 3
1.3.2.15.0F Alat Permadam Kebakarsn 5
i.3.2,16 Eomputar

1.3.2.16.m Kamputer Unit/Janngan &
1.3.2.18.02 Peralatan Komputer Mainframs T
1.3,2.16.03 TP 3
1.3.2.16. Perakatan Mini Kompuber 3
1.3.2.16.06 Persanal Kompules a
1.3.2.16, D% UPS/Siabilipar 3
1.3.2.16,07 Perlatan Jaringan 3
1.3.2.16.08 Peralatan Personal Kompuber 3
1.3.2.16.09 Server Kompuber 10
1.3.2.16.10 Enmpaitar Mabe Bk 5
L.3.2_16.11 Printer 2
L.3.2.16, 17 Ponibon Display z
1.3.2.16.13 SCanner 3
1.3.2.16, 14 Kelergkapan Komgputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, 2

Speaker )

) E e 0 I Mieja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1.3.2.17.01 Meja Kerja Pejabat 5
1.3.2.17.02 Mela Fapat Pajahat R
1.3.2.17.m3 Kur Kerja Pejabat &
1.3.2.17.04 kursl Kapat Pejabat 3
1.3.2.17.65 ¥ursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat g
1.3.2.17.06 Kursl Tamu o Ruangan Pejabat 5
1.3.2.0I7 .07 Lemsan dan Arsin Pejabal 5
1.3.2.18 Alat Snudio

1.3.2.18.0 Peralatan Shudio Vi T
1.3.2.18.02 Peralatan Studio Viden dan Fim T
L.3.2.18.03 Peralatan Studio Video dan Flm & T
L.3_2_18.04 Peralaban Cetak 5
L:3.2.18.05 Peralatan Campiting 5
1.3.2.18.08 Peralstan Permataan Uiur 5
1. 3.2.19 Alal Kirnunikas

1.3.2.19.m At Kinrundarsl Telephone 5
1.3.2.19. .2 st Kamunikas] Radio 558 K
1.3.2.19.m3 At Komunikasi Radio HF/FM g
1.3.2.19.04 Al Komamnikasi Radio WHF ]
1.3.2.19.05 Alat Komunikas Radio UHE ]
1.3.2.19.06 Bl Korniikas Sosal E
1.3.2.1%.07 Alat-alat Samdi 5
1.3.2.20 Peralatan Pemarcs

1.2.2.3%. M Peralatan Pemancar MF/MW 7
L.3.2.2 .02 Peralatan Pemancar HF/SW 7
Le3.2:.30.03 Peralatan Pernancar VHFFM ¥
1.3.2._30.04 Peralatan Pemancar LIHF s
1.3.2.30.05 Peralytan Pemancar SHFE T
L.3.2.30.06 Peralatan Arena MEMIW 7
1.3,2,.20.07 Peralatan Anteng HF/SW 7
1.3.2.20.08 Peraiaian Artenn VHFFEM 7
1.3.2.30.0% Peraatan Artena UHF 7
1.3,2.20 .10 Peralatan Arfena SHF/Parahols &
1.3, 8.20.11 Feralztan Translator VEF/VHE &
1.3.2.30.132 Peralztan Translator UHFUHF il
1.3 %8, 13 Peralatan Translatar VHEUHF 5
1.3.2.20, 14 Peralatan Translaior UHF/VHF 5
1.3.2.20.15 Peralatar Microvawe FPU 5
1.3.2.20 .16 Peralatan Microvawe Terestmial -]
B e Peralatan Microvawe TVRO 5




Lampran Kabqskan flourtans Asst Telag

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT
KODE REKENING LIRATAM MASA MANFAAAT
1.3.2.20.14 Peralatan Dummy Losd g
1.3.2.20.19 Swilcher AnGena 5
1.3.2. 4.0 Switcher/Menara Antena ¥
1.3.2. .21 Feeder 5
L.3.2.20.22 Hurritity Condrod 5
1.3.3.30.13 Program Input Equipment a3
I R S | Peraiatan Antena Penerima VHF 5
1.3.2.21 Mak Fedokteran
1.3.2.31. 0 AlalL Kedakieran Limwm 10
1.3.2.21,.112 Blat Kecokteran Gig 10
1.3.2.21.03 Alat Kechokteran Kehargh Berencana 10
1.3.2.2L. ™M Alat Kedokbaran Mata 10
1.3.,2.21.08 Bzt Kedokberan T.H.T 10
1.3.2.1.06 At fobgen 15
1.3.2. 1.0 et Farmasg 10
1.3,2,4 .08 Mt Kedokteran Badah 15
1.3.2.8 .06 Mt Kesshatan Kebidanan dan Peryaick Kandungan 158
1.3%.2.24 .10 Alat Kedobderan Bagian peryakit Dalam 15
1.3.2:41 .11 Mormaary 15
1.3.2.21.12 flat Eesetain Anak 15
1.9.2.M .13 Frliklinik Sat g 4]
1.3.2.1.14 Alag Kedokteran Porderita Cacat Tubih 15
A e e L At Kedokteran Meurokog (syaral) 15
E.3.2.21.16 Adat Kedokieran lantung 18
1.3.2.7.127 Alat Kedokberan Nusdir 18
1.3.2.21.18 flat Epdakieran Radolog 15
1.3,2.21.19 Alat Kecokteran Kulit dan Kelamin 15
1.3.2.21. % hlat Kecokberan Geawat Danrat 15
i.3.2.1.21 Alat Kedokteran Jwwa 16
G P, B Mt Kedokteran Hevan 15
1.3.2.11.33 Alat Kedakteran Bedah 15
1.3.8.3d Alat Kesehatan
. [ I 1 O Alat Wesehatan Perawatan 12
1.3,2.22.02 Mat Kesenatan Rehabilibasi Meds 15
1,3.2.2.03 Alat Kesshatan Matra Laut 12
L.3.2.228.04 Alat Kesehaten Matra Lidara 12
e B R S - Alat Kesehatan Kedokteran Kepolsian 15
1:3.2.22.08 hlat Kesehatan Clahraga 10
8 e e ¢ Uinit-Unit Lebaratasium
1.3.2.8.0 Alat Labaratoriam Kima Air 15
1.3.2.3.02 Alat Laboratsrium Microbialogi 20
1.3.2.723.03 Alat Laboratorium Hide Kimis 20
1.3.2.23. M Alat Laboratorum ModelHidrolica 20
1.3.2.33.06 At boratnnum Bustan\Gecogl 20
1,3.2.3.06 Aiat Laboratorsm Baharn Bangunan Konstrks 20
1.2.2.29.07 Alat Laboraborum Aspel Cat B Kimia 15
1.3.2.23.08 Blat Laboraborium Melanic Tarah dan Batuan 15
132,43 .09 Biat Laboratcrium Coook Tanam 10
1,3:2.8.10 flat Labaratorium Logam, Mesin, Listrik 10
L.3.2.03.11 Adat Labarstarum Logam, Mesin Lstrik A 10
1.3.2.8.12 #lat Laboratorium Urim 12
1.%.2.23.143 ilat Labhoratoriom Umem & 12
1.3.2.23.14 #lat Laboratorium Kedokteran 12
{.3.2.25.15 Al Laboratoriuim Microbeokogl 12
1.3.2.53.16 Alat Labaratomam Eima 12
1.3.2.23.17 Alat Lebaratoriom Microbialegl A 15
1.%3.2.21.18 Alat Laboratorium Patciogi 15
1.3.2.23.19 Alat Laborakorium [mmunciogl 15
1.3.2. 8.2 Mlak Laborstanium Hematologi 15
o325 dl Alat Labaratarim Flm 10




Lampiran Kebijatan Alurans Asel Telap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT
KODE REKENING URAIAM MASA MANFARAT

1.3.2.83.2 Alat Laboratorium Makanan 10
g B 1% B #lat Laboratorium Standarisss), Kalibrasi dan Tnstromentas 10
1.3.2.8, 2 Alat Labaratorium Farmas 12
1.3.2.13.25 #lat Laboratorium Fisika 12
1.3.2,.913.26 Alat Laboratorium Hidrodinamika i2
1.3.%. 83,87 Alat Laborabarium Elimatodog 12
1.3.2,.33,28 Alal Laboratarium Proses Pelehuran 12
1.3.3.33.29 Alst Labaratorium Pasi 12
1.3.2.3.30 Blat Laboratarium Prasss Pernbissten Cebaken 12
1.3.2.23.31 Azt Laboratarum Prases Pernbustan Pola i2
1.3.2.23_33 Bzt Labarsborium Metalography i2
1.3.2.23.33 Alat Labaratanuim Prases Pengelasan 12
1.3.2.23.% Alak Laboratorium Ui Prases Pengelasan 12
1.3:Z:23.39 Rlat Laboratonum Proses Pernbatan Logam 12
1.3.2.23.3% Alat Laboratoriiim Matrologis 12
1.3.2.3%. %7 Alat Laboratvnuim Proes Pelapsan Logam 12
1.3.2.83. 88 Alat Laborstoriem Proses Pengolahan Panas 12
1.3.2.23. 98 Alat Laboratorium Proses Teknologl Testl 12
1.3.2:.8 .48 Alat Laboratorivm Ui Tekstel 12
1.3.2.33.41 Alat Laboratorivm Proses Teknalogi Keramik 10
1.3.2.73,42 Alat Labgralorium Proses Teknologl Kulit Kanet 10
1.3.3.8,43 Alal Labaratorium Uji Kult, Kanst dan Mastik 10
1.3.2. 1,44 Alst Laboratorium Uji Keramik 10
1.3.2.33, 45 Miat Labaratorium Proses Toknologh Seluiosa 12
1.3.2.23, 46 At Labaratarium Pertanian 10
1.3,2.29 47 At Labowatarum Pertanian A 10
1.3,2.23. 4 Blaé Laboratorum Partanian B 10
1.3.2.23.40 Alat Laboratonium Elkironika dan Caya 10
1.3.2. 3.9 #lat Laboratonum Energl Surya 10
1.3.25323 .51 Alab Lahoralorivem Kormvers Batuoara dan Biomas 10
1.3.2.:93.53 Alat Laboratorium Doearagrafi 10
1.3.2.33.583 Alat Laborstoriun Lingkungan Perairan 12
1.3.2.23.54 Mat Laboratorium Binlogl Peralatan 12
L.%.2.23.55 Alat Leboratorium Baologl 12
1.3.2.23, 56 Alat Laboratorium Geofisiz 12
i.3.2.2%.57 Alat Laboratorium Tambang 32
1.3.2.73.56 Alat Laboratorium Proses Teknik Kimia 12
1.3.2.735 .50 Alat Laboratorium Proses Industn 12
13,290, 60 Alst Labaratorium Eesehatan Karja 12
L3, 2,5, 81 Labarabarium Esssipan 10
1.3.2.23.62 Labarabarium Hematolog & Urinaliss 10
1,3.2,2.83 Aiat Labaratorum Lammya 10
1.3.2.23.84 Lakeratarium Mematoloo B Urinaliss & 10
1.3.2.M Alat Perags/'Prakick Sexolah

1.3.2, 24,01 Bidang St ; Babesa Indonesia &
1.3.2.24 .02 Ridlang Sthudi ; Matematika L
1.3.2.24.03 fidang Studi ; IPA Dasar 5
1.3.2.24.104 Bidang Studi : IPA Lanjubsn 5
1.3.2.24.08 Bidang Studi @ IPA Mensngah 5
1.2.2.34.06 Bidang Shudi : IPA Mlas 5
1.3.2.24 .07 Bidaryy Shudi © IPS 5
13,2008 Bidanyg Skudi - Agama Islam b
[.3.2.M.09 Bidang Studh ; Ketrampian B
[.3.2.M.10 Bidang Studk © Kesenian B
[.3.2.24,11 Bidarg Shudk © Olah Paga 5
[,3.2,24,12 Bidang Studk : PMP g
[.3.2.04,1% AT Peraga/Praktek Sekolah Bidang Penddian/Eetramgilan Leir- g

lain

103 228 Linit Adal Laksseabarum Kimis Mukle

1.,3,2,.25.01 Anahtical nstrument: 15
3. 2,150 Instrument Prabe/Sensar 15




Larnpiran Kebijakan Akuntans) Aeet Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT
KODE REKENING URATIAN MASA MANFAAAT
I.3.2.5.03 General Laboratory Tool 15
i.3.2.5. 04 Enstrument PralsSensar & 15
1.3.2.5.05 Glasswang Plastic/Utensik: 15
1.3.2.55.06 Laboratory Safety Equipment 18
1.3.2, 2% Alat Laboratorium Fisika Nukdr | Elekbranike
1.3.2.26.01 Radiation Detactor 15
1.3.2.36.02 Modular Counting and Seentdic 15
1.3.2.26.00 Agsemiilyf Aocounting System 15
1.3.2,26.04 Reconder Display 10
1.3.2.36,05 SystenPower Supply 5
1.3.2.26 .08 M=asyring f Testing Device 5
1.3.2 26,07 Opto Blectronics )
1.3.2.26.08 Acoedator ]
1.3.2.2.08 Reactor Expermental Systeny 10
1.3.2.%7 Alat Proteksl Radias | Profteks Lingeungan
1.3.2.17.0 Alat Protelsi Radiasi | Proteksi LUngkungan Al Lo Fsika
Kesanatan 10
1.3.3.37.02 Alat Profeksi Radias | Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja 10
1.3.2. 2.0 Frofeks! Lingkungan 10
1.3.2.37. 4 Alat Proteksi Radias | Proteks! Lingkungan Meteorciogcal
Eguipmerit 10
1.3.2.37.08 Alak Proteks Radias | Probeke: Lingkungan Sumber Radiasi 12
1.3:2.28 Raciation Apicabon and Non Destructive Tegting Laboratary
[BATAM) 12
1.3.2.286. M Raciabon Applicatsan Equiprrssl 10
1.3.2.28.02 hion Destnuctive Test (WOT) Davice 1Q
1.3.2.28.03 Paralatan Umumn ecoteran S&linik Musir 12
1.2.2.48.04 Peralatan Hidrofogi 10
1:3.%.38 Alat Laboratonum Lingkungan Midup
1.3,2.9.0m Mat baboratonum Kusiitas Air dan Tanah 10
1.3,.2.29.02 &t Laboratorium Kusktas Udara 10
1.3 2.29.03 #lat Laboraterium Eebisingan dan Getaran 10
1.,3.2.29._04 Laboratoriun Lingkungan 10
1.3.2.29.05 Alat Laboratorium Lingkungan Hidug Perurjang 10
1.3.2._30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamiios
1.3.2.30. 0 Peralatan Laboratorium Hidrodinamiks Towng Carniage 10
i.3.2.30.02 Peralaban Laboratorium Hidrodingrniks Waee Genarator and
Absorber 10
1.3.2.30,03 Peralatan Laboratorum Hidrodinamika Data Agaguestion and
Analyzing System 10
1.3.2.%0. 04 Peralatan Laboratoium Hidradinamis Cavitation Tunrel 10
1.3,2.30.05 Peralatan Laboratorium Hidmdramie Overhead Cranes 10
1.3,2.30.06 Feralatan Laboratorium Hidrdinameka Peralatan umum 10
1.3.2.30,07 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship
‘Warkshop 7
1.3.2.30.04 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan © Propalier
Madel Wiorkshop 7
1.3.2.30.08 Peralalan Labaratonum Hidrodinagmika Pemesinan ; Mechanical
Winekahap 7
L.-3.2.30,10 Peralatan Laboratarum Hidrodinamika Pemesinan : Pregision
Mechanical Waorkshop 7
1.3.2.3.11 Pevalatan Laboratonum Hidrodinanmis Pemesnan Painting Shop T
1.3 .2.30.12 Peralatan Laboratosium Hidradinamica Pamesinan @ Ship Model
Freperation Shap 10
1.3,2.3.13 Peralatan Leborstorium Hidrodiramika Pemeting © Elactric
i 10
1.3.2.30.14 Peralatan Laboratorium Higrodinamika MOB 10
1.3,2.30.15 Peralatan Labaraborium Higredingrnika Phato and Flm Bguipment 10
| B et i Senjata Agi




Lampran Kebimkan Akwntans: Azat Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URALAM MASA MANFALAT
1.,3.2.31.m Serjata Genggam

1.3.2,31.02 Serjata Pinggang

1.3.2,91.m Serjata BabuySenjata Laras Ferjang
1.3.2.31.09 Serapan Hesin

1.3.2.31.08 Pebrtir

1.3.2.31.06 Arti Lapis Baja

1.3.2.31.00 Artiteri Madan (Ammed )

1-3.2.31 .08 Artileri Pertahanan Udara (Achaniad)
1.3.2.31.08 Peluru KendakRodal

1.3.2.31,10 Kavaleri

1_-3.2_31.11 Senjata Lain-laln

R S B v Parsenjataan lon Senjata Apl
1:3.2,.32.01 At Keamanan

1.3.2,.32.02 Mon Senjata A

1.3.2.13 Seniaia Sinar

1.3.2.33. Laser

1.3.2.34 At Keamanan dan Perindungan

1.3.2.3 . Alat Bantu Kemanan a2
1.3.2.34 02 Alat Perfindungan 5
L.3.2.34,03 Mt Banby Laly Lintas Darat dan e &
1, 3.235 Rambw-Rambu

1.3.2.35. 01 Ramibu Bersuar Laty Linlas Derat
1.3.2.35.m2 Ramin Tidak Bessyar

1.3.2.36 Rambu-Rambu Lalu Linkas Udara

Lowda 36000 Funway Threshold Light

1.3.2.3.02 wizual Approach Slape Indicator (VASTD)
1.3.2.3% .03 Appraach: Light

1.3.2,.3.04 Rustway Identification Light{Rells)
1.3.2,3 .05 Flood Light

1.3.3.0 Bargurian Gedung Tempat Kerja
1.3.3.m.01 Bangiinan Gedung Kantor

1.3.3.00.02 Bangunan Gudang

1.3.3, .03 Bangunan Gudang Untuk Bengiosl
1.3.3.01 .04 Bargunan Gadung Irstelasi
1.3.3.01.05% Bargunan Gedung Leboraborum
1.3.3.01.06 Bangunan Kesehaten

i.3.3.01.407 Banguran Cmanan umy Opeenatonium
1.3.3.01. .08 Bangunan Gedung Tempat Thadsh
L.3,.3.01.00 Banguran Gedung Tempal Pertemuin
1.3.3.00.10 Banguran Gedung Tempat Pendidikan
1.3.3 .11 Bangunan Gedung Ternpat Cish Raga
1:3.,3.401.12 Bangunan Gadung Pertokoan Koperas, Pasar
1.3.3.00.13 Bangunan Gedung Lintuk Pos Jaga
1.3.3.01.14 Bangunan Gedung GarasyPoal
1.3.3.01.15 Bargunen Gedung Pematongan Hewan
1.3.3.01.18 Bargunan Gadung Pabrik

1.3.3.01.17 Barxjunan Stasiin Bus

1.3.3.01.1B Bangunan Kandang Hewany Tamak

1.3 3.681.1% Bangunan Gedunyg Pepustakaan
1.3.3.01.20 Banguran Gedung Museum
i.3.3.0.21 Eangunin Gedung Terminal!PelabubanBandar
1.3,3.0.22 Barigunan Pergujian Kelakan
1.3.3.0.13 Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
1.3,3.01.29 Banguinan Furrgh Tahanan
1.3,3.00.2% Bargunan Gadung Kramatorum
1.3.3.01.25 Hargunan Pembakaran Bangka Hewan
1.3.3.01, 27 Bangunan Gedung Tempat Kera Lannys
1.3.2.0 Bengunan Gedung Tempat Tinggal




Lampiven Kebjakan Amntans Axet Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URALAN HASA MANFAAAT
1.3.3.02.08 Rumah Magara Gotongan 1 45
1.3.3.02._07 Rumah MNegara Golangan 11 40
1,3.3.02._03 Rumah MNegara Gobangan 101 40
1.3.3,02_04 Messsma/ Bungaios Tampal Pertirabatan 45
1.3.3.02.05 Asrama 45
1.3.3.02.06 Hotel 45
1.3.3.02,07 Hatal 45
1.3.3.02,08 Fat/Rumah Susun 45
1.3.3.03 Bangunan Menara

L-3.3._03.M Bargunan Menara Perambuan Pensrang Parts 40
L.3.3.03.02 Banguran Peramibut Penerangan Pantai Tidsk Bermenara 20
1.3.2,08,.403 Bangunan Menara Telekommurios 25
1.3.3. 4 Banguman Bersejarah

1,3.3,04.01 Istana Peringatan a5
1.3.3.04.02 Rumah Adat 20
1.3.3.04.03 Fumah Peningoatan Sejarah ™
1.3.3,04. 09 Makam Sejarat Th
1.3.3.04.05 Bangunan Temgat Thadah Barsajarah 1
1.3.3.405 Tugu Perirgatan

1.3.3.05:0 Tisgu Kemerdekaan a5
1.3.3.05.02 Tugi Permbangunan 15
1.3.3.05.03 Tugu Peringatan Lainmys 35
1.3.3.06 Caawl

1.3.3.06.01 Candi Hnghu TS
1:3.3.06.02 Candi Budha 75
1.3.3,06.03 Candi Laineya 75
1.3.3.47 Monumen/Bangunan Bersajarah

1.3.3.07.0 Bangunan Bersejarah Lainrya 75
1.3.3.07, 02 Bangunan Monumen &0
1.3.3.0d Tugu Titk Kontrol/Past

1.3.3.08. 01 Tsgu/Tarda Batas =
1.3.3.0@ Raménz-Rambng

1.3.3.08.Mm Ramba Bersuar Lalu Linkas Darat 4]
1.3.3.08.02 Famba Tidak Barsuar 5
1.3.3.10 Rembi-Rambi Lak Lirtas Udara

1.3,3,10. 01 Fursway Threshold Light 12
1.3.3.10,02 Visual Approach Slope Indicator [VAS) 12
1.3.3.10. 08 Appredsh Light 12
1.3.3.10.04 Fumnway Identfication Light Rells) 10
1.3.3.00,058 Sgnal a8
1.3.3.10.06 Flood Light 5
i.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.3.4.m Jaian 40
1.3.4.00.01 Jalen MegaraNasional 50
1.3.4.00.02 Jalen Propirsl O
1.3.49.01.03 Jalan Eabuipaten/Kota 40
1.3.4.001.04 Jalan Desa 30
1.3.4.01 .08 Jalan Khisus ED
1.2.2.01.06& Jalan Tal =0
L. _&._01.07 Jalan Karata &0
L-3.4. 01,08 Landasan Pacu Pesawat Tesbang 50
L.3.4.02 Jembatan

1.3.4.02.01 Jermbatan Negara/Massonal 45
1.3.4,02.02 Jermbatan Propins 45
1.3.4,02.03 lembatan Babupaben¥ota a5
1.3.49,02 .04 Jembeatan Desa a0
1.3.4,0F.058 Jembatan Khusus 35




Lampiran Kabiakan Akuntansl Azat Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT
1.3.9,02.06 Jembatzn Pada katan Tal 35
1,3.4,02.007 Jembatan Pada katan Kereta Api 41
1.3.9.02.08 Jembatan Pada Landrsn Pacu Pesawat Terbang 47
1.3.4.02.9 Jemtatan Penyaberangan 25
1.3.4.03 Bangunan Air ingasi
1.3.4.03.01 Bangunan ‘Waduk 50
1.3.4,03.02 Bangunan Pengambidan Triges 45
1.3.4.03.03 Bangunan Pembawa Trigast 45
1.3.4.03.m4 Banguingn Pembuang Ingas A5
1.3.4.03.06 Barygunan Bengaman Irigasi &0
1.3.4.03.06 Berwgunan Belergkap g 40
1.,3.4,04 Bargunan Air Pasang Surud
1.3.4,4.01 Banigunan 'Waduk 50
1.3.4,04. 02 Bangunan Pengambdan Pasang Sunst 410
1.3.4.4.03 Banpunan Fembawa Pasang Surt 4
1,34, 04,04 Eangunan Pembuang Pasang Surnat 40
3.4, 0. 05 Bangunan Pengaman Pasang Sunt 25
1.3.4.(4.06 Bangunan Pelengkap Pasang Surd 28
1.3.4.4.07 Bangunan Sawah Pasang Surut 25
1.3.4.05 Bangunan Air Rawa
1.3.4.05.01 Bangunsn Air Pengembarg Rawa dan Poder 0
1.3.4.05.02 Bangunan Pengermbalian Pasarg Rawa 30
1.3.4,05.03 Banigunan Permbéaws Pasang R 30
1.3.4,05.04 Bangunan Pembuang Pesang Rawa 30
1.3.4,05.05 Bangunan Pengamanan Pasarg Sunat 20
1.3.4.05.06 Bangunan Pelengkag Fasang Fawa a0
1.3.4,05.07 Bangunian Sawah Pengemmbangan Rawa 30
1.3.4.08 Bangunan Pengaman Sungal dan Penanggulangan Bencana Alam
1.3.4.06.01 Bangunan Waduk Penanggulangan Sungal a0
1.3.4,06.02 Bangunan Pengambilan Pengamansn Sungal 45
1.3.4.06.43 Bangunan Pernbuani Pengaman 40
1.3.4.06.04 Banguran Pembuang Pengaman Sungai 40
1.3.4.06. 405 Bangunan PEngaman Pengamanan Sundgal 40
1.3 .4 D605 Barsjuran Pelengiap Pengamansn Surdgai 40
1.3.4.07 Bangunan Pengembeangan Sumber Air disn Air Tanah
1.3.4,07,01 Hangunan Waduk Pengambangan Sumber Ar “€5
1.3.4,07,.08 Bargunan Pengamibilan Pengembargan Sumber & 45
1.3.4.07.03 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Ar Lo
1.3.4 07, 04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumbesr &ir L
1.3.4.07.05 Bargunan Pengamanan Pergembangan Sumber Air A5
1.3.4_07.06 Bangunan Peengkap Pengembangan Sumbes A 45
1.3.4_0B Bangunan Ajr BersihyBaku
1.3.4_0E,.DL Waduk Alr Bershy/air Baku &0
1.3 .4 _ 08,02 Hangunan Pengambilan & BersingBaku s 1)
1.3,4.08,03 Bargunan Pembawa Alr Barsh 50
1.3.4, 08, 04 Bangunan Pembuang Alr Bersifykir Baku 50
1.3.4,08.08 Bangunan Pelergkap Air Bersh/&ir Baku &0
1.3.4.008 Barsgurian i Kobor
1.3.49.09.01 Perngundn Pembawa Ar Kotor &0
1.3.49.08.02 Bangunan Waduk Air Kotor 50
1.3.9.08.03 Banounan Pembaiangan fir Kobor =0
1.3,4,09.04 Banguran Pergarnan Alr Kokor &0
1.3.4,08.05 Bangunan Felengkap Alr Kofor &0
1.3.4.10 Barigunan Air
1.3.4,10.01 Banguran Air Laut 50
1.3.4,10.02 Bangunan Air Tawar 30
1.3.9:1] Imstalas &ir Mirmm Air Bersi




Lampian Febiaken Akumlans) Ssal Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TABEL MASA MANFAAT

MASA MANFALAT

KODE REKENING URAIAN

1.3.4.11._01 Ar Muia Tanah Ty
i.3.04.11.02 Air Suimber [Mata A 4
1.3.4.11.03 Air Tansh Dalam 40
1.3.4.11.64 A Tansh Dangkal 30
1.3.4.11.05 Air Barsih/Alr Baky Lainrya =0
p e B | Instalasi Alr Kobor

[.3.4,12.01 Instalas A Kotor 35
l.3.4.12.02 Tnstalasi Air Busrgan Industn 35
1.3.4.12.03 Tnstaiasi Air Buargen Bertanian 30
1.3.4,13 Ir=talast Pengolahan Sarnpah Drganik dan Mon Organi

1.3.4,13.01 Instalasi Pengolanan Sampah Crganik 30
1.3.4,13.02 Instalasi Pengolahan Sampah Nan Organk 25
1.3.4.14 Irstalas Pengolahan Eahan Bangunan

1.3.4.14. 01 Instalas] Pergolahan Bahan Banguian 35
1.3.4.15 Instalas Pernbangkit Lestrik

1. 3.4.15,.01 Pembangkit Listrik Tooaga Air (PLTA) 40
1_3.4.15.02 Pembangkil Listrik Teraga Dessl (PLTD) 40
1.3.4.315.03 Pembangkit Listrie Teraga Mikr (Hidm) 30
1.3.4,15.04 Pemmangkit Listrik Tenaga Angin (FLTAN) 25
1.3.4.15.05 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTLY 40
1.3.4.15.06 Pembangkit Listrik Tenaga Nukls (PLT) 40
1.3.4.15.07 Prembiargkit Listrik Tenags Gas (PLTG) 40
1.3.4.15 .08 Pembangkit Listrik Tenags Panas Bumi (PLTF} 25
1.3.4,15.09 Pembangkit Listik Tenags Tenaga Surva (PLTS) 25
1,3.4.15.10 Pernbangkit Listrik Teraga Biogas (FLTE) 25
173415 .11 Pembangkll Letnk Tenaga Samudra/Gelombang Samudra

{PLTSm) 25

1,3.4.16 Instalas: Gardu Listrik

1.3.4,16.01 Instodasl Gardy Listrik Induk 30
1.3.4.16. 02 Instalasi Gandu Listrik Distribosi 25
1.3.4.16.00 Instzlasi Pusal Pengatur Listrik 25
1.3.4.17 Instaiasl Pertahanan

1.3.4.17, 0¢ Inskalasi Pertaharan 0§ Darat 45
1.3.4.18 [nstaiesl Gas

1.3.4.18.0 Irtalas Gardu Girs a5
1.3.4.18,402 Iretalas Maringan Pipa Gas 35
1.3,4.19 Instaizsi Pengaman

i,3.4.19.01 Instatasi Pengaman Penangkal Pebr 25
13,430 Jarmgan Alr Minum

1,3,4,20.01 Jaringan Pembawa S0
1.3.,4.20_ 02 Jaringan Indik Distribus A0
1.3.4.20.03 Jaringan Cabang Exstribusi 30
1.3.4.20. Jaringan Sambungan ke rumah a0
L.3.4.2 Jaringan Listrik

L.3._4.21.00 Jaringan Tranemisi 25
L.3.4.21.02 Jarnigan Distribus 25
1.3 .4, 22 Jaringan Tekepon

Lod . & 20,0 Jaringan Telepon DV atas Tansh 25
L34, 2 .02 Janrgan Telepon O bawah Tanah 25
1.3, 4, ¥ 03 Jaringan Telepon Didalam &ir 25
1L.3.4. 83 Jaringan Gas

1.3.4.23.01 Jarirgan Fipa Gas Trarnsmis 30
1.3.4.33.602 Jaringan Pipa Distribus 20
1.3.4,23.08 Janngan Fipa Dings 30
1.3.4,23.04 Jaringan B3M 30
| R - Asat Tetap Lainnya




Lampéran Kabgakan Akunlansi Asel Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

i URATAN MASA MANFAAAT
1.3.5,00 Buku

1.3.5.00.01 Bubou Irmu Pengetabuan Umuem 10
1.3.5, 012 Pk Fitsafat 15
1.3.5.08.03 Buku Keagamaan 15
1,3.5,00.04 Buku [imu Sosad 10
1.3.5.00.08 Buiday [imu Bahass 10
1.3.5.01._06 Buko Matematiba & Pengetahuan glam 10
1.3:5.01.07 Buku Iimu Pangetahian Prakds i
1.3.5.01,08 Buku Arsiteldur, Kesenian, Olah raga 10
i.3.5,00,.09 Buku Geograli, Biografi, Sajarah 10
1.3.5.02 Terbitan

1.3.5.02.0 Terbitan Berkala 5
1.3.5.02,02 Budkii Laporan B
1.3:5.03 Barang-Barang Perpustakaan

1.3.5.03.00 Peta T
1.3.5.03,02 Waskah (Manusinp) ]
1.3,5.03.03 Musik 3
1.3,5.,03.04 Karya Grafika (Graphic Material) T
1.3.5.03.05 Three imensional Artetacs and Reaita T
1.3.5.03.06 Bentuk Moo (Microformn)) 7
1.3.5.03.07 Pekaman Suara Sourd Recarding 10
1.3.5,03.08 Berias Komputer (Computer Files) ]
1.3.5.03.m Fim Bergerak dan Rekaman Video &
1.3.,5,03. 10 Tarscait

1.3.5.4 Barang Bercorak Kebdayaan

1.3.5.04.01 Pabatan 10
1.3.5.04.02 Lussan 15
1.3.5.04,03 Alat Kesenian 10
1.3.5.09.04 Alat Ciah Raga 5
1.3.5.04.05 Tanda Pernghargaan 15
1.3.5.04.06 Maket dan Feto Dokumen 10
1.3,.5.04.07 Benda-benda Bersefarah 40
1.3,.5,04,08 Barang Keragnan ]
1,3.5.08 Klal Olal Raga Lammya

1.3.5.05.01 A E
1.3.5.,05.00 Azt Olah Raga Alr &
1.3.5.05.09 Alak Dlah Raga Udara 5
1.3.5.05.04 Alat Olah Raga Lainrya g
1.3.5.06 Hesgan

i.2.5.06.00 Binatang Termak E
L.3.5.06, 02 Binatang Unggas 3
1.3,5.06,03 Binatary Melata 4
1.3.5.06.04 Binatamg Dean 3
1.3.5.06.05 Hewan Kebun Binatang 10
1.3.5 D&, 06 Heresan Pengaimanan 10
1.3.5.07 Tanaman

1.3.5.07.01 Tanaman Perkebunan 15
1.3.5.07.03 Tanamin Holikuitura 5
1.3.5.07.03 Tanaman Kehutanan 20
1.3.5.07.04 Tanaman Hies 3
1.3.5.07.05 Tanaman Ohat dan Eosmetiks 10
1.,3.5.08 Azt Teten Rengrvars

1.3.5.08.04 Aset Tetap Renovasl 5




KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk piutang dan penyisihan piutang, kualitas piutang scrta
informasi lainnya vang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan,

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi  definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

3. Kebijakan ini juga mengatur perlakuan akuntansi penyisihan piutang,
pemberhentian pengakuan atas suatu piutang vang akan disajikan dalam
Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan,

Ruang Lingkup

4. Kebijjakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum vang disusun dan disajikan dengan
basis akrual.

5. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

6. Piutang adalah jumlah uang vang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah vang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah,

7. Prutang Pendapatan adalah piutang vang timbul dari adanya tunggakan
pungutan pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah.

8. Piutang Pajak Daerah adalah piutang vang timbul atas pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan, yang belum
dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan,

9, Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul karena ada tagihan
retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
[SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

%
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10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah
piutang yang timbul karena adanya hak pemerintah daerah sesuai
keputusan RUPS dalam tahun anggaran vang belum disetor ke kas daerah
sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

11, Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang timbul karena adanya

hak pemerintah daerah dalam tahun anggaran belum disetor ke kas daerah
sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah piutang yang
timbul karena adanya hak pemerintah yang dialokasi sesuai Peraturan
Menteri Keuangan (PMEK) tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai
dengan berakhirnya periode laporan keuangan.

13. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya adalah piutang vang timbul karena
perjanjian/ketentuan perundang-undangan vang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai dengan
akhir periode laporan keuangan.

14. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah piutang yvang timbul
karena perjanjian/ketentuan perundang-undangan vang mengalokasi dana
untuk pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas dacrah sampai

dengan akhir periode laporan keuangan.

15. Fiutang Pendapatan Lainnya adalah piutang yang timbul karena
perjanjian/ketentuan perundang-undangan vang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum disetor ke kas daerah sampai dengan akhir
periode laporan keuangan,

16. Piutang Lainnya adalah piutang vang timbul karena adanya hak/kewajiban
pemerintah daerah sesuai perikatan/perjanjan tetapi belum disetor ke kas
daerah sampai dengan akhir periode laporan
keuangan. Piutang jenis ini terediri darj -

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.

b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

17. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah piutang yang
timbul sesuai perkiraan yang merupakan hak atau klaim pemerintah
daerah kepada pihak ketiga atas tagihan penjualan angsuran barang milik

ﬁh
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18.

19.

20.

21.

22,

daerah vang diberikan dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)
pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah

tanggal neraca).

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Bendahara adalah perkiraan yang merupakan hak atau klaim pemenntah
daerah kepada bendahara yvang Karena lalai atau perbuatan melawan
hukum mengakibatkan kerugian daerah dan diharapkan akan jatuh tempo
{akan ditagih) pada tahun depan (dalam jangks waktu kurang dar 12
bulan setelah tanggal neracal.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawail Negeri
Bukan Bendahara adalah perkiraan vang merupakan hak atau klaim
pemerintah daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat
langsung atau tidak langsung dari sustu perbuatan melanggar hukum
vang merugikan daerah dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)
pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah
tanggal neracaj,

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debiturnya

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar
(BAS).

B. PENGAKUAN

23.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul

klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada

entitas, yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen vang sah vang belum dilunasi ;

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum
dilunasi

Eifijdita Aluatites Dlatasy Hal - 3



24,

25,

26.

27,

28,

29,

30.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

dan piutang retribusi dialoui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi atau

dokumen lain yang dapat disetarakan dengan ketetapan pajalk/retribusi.

Peristiwa-peristiwa vang menimbulkan hak tagih, vaitu peristiwa yang

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa vang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di

neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Dava Alam diakui
berdasarkan alokasi wvang telah ditetapkan sesual dengan dokumen
penetapan yang sah menurut ketentuan yvang berlaku sebesar hak daerah
vang belum dibayarkan.

Piuatang Dana Alokasi Umum (DAU) diakul berdasarkan jumlah yang
ditetapkan sesuail dengan dokumen penetapan yvang sah menurut ketentuan
yvang berlaku vang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAEK) diakui berdasarkan dokumen
persyaratan pencairan DAK vang telah diverifikasi dan dinyvatakan lengkap
dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah

ditetapkan sebesar jumlah vang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apahila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyvaratan, apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menvalurkan seluruh
pembayarannya, sisa vang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutang bagi daerah penerima;

k. dalam hal pencairan dana diperlukan persyvaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya
oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yvang telah
ditetapkan sesuai dengan dokumen penctapan yang sah menurut ketentuan
vang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi
pajak yang menjadi bagian daerah vang belum dibayar).
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31. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi
pendapatan vang menjadi hak/bagian pemerintah daerah vang belum
diterima.

32. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka
kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya.

33. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan
bukti 8K Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara
damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SSKP2K SKTJM / Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti  kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan
setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN
34. Pengukuran piutang pendaparan yang berasal dari peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berjkut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atan

b. disgjikan sebesar nilaj vang belum dilunasi sampai dengan tanpggal
pelaporan dari setiap tagihan vang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau

c. disajikan sebesar nilaj yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

35. Piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam Surat ketetapan Pajak (SKB)

dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi, bukan nilai awal sebagaimana
tercantum dalam Surar Ketepan Pajak (SKP).

36. Pengukuran plutang yvang berasal dari perikatan, adalah sebagai berilkut:
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31. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi
pendapatan vang menjadi hak/bagian pemerintah daerah vang belum
diterima.

32. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka
kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya,

33. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan
bukti 8K Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara
damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM / Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti  Kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan
setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan,

C. PENGUKURAN
34. Pengukuran piutang pendapatan vang berasal dari peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berikut:

8. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar vang diterbitkan: atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau

c. disajikan sebesar nilai vang belum dilunasi sampal dengan tanggal
pelaporan dari sctiap tagihan vang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugE.

35.Piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP)
dikurangi dengan jumlah vang telah dilunasi, bukan nilaj awal sebagaimana
tercantum dalam Surat Ketepan Pajak (SKP).

36. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

%
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a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari
kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan
nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila
dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,
denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka
pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar] pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

¢. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang vang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa vang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
37. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berilout:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilal vang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer vang berlalou,

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal
terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan scbesar klaim yvang telah diverifikasi dan
disetujui oleh Pemerintah Pusat.

38. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR] berdasarkan pengakuan vang dikemukakan di atas, dilakukan
scbagal berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai vang jatuh tempo dalam tahun

berjalan dan yvang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
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b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai vang akan dilunasi di atas
12 [dua belas) bulan berikutnya.

39. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measuremeni) Terhadap Pengakuan
Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi yvang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

40. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off} dan penghapusbukuan fwrite
dotwny),

41. Piutang disajikan sebesar nilai bersih vang dapat direalisasikan (net
realizable value), vyaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan
penyisihan piutang,

PENILAIAN /KUALITAS PIUTANG

42. Penggolongan  kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang.

43. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar:
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
¢. Kualitas Piutang Diragukan:
d. Kualitas Piutang Macet.
44. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak vang terdiri dari:
a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self asessment); dan
b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Dacrah fofficial ASessment),

45. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan den gan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak kooperatif: dan/atau
3] Wajib Pajak likuid; dan/atau
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6) Waiib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kritenia:
1) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tabun,
dan/atau
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau
3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4] Wajib Pajak menyetujui schagian hasil pemeriksaan; dan/atau
5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
¢. Kualitas Diragukan, dengan knteria :
1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
dan/atau
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau
3] Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4] Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
5) Wajib Pajak mengalami kesulitan hikuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2} Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau
3) Wajib Pajak tidak ditemulcan; dan/atau
4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
46, Penggolongan kualitas piutang pajak vang pemungutannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah [official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 [satu) tahun; dan/atay
2) Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo;dan /atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wanb Pajak lilkuid; dan/atan
2] Wajb Pajak tidak mengajukan keberatan/banding,
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria;
1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau

e
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2] Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu] bulan terhitung sejak
tanggal Sural Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/fatau

3) Wajib Pajak kurang kooperatif: dan/atau

4) Wanb Pajak mengajukan keberatan /banding.

¢. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

2} Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau

Z)Apabila wajib pajak dalam jangka waktu | {satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia: dan/atau

9] Wajib Pajak mengalami musibah (foree majeure)

47. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karalteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar
1) Umur piutang O (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
4) Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas Kurang Lancar
(1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
(2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama.

c. Kualitas Diragukan
1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 {dua belas) bulan; dan/atay
2} Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.
d. Kualitas Macet

1} Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

M%
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2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah
diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
negara.

48. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka 1 [satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

¢. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanppal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
49, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% [nol koma lima perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10%% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau milai
barang sitaan (jika ada);

¢. Kualitas Diragukan sebesar 50% ([(lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangl dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurang dengan nilal agunan atau nilai barang sitaan
(iika ada).

50, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar sctelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan [(jika adaj;

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan
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d. Kualitas Macet 100% [seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
ljika ada).

51. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain
Retrnibusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,50 % dari Piutang dengan kualitas lancar;

b 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurang
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada),

32. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan.

23, Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak
perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalLK,
namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan
terhadap nilai penyisithan piutang tidak tertagih scbesar selisih antara
angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal
Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnva akibat
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan
piutang tidak tertagith sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

22. Terhadap penerimaan kembali piutang vang dilakukan penyisihan pada
tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap
penerimaan kembali piutang vang dilakukan penyisihan pada tahun
sebelumnya, penerimaan kas diakw sebagail surplus non operasional pada

Laporan Operasional,

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

26. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan
bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud, Secara
umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai
(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut

selesai/lunas.

e ———
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57. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara, penghapustagihan (write-off] dan penghapusbukuan {write down).

58. Penghapusbukuan  piutang adalah  kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi vang berlaku agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

59, Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan
penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan
dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel,

60. Penghapusbukuan piutang merupakan konsckuensi penghapustagihan
piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau
keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang.
Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yvang sah untuk
bukti akuntansi penghapusbukuan,

61. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada
kerugian penghapusbukuan,

1} Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Memberi gambaran ckuitas lebih obyektif, tentang penurunan
ekuitas.

3] Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal
vang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b.Perlu  kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu,
sebelum  difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan,

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi vang
berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write
offl. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan
reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk
dihapusbukukan atus usulan berjenjang wang bertugas melakukan
analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

62. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,
prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang
defensif bagi pemerintal secara hukum dan ekonomil.
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63. Penghapustagiban  piulang  dilaksanakan sesual dengan peraturan
perundang undangan vang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal
maka penagihannva harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan
tetap mencatat piutangnva di neraca dengan diberi catatan bahwa
penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan
melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan

dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

4. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor |1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Ep 5
milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati
dengan persetuyuan DPRD.

65, Kriteria Penghapustaghan Piutang sebapian atau seluruhnya adalah
sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang
kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang
lebih dalam, Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan scbagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas

menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan scbagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya
penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok
kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

e. Penghapustagihan sctelah semua ancangan dan cara lain gagal atau
tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham/ckuitas,/ penvertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesual hubum perdata umumnya, hukum kepailitan,
hukum industri {misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan],
hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking
kebijakan/peraturan write off di negara lain.

g. Penghapustagihan sccara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,
apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

e ————————
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F.

66,

67.

69,

Penghapusbukuan (tertedown maupun weite off] masuk esktrakemptabel
dengan beberapa scbab misalnya kesalahan administrasi, kondisi
misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan
misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircuf memungkinkan
dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

PENGUNGEAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Informas: dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi vang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang,

b, rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnva;

c. penjelasan atas penyelesaian piutang,

d. jaminan atau sita janunan jika ada,

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugl juga harus diungkapkan

piutang yvang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai

maupun pengadilan,

. Penghapusbukuan piutang haras dmungkapkan secara cukup dalam

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu
diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor
dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan dan penjelasan lainnya vang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanva piutang yvang telah dihapus buku, ternyata di
kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannva maka penerimaan
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode vang bersangkutan
dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui

akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
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HKEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan altuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan
dalam laporan keuangan,

Ruang Lingkup

Kebyakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Femerintah Kabupaten Balaang Mongondow, yvang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
vang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
dacrah, dan barang-barang vang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12
(dua belas) bulan dari 1anggal pelaporan.

Persediaan merupakan aset berwujud

a) Barang atau perlengkapan (supplies) vang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b) Barang atau perlengkapan (supplies) yvang digunakan dalam proses
produksi;

¢} Barang dalam proses produksi yvang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masvarakat;

d] Barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah daerah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan vang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misalnva barang pakai habis seperti alat tulis kantor,
obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,
dan barang bekas pakai lainnva seperti komponen bekas,

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang (kadaluwarsa), atau karena
suatu sebab tidak dapat dimanfaatkan/digunakan dikeluarkan dari neraca
serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
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7. Persediaan antara lain terdirt dari :
a. Persediaan bahan habis pakai;
b. Persediaan bahan material;
c. Persediaan kelengkapan kerja, dan sejenisnya;
d. Persediaan barang vang akan dijual;
e. Persediaan barang vang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
8. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun
Standar.

B. PENGAKUAN

9. Persediaan diakui pada saat :
a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan
mempunyai nilai atau biaya vang dapat diukur dengan andal;
b. diterima  atau Thak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

10. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Persediaan (Stock Opname).

11, Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yvang belum terpakai dan berada
dalam penguasaan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu atau
masih berada di gudang/tempat penvimpanan persediaan serta instalasi
farmasi dan apotik untuk persediaan obat dan bahan medis habis pakai.

12. Tidak termasuk sebagai gudang/tempat penyvimpanan persediaan antara
lain :
a. Ruang kerja pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Pustu, Pusling, Polindes pada Puskesmas:
¢. Ruang Tindakan, Ruang Rawat Inap, Poliklinik pada RSUD dan
Puskesmas;
d. Loket-loket pelayanan pada SKPD vang melalkukan pelayanan publik.

13. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan pendekatan
beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian

barang persediaan pada tahun berjalan akan langsung dicatat sebagai
beban persediaan.

14. Jika terjadi selisih antara  catatan persediaan menurut

Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi
e ——————
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akuntansi dengan hasil siock opname disebabkan karena persediaan
hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yvang akan digunakan
adalah hasil stock opriame barang pada akhir periode.

C. PENGUKURAN

15. Metode pencatatan  persediaan dilakukan  secara  periodik, maka
pengukuran perscdiaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga
perolehan terakhir,

16. Metode pencatatan persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow dilakukan secara periodik.

17. Persediaan disajikan scbesal

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga  pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yvang secara langsung dapat dibebankan
pada perolchan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangl blava perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
Harga pokok produksi persedigan meliputi biayva langsung vang terkait
dengan persediaan yvang diproduksi dan biava tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila dipecroleh dengan cara lainnyva seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak veng memahami dan berkeinginan melakukan

transaksi wajar (ar length transaction).

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGHAPAN
18. Persediaan disajikan scbagai bagian dari Aset Lancar.

19, Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Kebijakan Akuntansi vang digunakan dalam pengukuran persediaan.

b. Persediaan seperti barane stau perlengkapan yang digunakan dalam
pelayvanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam proses prodoksi, barang vang disimpan untuk dijual atau
digerahkan kepads masviialkat, dan barang vang masih dalam proses
produksi vang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyvarakat; dan

e ——— e ———————
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¢. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang
termasuk karcis-karcis yang rusak, obat-obatan/bahan kimia yang
kadaluarsa, blangko-blanzko kosong dan usang, serta blangko yang

tidak sesuai dengan peraturan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A, UMUM
Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk piutang dan penyisihan piutang, kualitas piutang serta
informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannva.

3. Kebijakan ini juga mengatur perlakuan akuntansi penyisihan piutang,
pemberhentian pengakuan atas suatu piutang yang akan disajikan dalam
Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Ruang Lingkup
4. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penvajian seluruh piutang dalam

laporan keuangan untuk rujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akrual.

9. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow tidak termasuk perusahaan daerah.
Definisi

6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah,

7. Piutang Pendapatan adalah piutang yang timbul dari adanya tunggakan
pungutan pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah.

8, Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan, vang belum
dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

9. Piutang Retribusi Dacrah adalah piutang yvang timbul karena ada tagihan
retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi Iﬂampai dengan akhir
periode laporan keuangan,

%
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10, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan adalah
piutang yang timbul karena adanya hak pemerintah daerah sesuai
keputusan RUPS dalam tahun anggaran vang belum disetor ke kas daerah
sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang timbul karena adanya
hak pemerintah daerah dalam tahun anggaran belum disetor ke kas daerah

sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah piutang vang
timbul karena adanya hak pemerintah yang dialokasi sesuai Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai
dengan berakhirnya periode laporan keuangan.

13. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya adalah piutang vang timbul karena
perjanjian /ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana untuk
pemerintah dacrah tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai dengan
akhir periode laporan keuangan.

14, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah piutang vang tirnbul
karena perjanjian/ketentuan perundang-undangan vang mengalokasi dana
untuk pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas dacrah sampai
dengan akhir periode laporan keuangan.

15. Putang Pendapatan Lainnya adalah piutang yang tmbul karena
perjanjian/ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum disetor ke kas daerah sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

16. Piutang Lainnya adalah piutang yang timbul karena adanya hak/kewajiban
pemerintah dacrah sesuai perikatan/perjanjan tetapi belum disetor ke kas
daerah sampai dengan akhir periode laporan

keuangan. Piutang jenis ini terdiri dari -

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.

b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya,

¢. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.,

17. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah piutang yang
timbul sesuai perkiraan vang merupakan hak atau klaim pemerintah

dacrah kepada pihak ketiga atas tagihan penjualan angsuran barang milik

%
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18.

19,

20,

21.

24,

daerah yang diberikan dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)
pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah
tanggal neraca).

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Bendahara adalah perkiraan yang merupakan hak atau klaim pemerintah
daerah kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan
hukum mengakibatkan kerugian daerah dan diharapkan akan jatuh tempo
(akan ditagih) pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12
bulan setelah tanggal neraca).

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara adalah perkiraan vang merupakan hak atau klaim
pemerintah daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat
langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
yang merugikan daerah dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)
pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah
tanggal neracay).

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yvang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debiturnya

Klasifikasi piutang sccara terinei diuraikan dalam Bagan Akun Standar
(BAS).

B. PENGAKUAN

23.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbuil

klaim/hak untuk menagih uang atau manfaast ekonomi lainnya kepada

entitas, yaitu pada saat !

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah vang belum dilunasi ;

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum
dilunasi

Rindan Abaatavs Pty Hal - 3



24,

25.

26,

27.

28,

29,

30.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Dacrah
dan piutang retribusi diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi atau
dokumen lain vang dapat disetarakan dengan ketetapan pajak/retribusi.
Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian
fasilitas/jasa yang diakui sebagail piutang dan dicatat scbagai aset di
neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas; dan

b. jumlah piatang dapat dmkour;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH]} Pajak dan Sumber Daya Alam diakui
berdasarkan alokasi vang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen
penetapan yang sah menurut ketentuan yvang berlaku sebesar hak daerah
yvang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU} diakui berdasarkan jumlah yang
ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurat ketentuan
vang berlaku vang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen
persyaratan pencairan DAK vang telah diverifikasi dan dinyvatakan lengkap
dan sah oleh Pemeriniah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah

ditetapkan sebesar jumlah vang belum ditransfer berdasarkan ketentuan,

Piutang transfer lainnva diakui apabila:

a.dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya, sisa vang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannva
oleh Pemerintah Pusar,

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah
ditetapkan sesual dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan
yang berlaku sebesar hak daerah vang belum dibayarkan. (hasil realisasi
pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibavar).
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31.Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi
pendapatan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah yang belum

diterima.

32. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka
kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya.

33. Peristiwa vang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan
bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM / Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penvelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara
damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan
sctelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan,

C. PENGUKURAN
34, Pengukuran piutang pendapatan vang berasal dar peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berikut:

a. disgjikan scbesar nilai vang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari sctiap tagihan vang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan vang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) vang mengajukan banding;
atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

35. Piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP)
dikurangi dengan jumlah yvang telah dilunasi, bukan nilai awal sebagaimana
tercantum dalam Surat Ketepan Pajak [SKP).

J6. Pengukuran piutang vang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
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a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari
kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan
nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila
dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,
denda, commitment fee dan/atau biava-biaya pinjaman lainnya, maka
pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/atau biayva lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

¢. Kemitraan
Piutang vang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian (asilitas/jasa
Piutang vang timbul diakwi berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

37. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan vang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal
terdapat kelurangan transfer DAL dari Pemerintah Pusat ke Pemenntah
Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan
diserujui oleh Pemerintah Pusat.

38. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rug
(TP/TGR) berdasarkan pengakuan vang dikemukakan di atas, dilakukan
sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun
berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas} bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
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b. Disgjikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas
12 [dua belas) bulan berikutnya.

39. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan
Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penvisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi vang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan,

40. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan fuwrite

down).

41. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yvang dapat direalisasikan (net
realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan

penyisihan piutang.
PENILAIAN /KUALITAS PIUTANG

42, Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan hesaran tarif penyisihan piutang.

43. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagal berikut;

a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;
d. Kualitas Piutang Macet.
44. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri dari:
a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak {self asessment); dan
b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (official asessment).

435. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (self assessment] dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan Kriteria;
1) Umur piatang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2] Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo: dan/atau
3] Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
4] Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
5) Wayjib Pajak likuid; dan/atau

e ———————————————————
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B) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan,/banding,
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 {dua) tahun;
dan/atau
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 {satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau
3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak menyetujui scbagian hasil pemeriksaan; dan/atau
5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
dan/atau
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 [satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau
3) Wajib Pajak tidak kooperatf dalam pemeriksaan; dan/atau
4] Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (sat) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/fatau
3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
46. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah (official assessment] dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, dengan Kriteria;
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo;dan/atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wanb Pajak likuid; dan/atau
3) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
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2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/fatau

3) Wajib Pajak kurang kooperatif, dan/atau

4] Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

¢. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 2 [dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

2} Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 {satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur prutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2] Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 {satu] bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

4} Wajib Pajak banghkrit/ meninggal duma; dan/atau

9) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

47. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar
1} Umur piutang O (nol) sampai dengan 1{satu) bulan; dan/atau
2) Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo vang ditetapkan.
b. Kualitas Kurang Lancar
(1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
(2] Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama.

c. Kualitas Diragukan
1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.
d. Kualitas Macet
1} Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
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2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah
diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
negara.

48. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yvang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 [(duabelas] bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
49. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% [nol koma lima perseratus):

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(iika ada).

50. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

scbesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada):

¢. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan
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d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

51, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain

Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,50 % dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurang
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50 % dari Plutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan ({jika ada).

52. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan.

53. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

54. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak
perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalLK,
namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara
angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal,
Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan
piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka wvang scharusnva
disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

93, Terhadap penerimaan kembali piutang vang dilakukan penyisihan pada
tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap
penerimaan kembali piutang vang dilakukan penyisihan pada tahun
sebelumnya, penerimaan kas diakui sebagai surplus non operasional pada
Laporan Operasional.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

26. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan
bentuk yang ditempuh dalam penvelesaian piutang dimaksud. Secara
umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai
(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu schingga tagihan tersebut
selesai/lunas.

__*h
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a7.

a9.

60,

Bl.

62,

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara, penghapustagihan (write-off] dan penghapusbukuan [wnte down).

.Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern MAN&AJEMEn,

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai
plutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan
penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan
dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan
piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau
keputusan pejabat vang berwenang untuk menghapustagih piutang,
Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk
bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada

kerugian penghapusbukuan,

1) Memberi gambaran obyektil tentang kemampuan keuangan entitas

akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektf, tentang penurunan
ckuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal

vang tak mungkin tercalisasi tagihannya.

b. Perlu kajian vang mendalam tentang dampak hukum dan
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daecrah, apabila perlu,
scbelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan,

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggl yang
berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku [wrte
offl. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan
reaktif (tidak berinmisiatif], berdasar suarmu sistern nominasi untuk
dihapusbukukan atas usulan berjenjang vang bertugas melakukan

analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut,

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,
prosedur dan kebijakan vang menghasilkan keputusan hapus tagih yang

defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
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63. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

64.

65.

perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya
penagihan vang dilakukan oleh satuan kerja vang berpiutang sendiri gagal
maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan
tetap mencatat piutangnva di neraca dengan diberi catatan bahwa
penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan
melalui KPENL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan
dan KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5
milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati
dengan persetujuan DPRD,

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah
sebagal berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang
kepada negara, untuk menoclong pihak berutang dari keterpurukan vang
lebih dalam. Misalnya kredit UKM vang tidak mampu mermbayar.

b. Penghapustiagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas
menghadapi tugas masa depan.

¢. Penghapustagihan sebagal sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyvehatan utang, misalnya
penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok
kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau
tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham/ekuitas/penyertaan, dijual {anjak piutang), jaminan dilelang,

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan,
hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),
hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking
kebijakan/peraturan write off di negara lain.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,
apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
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F.

6.

67.

B68.

69,

Penghapusbukuan (writedown maupun write off] masuk esktrakomptabel
dengan beberapa scbab misalnva kesalahan administrasi, kondisi
misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan
misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haireut memungkinkan
dicatat kembali menjadi rekening aktf intrakomtabel.

PENGUNGEAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan sccara cukup dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi vang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

c. penjelasan atas penyelesalan piutang;

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi juga harus diungkapkan

piutang yang masih dalam proses penvelesalan, baik melalui cara damai

maupun pengadilan,

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor

dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan

penghapusbukuan dan penjelasan lainnva yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di

kemudian hari diterima pembayvaran/pelunasannya maka penerimaan

tersebut dicatat sebagai penenmaan kas pada periode yang bersanghkutan

dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui

akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang diangeap perlu
disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi
baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yveng disusun dan disajikan

dengan basis akrual.

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow baik investasi jangka
pendek  maupun  investasi jangka panjang vang meliputi  saat
pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi,

serta pengungkapannya pada laporan keuangan.
Definisi

3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,
schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah
daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum
digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang, Investasi jangka pendek merupakan kelompok
aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok
aset non lancar.

6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

Falidadan riflan Taevalas Hal-1



a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai
dengan 12 bulan.

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah
dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan
kas.

c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan
sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu
kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas,

7.Investasi jangka panjang adalah investasi vang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang

menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua vaitu;
a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan wuntuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau suatu wakiu akan dijual atau ditarik kembali,

Investasi Jangka Panjang Non Permanen dapat berupa:

1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang wvang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo
oleh pemerintah daersh,

2] Penanaman modal dalam provek pembangunan yvang dapat
dialinkan kepada pihak ketiga,

3| Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara
bergulir kepada kelompok masyarakart,

4) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara
permanen seperti penyertaan modal untuk
penyehatan/ penyelamatan perekonomian,

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau
tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Permanen dapat berupa:
1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah,
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2} Investasi permanen lainnya vang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelavanan kepada masvarakat.

8. Metode Biava (Cost Method) adalah suatu metode akuntansi vang
mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

9. Metode Ekuitas (Equity Method) adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilal investasi awal berdasarkan harga perolehan, Nilai
investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian
investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima

investasi (investee) vang terjadi sesudah perolehan awal investasi,
10, Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar,
B. PENGAKUAN

11. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah
dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat
diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

8. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi
dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat
kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu  mengkaiji tingkat
kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau
Jjasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti vang tersedia
pada saat pengakuan vang pertama kali.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (refiable), didasarkan pada bukti transaksi yang
menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi
tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan
estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

12. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai [cash
dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

13. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan
maodal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode
biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila
menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang
diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagal pendapatan hasil

investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen

%
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dalam bentuk saham vang diterima tidak akan menambah mla

investasi pemerintah daerah,

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

14, Secara umum untuk investasi yvang memiliki pasar akufl yang dapat
membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi vang tidak
memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nila
tercatat atau nilai wajar lainnva.

15. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan
sebagai beriloat:

a. Pengukuran investasi jangka pendek
1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi
jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi
investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan

biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut,

b} Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi
jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar
mnvestasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga
pasarnyva. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi
jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2] Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan

dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar
biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah
biaya lain wyang timbul dalam rangka perolehan investasi

berkenaan,
2] Investasi jangka panjang nonpermanen:

a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk
pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak
untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai
perolehannya.

e —
ok M Teeabaci Hal - 4



b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan
untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya
dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk
penanaman modal pada proyek-proyek  pembangunan
pemerintah daerah, seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR)
diukur dan dicatat sebesar biayva pembangunan termasuk biaya
vang dikeluarkan untmk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahan ke pihak ketiga.

16. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset
pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga
perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga
perolehannya tidak ada.

17. Harga perolehan investasi dalam valuta asing vang dibayarkan dengan
mata uang asing vang sama harus dinyvatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank indonesia) yang berlaku
pada tanggal transaksi.

18, Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode
sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biava
perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
vang ditenma dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada
badan usaha/badan hukum vang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah
dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau
dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan
pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang
diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen vang diterima
dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah
daerah,
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Penvesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya
adanya perubahan yvang timbul akibat pengaruh valuta asing serta

revaluasi aset tetap.

¢. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama
untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat.

Dengan metode nilai bersih vang dapat direalisasikan, investasi
pemerintah daerah dinilai sebesar harga perclehan investasi setelah
dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat
diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi vang dapat direalisasikan
dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah
vang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh

temponya.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima
kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-
masing kelompok sebagai berilut:

i_Hn Periode Jatuh Tempo Pengembalian Persentase

Investasi Penyisihan

| | Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun 10 %

2 |Jatuh tempo pada periode diatas 2 s.d 3 25 %
Tahun

3 |Jatuh tempo pada periode diatas 3 s.d 4 20 %
Tahun

19, Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria
sebagai berikut:

a, Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas,

¢. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
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d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen

menggunakan metode nilai bersih vang direalisasikan.

20. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan
saham bukan merupakan laktor yang menentukan dalam pemilihan
metode penilaian investasi, tetapl vang lebih menentukan adalah
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap
perusahaan investee. Ciri-cin adanya pengaruh atau pengendalian pada

perusahaan investee, antara lain;
a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direkss;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investee;

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat/ pertemuan dewan dircksi,
D. PENGUNGKAPAN

21. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebjjakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;

¢, Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang;

d. Penurunan nilai  investasi wyang signifikan dalam penyebab

penurunan tersebut;

¢. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

f. Perubahan pos investasi.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
DANA CADANGAN

A. UMUM
Tujuan
1. kebijakan akuntansi dana cadangan
2. Mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan vang meliputi
pengakuan, pengukuran, penysjian dan pengungkapannya dalam

penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah
RuangLingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah  Bolaang Mongondow, vyang memperoleh  anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah,

Definisi

5. Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan untuk Menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar vang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana

cadangan pemerintah daerah vang dikelola oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD).

6. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan
sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio
vang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut
antara  lain  Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (2BIl), SBurat
Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat
berharga lainnya vang dijamin pemerintah.

7. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam
rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti
permindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

5. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiavaan vang
berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja.
Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan
vang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas vang

dapat  dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah

direncanakan.

%
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9. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya,
misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau pgedung

clahraga.

B. PENGAKUAN

10. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan
pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut
sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan
yvang lain.

11. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana
Cadangan.

12. Pencairan Dana Cadangan mengurangl Dana Cadangan vang
bersangkutan.

13, Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-
bukuan atau vang sejenisnya atas Dana Cadangan, vang dikeluarkan
oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

14. Hasil-hasil vang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

C. PENGUKURAN

15. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yvang
diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
16. Hasil-hasil vang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur

sebesar nilai nominal vang diterima,

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

17. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar,
18. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
19, Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan
maka Dana Cadangan dirinei menurut tujuan pembentukannya.
20. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan:
b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
¢. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan:
d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan
dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
e. Sumber Dana Cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

%
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21. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yvang
Sah sebagai Pendapatan LO.

22, Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA scbagal penerimaan
pembiavaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai
Pengeluaran pembiayaan.

23, Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam
kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

24, Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam
kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.
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A,

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

UMUM

Tujuan

%

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas asect
lainnya vang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta

pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka
penyusunan laporan Keuangarn.

3. Pernvataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemecrintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Kemitraan dengan Pihak Ketiga,

d. Aset Tidak Berwujud;

2. Aset Lain-lain,

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawai pemerintah daerah., Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TPF) merupakan suatu proses Vvang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian vang diderita oleh Pemerintah Daerah

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
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melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

8 Tuntutan Ganti Rugl (TGR) merupakan suatu proses vang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lainnya
serta pihak lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian vang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar
hukum vang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara dan/atau
pejabat lainnya serta pihak lain tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kewajibannya.

9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai  komitmen untuk  melaksanakan  kegiatan  yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yvang dimiliki.

10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)/Bangun Guna Serah (BGS)/BOT;

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna (BSG)/BTO;
c. Sewa;

d. Kerja Sama Pemanfaatan;

e. Kerja SBama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

11. Bangun, Kelola, Serah (BKS)/Bangun Guna Serah/BOT adalah suatu
bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh
pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian
menverahkannyva kembali bangunan dan atau sarana lain berikut
fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka

waktu vang disepakati (masa konsesi).

12. Pada akhir masa konsesi imi, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah  daerah  sebagai pemilik asct,
biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.
Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran
tersebut  dalam  jumlah yang sangat rendah. Penverahan dan
pembavaran aset BKS/BGS/BOT  ini  harus diatur dalam
perjanjian/kontrak kerjasama.
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13. Bangun, Serah, Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna [BGS)/BTO adalah
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset
yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola

sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

14. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam

Jjangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

15. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP| adalah pendavagunaan Barang Milik
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiavaan

lainnva.

16. Kerja Sama Penvediaan Infrastruktur (K5Pl) adalah kerja sama antara
Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

17. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunvai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
aset tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek,
royalti, software, lisensi, serta hasil/kajian penelitian yang memberikan
manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnva, dan aset tak
berwujud dalam pengerjaan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh
melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah
daerah.

18. Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

8. Goodwill adalah kelebihan nilai vang diakui oleh suatu entitas
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilaj buku,
Goodwill dihitung berdasarkan selisih  antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentingan /saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. H ten Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh
karena adanva kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu
pengetahuan teknis atau suatu karva yang dapat menghasilkan

manfaal bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat
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mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain
yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

¢. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas
kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak
dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan
lain.

d. Software. Software komputer vang masuk dalam kategori Aset Tak
Berwujud adalah sofware yang bukan merupakan bagian tak
terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi seftware ini
adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta
yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan

Intelektual yvang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

tertentu.
f. Hasil enelitian  ya memberikan ma t jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan

manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yvang akan datang yang
dapat diidentifikasi sebagai aset.

g Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud
vang tidak dapat dikclompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud

vang ada.
h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan

pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara
internal vang jangka waktu penyvelesaiannyva melebihi satu tahun
anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang
telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan (intangible asset — work m progress), dan setelah
pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak
Berwujud vang bersangkutan.

19, Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara
sistematis dan rasional sclama masa manfaatnya. Amortisas: Aset Tak

Berwujud sama prinsipnya dengan penyusutan aset tetap.

20. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
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Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga

dan Aset Tak Berawujud.

21. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat
sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau
aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau
aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen

hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnva.

22. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada

Bagan Akun Standar.
B. PENGAKUAN
£3. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biava vang dapat diukur dengan

andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan [/ atau kepenguasaannyva
berpindah.

24 Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran  kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dekumen perolehan vang sah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

£5. Aset lainnya vang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakw pada saat terjadinva transaksi berdasarkan

dokumen vang sah sesuai dengan ketentuan vang berlaku,.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

€6. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset vang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibavarkan oleh pegawai ke kas
umum dacrah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan

ANgsuran,

27, Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yvang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

hﬁe
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28 Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan
setoran vang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas

umum daerah.

28, Bangun, Kelola, Serah (BKS) /Bangun Guna Serah (BGS)/BOT dicatat
sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset BKS/BGS/BOT tersebut. Aset
vang berada dalam BKS/BGS/ BOT ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap.

30. Aset Bangun EKelola Serah/Bangun Guna Serah/BOT yang harus
disusutkan tetap disusutkan scsuai dengan metode penyusutan yang

digunakan.

31. Penyerahan/pengembalian aset BKS/BGS/BOT oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjan
sebagar berikut :

a. Untuk aset vang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai
tercatat yvang diserahkan pada saal aset tersebut dikerjasamakan

dan disajikan kembali sebagai asert tetap.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pthak ketiga dinilai sebesar harga

wajar pada saat perolehan/penverahan.

32, Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi vang diharapkan dimasa datang atau jasa

potensial vang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk

kedalam entitas tersebut,

33 Aset Tak Berwujud vang diperoleh melalui pembelian  dinila;
berdasarkan biava perolehan. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh secara
gabungan harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, vaitu dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan

nilal wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

34. Aset Tak Berwujud vang diperoleh dari pengembangan secara internal,
misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, nilai perolehannva diakui sebesar biaya perolehan yang

meliputt aya yang dikeluarkan sejak ditetapkannva Aset Tak

_—§— — —
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Berwujud tersebut memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang

sampai dengan aset tak berwujud terscbut telah selesai dikembangkan,

35. Aset Budava/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Assels) yang
berasal dari aset bersejarah (Heritage Assets) tidak diharuskan untuk
disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan. Namun apabila aset tak berwujud
bersejarah terscbut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka

hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

36. Sifat alamiah Aset Tak Berwujud dalam banyak kasus adalah tidak
adanya penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwwjud tertentu atau
penggantian dari sebagian Aset Tak Berwujud dimaksud. Oleh karena
itu, kebanvakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tak Berwujud
mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa
datang atau jasa potensial vang terkandung dalam Aset Tak Berwujud
dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi
Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain,
seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran
setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu sehingga
diperlakukan sebagai beban  operasional suatu  entitas.  Namun
dermikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan
vang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud
tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai

Aset Tak Berwujud dimaksud. Biayva vang telah dibebankan tidak dapat
diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

37. Aset Tak Berwujud seperti software/website vang dapat dikapitalisasi
setelah perolehan awal paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

1] Meningkatkan fungsi software/ wehbsite.
2] Meningkatkan efisiensi software/ website.

3] Memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tak

Berwujud.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuht kriteria diatas,
maka pengeluaran terscbut harus diakui sebagai beban pemeliharaan
pada saat terjadinva. Misalnya pengeluaran untuk teknisi seffware

dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali.

mﬂ
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3.

35

a0

41.

42

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tak Berwujud yang
meningkatkan masa manfaat pada umumnya tidak terjadi, yang ada
adalgh pengeluaran untuk perpanjangan izin  lisensi/ penggunaan

softuware atau upgrade dan versi lama ke versi vang baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan Aset Tak
Berwujud sebesar Rpl15.000.000,00

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai neto vaitu
harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Perhitungan
amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat

selama 5. tahun.

Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi
sclama masa manfaatl atau masa secara hukum mana vang lebih
pendek.

Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (seperti gooduwill)
tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset Tak Berwwud vang tidak
diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah
Aset Tak Berwwud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa

depan.

Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat
ekonominya berkurang dari nilal tercatat maka Aset Tak Berwujud
dengan masa manfaat tak terbatas tersebut mengalami penurunan
nilal. Penurunan nilai Aset Tak Berwujud tersebut harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika terbukti Aset Tak
Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa
mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset
Tak Berwujud tersebut sesuai prosedur dan regulasi vang berlaku.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai Aset Tak Berwujud dengan
masa manfaat tak terbatas, entitas disyaratkan untuk menguji Aset Tak
Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut dengan

membandingkan jumiah terpulihkan dengan jumlah tercatatnva.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang
diperkirakan semula, maka hal tersebur diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
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43.Suatu aset dikatakan memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika
ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnyva,
nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan
diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi vang
menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi  tidak dapat
dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

44 Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

D. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

45 Ada kalanya Asect Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara
lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa
manfaat Aset Tak Berwujud. Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak
dapat digunakan karena Kketinggalan zaman, tidak sesual dengan
kebutuhan organisasi yvang makin berkembang, rusak, atau masa
kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan sehingga

penggunaannva harus dihentikan.

46. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik
karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat,
rmaka pencatatan akun Aset Tak Berwujud vang bersangkutan harus
dihentikan dan diproses penghapusannya sesual dengan ketentuan
yang berlaku. Pada saat penghapusan, Aset Tak Berwujud dihentikan
dar1 pencatatan dan diakui kerugian penghapusan Aset Tak Berwujud

sebeszar nilai tercatal netio,

47 Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga
pada saat tepadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak
Berwujud yang bersangkutan habis diameortisasi, maka selisth antara
harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak
Berwujud terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non

operasional.

48 Penerimaan kas dari penjualan Aset Tak Berwujud dicatat dan
dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
Penghentian Aset Tak Berwujud harus diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.
R ————  ———————————————————————
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PENGUNGHAFPAN
49, Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut

a. Rincian aset lamnya;

br. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

¢, Kebijjakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (scwa,
KSP,KSPl, BKS/BGS/BOT dan BSK/BSG/BTO},

d. Informasi lainnya vang penting,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM
Tujuan

. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan aya

pinjaman yvang dibebankan terhadap kewajiban tersebul.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow vang menyvajikan laporan keuangan
untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinyva,
termasuk pengakuan, pengukuran, penyajan, dan pengungkapan vang
diperlukan.

3. Kebjakan akuntansi inl mengatur:

a. Akuntansi kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang vang ditimbulkan dari Utang Dalam
Negeri dan Utang Luar Negeri.

b. Perlakuan akuntans: untuk biaya vang timbul dan utang pemenntah.

Definisi

4. Kewajiban adalah utang vang timbul dari peristiwa masa lalu yvang
penvelesaiannyva mengakibatkan aliran keluar sumber dava ckonomi
pemerintah daerah.

2. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur,

6. Kreditur adalah pithak vang memberikan utang kepada debitur.

7. Kew ang adalah kewajiban vang diharapkan dibayar
dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan,

8. HKewajiban jangka pendek adalah kewajiban yvang diharapkan dibayar
dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Utang Beban adalah utang pemerintah daecrah vang timbul karena
pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa
dengan pihak ketiga vang pembayarannya akan dilakukan di kemudian

harn atau sampail dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran.

10, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK] adalah pungutan/potongan
PFK yvang dilakukan pemerintah daerah vang harus diserahkan kepada

e —————
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pithak lain.
1. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban vang timbul karena

adanya kas yang telah diterima tetapl sampai dengan tanggal neraca
seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak lain.

12. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama
kali transaksi berlangsung seperti nilai vang tertera pada lembar surat
utang pemerintah.

13. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur
untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa
pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

a) Pembiavaan kembali waitu mengganti utang lama termasuk
tunggakan dengan utang baru; atau

b) Penjadwalan wulang atau modifikasi persvaratan utang vaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.
Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran,
penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana
pembayaran pokok dan bunga vang jatuh tempo dan/atau
tertunggak.

14, Klasifikas: atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun
Standar.

B. PENGAKUAN

14. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonemi akan dilakukan untuk menvelesaikan kewajiban yang
ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyal nilai penvelesaian vang dapat dinkur dengan andal.

15. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactionsy;

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai
hukum vang berlaku dan kebijjakan vang diterapkan belum lunas
dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

¢. Kejadian vang berkaitan dengan pemerintah (gorermment-related

events);

d. Kejadian yang diakul pemerintah (government-acknowledged events).
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16. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah
dacrah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kescpakatan,
dan/atau pada saat kewajiban timbaul,

17.Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat
ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah
daerah dengan Sektor Perbankan,/ BSektor Lembaga Keuangan Non
Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil
penjualan obligasi pemerintah daerah.

18, Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan
pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran
darn Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta
pengadaan barang dan jasa.

19. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa
kewajiban bunga atau commitment fee vang telah tenadi dan belum
dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya
waktu, schingga untuk kepraktisan utang bunga diakul pada akhir
periode pelaporan.

20. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakul pada saat rcklasifikasi
kewajiban jangka panjang yvang akan jatuh tempo dalam 12 bulan
setelah  tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali
bagian lancar utang jangka panjang vang akan didanai kembali.
Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang
Jangka Panjang vang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga
kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

21. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari
pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh
pemerintah daerah.

22, Utang Beban, diakw pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi
sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayvar.

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yvang biasanya berupa surat
penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyverahan
barang dan jasa tetapl belum diselesaikan pembayarannya oleh
pemerintah daerah.

¢. Barang vang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar,

23. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya
klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembavaran
sampai dengan tanggal pelaporan.

e ——
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24, Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan
keuangan apahila:

a. barang vang dibeli sudah diterima, atau
b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesual perjanjian, atau

c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan
schagaimana  dituangkan  dalam  benita  acara kemajuan
pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan
belum dibayar.

25, Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau
jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui

pada saat penyusunan laporan keuangan,

26. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi
proyeksi penerimaan diakui  pada saat jumlah definitif diketahui

berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi,

C. PENGUKURAN

27. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebiut
dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal pelaporan.

28. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK
vang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan

keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan,

29. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang
dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibavarkan untuk barang

tersebut.

30, Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga
yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal
dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negerl. Utang
bunga atas utang pemerintah vang belum dibayar harus diakui pada
setiap akhir periode pelaporan sebagal bagian dari kewajiban yang
berkaitan.

31, Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar
utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e
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32. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang
belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai

dengan tanggal pelaporan, namun kasnya telah diterima.

33, Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar cleh pemerintah
daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal
pelaporan.

34, Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori vang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar
lainnya tersebut adalah biava yang masih harus dibayar pada saat
laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,
misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan
jumlah gaji yvang masih harus dibayarkan atas jasa wvang telah
diserahkan oleh pegawal  tersebut  (tidak  termasuk  kekurangan
pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD) Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa

oleh pemerintah kepada pihak lain (pendapatan diterima dimukal,

35, Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

36, Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia saat terjadinva transaksi.

37. Pada tanggal neraca pos utang dalam mata uvang asing dilaporkan ke
dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal pelaporan.

38, Sehsih penjabaran pos utang dalam mata vang asing antara tanggal
transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan

ekuitas periode berjalan.

D. PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO.

39. Sekuritas utang vang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanva
fitur untuk ditarik (call feature} cleh penerbit sekuritas tersebut atau
karena memenuhil persyaratan untuk penyvelesaian oleh permintaan
pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai
tercatat netonyva harus disajikan pada Laporan Operasional dan
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagal bagian dari
pos kewajiban vang berkaitan.

40. Bila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat

(carrying value), maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo

dianﬁﬁ sehaﬁai Eenfﬂ']trsainn I.J.'[Hl'tﬁ secara normal, Iaitu dcnﬁan
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menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

41. Bila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying
value), maka selain penyesualan jumlah kewajiban dan aset yvang
terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan
Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
E. TUNGGAKAN

42, Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo

namun pemda tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau

bunganya sesuai jadwal,

43. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam
bentuk daftar umur (aging schedule) kreditur pada Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

F. RESTRUKTURISASI UTANG

44. Dalam restrukturisasi utang melalul modifikas: persyaratan utang,
debitur harus mencatat dampak restrukturisas: secara prospektif sejak
saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai
tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilal tercatat
tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan vang ditetapkan
dengan persyaratan baru. Informasi restrukturizasi mi  harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian
pengungkapan dar pos kewajiban vang terkait.

45. Restrukturisasi dapat berupa:

a) Pembiayaan kembali waitu mengganti utang lama termasuk

tunggakan dengan utang baru; atau

b) Perjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan  utang  vaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:

(1] Perubahan jadwal pembayaran,
(2] Penambahan masa enggang, atau
(3} Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga

yang jatuh tempo dan/atau tertunggak,

46. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap

periode antara saat restrukturisasi sampal dengan saat jatuh temnpo.
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Tingkat bunga efektif vang baru adalah sebesar tingkat diskento yang
dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temnasuk utang
kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang
baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yvang baru dimulai

dari saat restrukturisasi sampal dengan jatuh tempo.

47. Informasi mengenai tingkat bunga efektif vang lama dan yang baru

harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

48, Jika jumlah pembavaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan
dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga
maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka
debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah vang sama
dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang
ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagail bagian pengungkapan
dan pos kewajiban yvang berkaitan.

49, Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat
dari restrukturisasi utang yvang menyangkut pembayaran kas masa
depan vang tidak dapat ditentukan, selama pembavaran kas masa

depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

20. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persvaratan baru dapat
merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu,
Scebagal contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah
tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu
dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka
harus mengikutl prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjens:
vang tidak diatur dalam pernyvataan ini. Prinsip yang sama berlaku

untuk pembavaran kas masa depan vang seringkali harus diestimasi.

G. PENGHAPUSAN UTANG

51. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada
debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam
bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

a4, Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur
meclalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di

bawah nilai tercatatnya.
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53.Jika penyelesaian satu utang vang nilai penyelesaiannya dibawah nilai
tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragrafl
48 berlaku.

54_.Jika penyelesaian suatu utang yvang nilai penyelesaiannya dibawah nilai
tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur
harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarmya
dan kemudian menerapkan paragral 46, serta mengungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan scbagai bagian dari pos kewajiban dan
aset nonkas vang berhubungan,

35. Informasi  dalam  Catatan atas Laporan  Keuangan  harus
mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat

restrukiturisasi kewajiban tersebut vang merupakan selisih lebih antara.

(a} Nilm tercatat utang yvang diselesaikan [jumlah nominal dikurang
atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya
keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(k) Nilai wajar aset vang dialihkan ke kreditur.

56. Penilaian kembali aset pada paragraf 53 akan menghasilkan perbedaan
antara nilai wajar dan nilai aset yvang dialihkan kepada kreditur untuk
penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan,

H. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

27. Pengunghkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan
[CaLK), sckurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berilout:
a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
vang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponva;
¢, Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan
tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannva penyelesaian  kewajiban  sebelum
jatuh tempo;
1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
a) Pengurangan pinjaman;
bl Maodifikasi persyvaratan utang;
c] Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

e e —————————————
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¢} Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
fi Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.
2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk
daftar umur utang berdasarkan kreditur.
3) Biaya pinjaman:
a) Perlakuan biava pinjaman;
b) Jumlah biaya pinjaman vang dikapitalisasi pada periode
vang bersangkutan; dan
¢} Tingkat kapitalisasi vang dipergunakan,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
EKUITAS

A. UMUM

Tujuan

1

Tujuan Kebijakan Akuntansi Ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabalitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi serta pengakuan dan

pengukurannya.

Ruang Lingkup

3

Kebijakan im diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

. Kebijjakan im berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

&

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah wvang
merupakan selisih antara jumlah asct dan jumlah kewajiban pemerintah
daerah.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo Akhir Ekuitas di Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE),

Salde Ekuitas berasal dar Ekuitas Awal ditambah/(dikurangi) oleh
surplus/Defisit LO dan perubahan lamnya seperti korcksi nilai
persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain - lain yang tersaji dalam
LPE.

Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K
FPKD [Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi
pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan, Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan
Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi aset untuk
dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun
kewajiban.  Dengan tidak diakomodasikan akun ekuitas untuk
dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka laporan interim untuk neraca
akan menvajikan nilai ekutas vang sebenarnya.
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C.

Klasifikasi

9.

10.

1 1.

Ekuitas Awal adalah nilai kekayaan bersih entitas akuntansi/pelaporan
pada periode awal pelaporan.

Koreksi Ekuitas adalah penambahan,pengurangan nilai ekuitas yang
berasal dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan
koreksi ekuitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, keplatan non operasional dan
kejadian luar biasa pada akhir periode pelaporan yang diperhitungkan

untuk mendapatkan nilai ekuitas akhir.

PENGAKUAN

12.

Ekuitas diakui pada saat pelaporan keuangan melalui perhitungan

perubahan ckuitas.

PENGUKURAN

13.

14.

Ekuitas diukur berdasarkan perhitungan perubahan ekuitas vaitu
ekuwitas diawal pelaporan dijumlahkan dengan surplus/defisit LO pada
periode bersangkutan dan koreksi-koreks: vang langsung
menambah /mengurang ekuitas sehingga mendapatkan nilar ekuitas
akhir periode pelaporan.

Ekuitas juga diukur berdasarkan dari selisih realisasi jumlah aset dan

realisasi jJumlah kewajiban pada periode pelaporan.,

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

15,

Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. UMUM.

Tujuan.

1.

Menetapkan dasar-dasar penyajan pendapatan dalam laporan
operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup.

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis

akrual.

3. Permyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas
akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kabupaten Belaang Mongondow,
vang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

B. DEFINISI.

4. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuwitas  dalam  periode  tahun anggaran vang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO  diklasifikasikan menurut sumber pendapatan

terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah-L0O.
Pendapatan Asli Daerah-LO adalah pendapatan yang diperoleh
daecrah vang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang diakul sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. PAD bersumber
dari Pajak Dacrah, Retnibusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekavaan Daerah yvang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD vang
Sah.

b, Pendapatan Transler-LO,
Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber
dar pendapatan APBN vang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai  kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
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Desentralisasi.  Alokasi Pendapatan Transfer-LO  untuk
pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-L0,
Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO (bagi yang
diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setap periode
berdasarkan Nota Kredit dari bank.

¢, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.
Lain-laimn Pendapatan vang Sah-LO adalah
seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO
dan Pendapatan Transfer-LO. Lain-lain Pendapatan yang Sah-
LO terdiri dari :
1. Pendapatan Hibah-LO;
2. Dana Darurat-LO; dan
3. Pendapatan Lainnya-LO.

d. Pendapatan Non Operasional-LO.
Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang
diperoleh dari kegiatan vang bukan merupakan kegiatan utama
pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung
dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional-
LO terdiri dan :
1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO;
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-L0; dan
3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

e. Pendapatan Luar Biasa-LO.
Pendapatan Luar Biasa-LO adalah pendapatan yang terjad
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. PENGAKUAN.

6. Pendapatan-LO diakui pada saat :
a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), atau
b, Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi (realized).

7. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa .

L S =
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a. Pendapatan-LO vang diperoleh berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu
pelayanan yang telah selesal diberikan diakui pada saat
timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakul dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenal badan layanan umum,

8. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa
hak vang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih
dahulu adanya penagihan,

o, Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas] maka
pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga] kondisi
yaitu ;

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

10. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi
perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan] antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah,
dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka
Pendapatan=L0O diakui pada saat terbit dokumen penetapan
walaupun kas belum diterima.

11. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapal
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi: pendapatan daerah
tidak terjadi perbedaan waktu vang signifikan antara penetapan
hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana
penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan
diterimanva kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas
diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta

mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO

dapat diakwi pada saat Kkas diterima (bersamaan dengan
penerimaan kas) dengan memperhatikan :

a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang
belum dibayvar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai
penambah Pendapatan Pajak-LO. PPR-SKPD mencatat “Piutang
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Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai
rincian obyvek terkait) di kredit.

b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode
akuntansi berikutnya tidak diakul scbagai pendapatan tetapi
harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Pilutang
Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek
terkait)”.

c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang
Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang
dan debitur atau wajib pajak/retribusi scbagal dasar
perhitungan beban penyisihan piutang.

12. Kebijakan  akuntansi  terkait pengakuan  pendapatan-LO
bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas
transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan
pertimbangan :

a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek.
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan
penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan
masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat
dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang
sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting
treatment] vang harus dilakukan.

b. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi.
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian
jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai
dengan prinsip  kehati-hatian  serta prinsip pengakuan
pendapatan vang seringkali dilakukan secara konservatif, maka
atas transaks: yvang mempunvai perbedaan waktu antara
pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat
dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara
bersamaan saat diterimanya kas.

13. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dacrah dan
penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih

dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi,
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maka  Pendapatan-L0O  diakui pada saat terjadinya

penetapan/ pengakuan pendapatan.

14, Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak
bagi pemerintah daerah.

15. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan
atas Pendapatan Asli Dacrah-LO dilakukan sebagaimana kondisi
berikut im
a. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi pada saat hak pemenntah daerah sudah
terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada
saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi maupun terbitnya Bukti Memonial Lainnya.

b, Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas.
Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO
dengan pertimbangan kepraktisan; biayva dan manfaat; jangka
waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak
terlalu lama (maksimal 30 hari dan masih dalam pernode
akuntansi); dan tidak adanyva dokumen penetapan maka
Pendapatan Asli Daerah-L0O dapat diakui bersamaan dengan
penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan
bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda
Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lammnya
yang sah.

¢. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas.
Kandisi inmi terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum
menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah
diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat
Tanda Setoran, atau Bukti lain yvang sah. Buktu Memorial,
ataupun dokumen lainnya vang sah.

16. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada timbulnya hak
untuk menagih pendapatan.

17. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

18, Pengakuan Lain-lain Pendapatan vang Sah-LO adalah pada saat
pendapatan ini diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

19, Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat diterima di RKUD.
Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar

negeri vang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas
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dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD
untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah, diakul pada saat
diterima oleh entitas bersangkutan,

20. Dana Darurat-L0O terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka
diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas
Daerah (basis kas).

21. Pendapatan Lainnyva-LO diakui pada saat telah menjadi hak
pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

22. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-L0 pada saat hak atas
pendapatan timbul.

23, Pendapatan Non Operasional diakw ketika dokumen sumber
berupa Berita Acara kegiatan [misal: Berita Acara Penjualan untuk
mengakui Surplus Penjualan Asct Non lancar) telah ditenima.

24, Pendapatan Luar Biasa - LO diakw: pada saat hak atas pendapatan
luar biasa timbul.

23, Adanya ketidakpastian serta kejadian vang terjadi di luar kendali
atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka Pendapatan Luar
Biasa-LO ini dapat diakui dengan kondisi bersamaan dengan
diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode
akuntansi

D. PENGUKURAN,

26. Pendapatan-LO  dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

27.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesal, maka asas bruto dapat dikecualikan.

28. Pendapatan dalam mata uvang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tenpah Bank Indonesia.

29. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak
pemerintah  daerah atas pendapatan tersebut vang dilakukan
berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu
dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

30. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan
yang Sah - LO dilakukan berdasarkan jumlah vang diterima di
REKUD.
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31. Lain-lain Pendapatan vang Sah-LO, Pendapatan Non Operasional-
LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO diukur dengan azas bruto
yang artinva tidak dikurangi dengan biaya-biaya vang timbul
karena pendapatan tersebut diukur sejumlah nilai nominal hak

vang diterima.
E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.
32, Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan keuangan,

33. Pendapatan Non Operasional-LO  disajikan dalam Laporan

Operasional (LO) sebelum pos luar biasa.

34. Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional

(L) setelah pendapatan Non Operasional.

35.Hal-hal vang harus diungkapkan dalam CalK terkait dengan
pendapatan-LO adalah :

a. Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnva tahun anggaran,;

b. Penjelasan mengenai pendapatan-L0 yang pada tahun
pelaporan vang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat
khusus;

. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya targetl penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya vang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA.

A. UMUM.
Tujuan.

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran
pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Ruang lingkup.

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam
penvusunan laporan realisas anggaran.

4, Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas
akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,
vang memperoleh angparan berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

B. DEFINISI.

5. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum
daerah vang menambah salde anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran vang bersangkutan vang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali cleh pemernintah.

6. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyvimpanan
uang daerah vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayvar seluruh pengeluaran
daecrah pada bank yang ditetapkan.

7. BSaldo anggaran lebth adalah gunggungan (penjumlahan] saldo
yvang berasal dart akumulas: SiLPA/SiIKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yvang
diperkenankan,

C. PENGAKUAN.
8. Pendapatan-LRA diakuw pada saat :

a. Ras atas pendapatan tersebut telah diterima pada RRKUD.

b, Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh
bendahara penerimaan dan hingpga tanggal pelaporan belum
disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara
penerimaan tersebut merupakan bagian dan BUD.

c. HKas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.,
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d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri  yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e. Kas atas pendapatan vang diterima entitas lain di luar entitas
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD,
dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan,

D. PENGUKURAN.

2,

10.

11.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto,
vaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluarany).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
|biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
rtanggal ransaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGHKAPAN.

12.

13.

Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasl anggaran
dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalLK terkait dengan
pendapatan-LRA adalah :

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran,

b. Penjelasan mengenai pendapatan yvang pada tahun pelaporan
yvang bersangkutan terjach hal-hal vang bersifat khusus;

c. Penjelasan scbab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya vang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban
vang meliputi pengakuan, pengukuran, pernyajian dan
pengungkapannva dalam penyvusunan Laporan Keuangan pemerintah

daerah.

Ruang Lingkup

1, Kebijakan i diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan mengegunakan akuntansi berbasis akrual,

2. Pernvaraan kebijakan ini berlaku untuk entitas
akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,
yvang mempercleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

Definizi

3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan vang menurunkan ekuitas, yvang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban,

4. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan
Opeasional (LO).

5. Beban terdini dan Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non

Operasional dan Beban Luar Biasa.

5. Beban Operasl adalah pengeluaran uang atau Kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional

entitas agar entitas dapat melalkukan fungsinva dengan baik.

7. Beban Operasi terdin dan Beban Pegawail, Beban Barang dan Jasa,
Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,
Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyvisihan Plutang, dan

e —
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EBeban lain-lain

8. Beban pegawali merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayvarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai vang dipekerjakan
aleh pemerintah daerah vang belum herstatus PNS sehagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan vang

berkaitan dengan pembentukan modal,

9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi

dalam periode pelaporan vang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai,
perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium
kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan

tertentu terkait dengan suatu prestasi,

10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah
untuk pembayaran bunga (interesr vang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
vang diterima pemerintah daerah seperti biava commitment fee dan

biaya denda,

11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi ANgEaTan yang
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produksifjasa vang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat.

12, Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang,
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masvarakar, dan orgamsast kemasyvarakatan,
vang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

b3 n Bantuan Sesial merupakan beban pemerintah daerah dalam
bentuk uang atau barang Yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat vang sifatnya tidak secara terus
menerus dan  selektif yvang bertujuan untuk melindungi  dari
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kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4. Beban Penyusutan dan amertisasi adalah beban vang terjadi
akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada

saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlalunya waktu.

15 Beban isihan merupakan cadangan vang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait
ketertagihan piutang.

16, Beban Lain-lain adalah beban operasi yvang tidak termasuk dalam
kategori tersebut di atas.

17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah  daerah
kepada entitas pelaporan lain yang dmwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.

15. Beban Non Operasional adalah beban vang sifatnya tidak rutin dan
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional,

19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang
tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali

entitas pemerintah,

20. Beban  diklasifikasikan menurut  klasifikasi  ekonomi, vaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan
Akun Standar.

B. PENGAKUAN

21. Beban diakui pada:
a. Saat timbulnya kewajiban;
b. Saat terjadinyva konsumsi aset: dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

22, Baat timbulnya kewajiban artinva beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti
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keluarnya kas dan kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum
dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

23, Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yvang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan

operasional pemerintah daerah.

24. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan
dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan

atau amortisasi.

25. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban
dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yvaita:
a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
€. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

26. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
proses transaksi pengeluaran daersh terjadi perbedaan wakiu
antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan
beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi
untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen
penetapan/pengakuan beban/kewajiban  walaupun kas belum
dikeluarkan. Hal ini selaras dengan krteria telah timbulnya beban
dar sesual dengan prinsip akuntansi yang konservatl bahwa jika
beban sudah menjadi kewajiban harus sepera dilakukan pengakuan
meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

27. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan
apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan
pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui

bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

28. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
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proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana
pengakuan beban  dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa
dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau  jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diaku sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

29. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas
vaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran
belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saal penyusunan

laporan keuangan dilakukan penyesuaian,

30. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan
hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai
diakui berdasarkan dokumen vang sah.

31. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya
dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian

pada akhir periode akuntansi.

32, Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan
bukti  pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengpuna
Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ] atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran
dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

33. Pada saat penyusunan laperan keuangan harus dilakukan
penyesuaian terhadap pengakuan beban, yait:
a Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai
berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada
tanggal pelaporan belum dibayar.
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b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulthya kewajiban
atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukn
penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.
Dalam hal pada tanggal pelaporan masih terdapat barang
persediaan yvang belum terpakai, maka dicatat sebagal pengurang
beban.

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakul  saat  akhir
tahun/ pericde akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan
amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukt
memorial yang diterbitkan.

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/penode
akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang vang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukth memorial yang
diterbttian.

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
bunga diakul sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat
jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah
untuk memberikan subsidi telah timbul.

g Beban hibah diakw pada saat perjanjian hibah hibah atau NFHD
disepakati/ditandatangani  meskipun masih melalui proses
verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode
akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

h. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamasan dengan
penyaluran belanja bantuan sosial atau diakul dengan kondisi
bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat
kepastian beban  tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukan verifikas: atas penyaluran bantuan sosial. Pada akhir
periode akuntansi harus dilakukan  penyvesualan  terhadap
pengakuan belanja ini.

i. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut
timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

j- Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah
daerah. Dalam hal pada akhir periode alkuntansi terdapat alokasi
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dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai
tersebut dapat diakui sebagai beban atau vang berarti beban
diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

k. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat
timbulnya kewajiban,

. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan
terjadinya beban non operasional maka timbulnya kewsjiban
diakui bersmaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

m. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas
beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan ak
kepada pihak ketiga.

n. Dengan alasan kepraktisan dan fakror kehdakpastian akan
terjadinya beban luar biasa maka timbulnya kewajiban diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

C. PENGUKURAN

33. Beban diukur sesuai dengan:

& harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas
kewsjiban beban yang timbul, konsumsi aser. dan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah.

b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi
Jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

33. Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang
tmbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Jb. Beban transfer diukur berdasarkan Jjumlah nominal yang
diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan
mata uang rupiah.

37. Beban non operasional dan beban luar biasa diukur berdasarkan
Jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban non

operasional dan beban luar biasa diukur dengan mata uang rupiah,
D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

38, Beban disajikan dalam Laporan Operasional {LO). Rincian dari
Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan {CaLK)
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sesuai dengan klasifikasi ekonomi, vaitu:

&. Beban Operasi, yang terdin dari: Beban Pegawai, Beban Barang
dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban
Penvisihan Fiutang, dan Beban lain-lain

b. Beban Transfer

¢. Beban Non Operasional

d. Beban Luar Biasa

39, Pos luar hiasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional.

40. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara
lain:
a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
b, Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
pericde akuntansi/tahun anggaran sebagal penjelasan perbedaan
antara pengakuan belanja.

c. Informasi lainnya vang dianggap perhu.
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KEEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

Tujuan

kebjakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas
belanja wvang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah
daerah.

RuangLingkup

I. Kebpakan ini diterapkan dalam aluntansi belanja yang disusun dan

disajikan dengan menggpunakan akuntansi berbasis kas:

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan
entitas pelaporan Pemenntah Kabupaten Bolaang Mongondow, vang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah dan badan lavanan umum.

Definisi Belanja

3. Belanja adalah semua pengeluaran dar Rekening Kas Umuam
Daerah dan Bendahara Pengeluaran vang menpurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan vang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

4. Belanja merupakan unsur |/ komponen penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran (LRAJ.

o

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak

terduga, serta belanja transfer.

6. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegatan
sehari-han vang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi

antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan

sosial,
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7. Be a_ pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negen sipil, dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan
atas pekerjaan vang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan VAnNg
berkaitan dengan pembentukan modal.

8. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan,

9. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran  untuk
pembayaran bunga (interest) vang dilakukan atas kewajiban

pengpunaan pokok utang (principal outstanding] termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
vang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan

biaya denda.

10, Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran
yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga
terténtu agar harga jual produksi/jasa vang dihasilkan dapat

terjangkau oleh masyarakat,

11. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

IZ. Belanja Bantuan Sosia]l merupakan pengeluaran anggaran dalam

bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat vang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujusn untk melindungl  dari

kemungkinan terjadinya resike sosial.

13. Be odal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

hh_
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periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal
untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asct
tak berwujud.

Nilai wyang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
belifbangunan aset ditambah seluruh belanja vang terkait dengan
pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan.

14 Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yvang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran
tidak terduga lainnya vyang sangat diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

15. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dan entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain vang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan.

16, Belanja daerah diklasmiiikasikban menurut:

a. Klasifikasi OIRANISas, yvaitu mengelompokkan belanja
berdasarkan orgamisas) atay Satuan Kerja Perangkar Daerah
(SKPDY) Pengpuna Anggaran.

b, Klasifikasi ekonomi, vaitu mengelompokkan belanja berdasarkan
jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

17. Belanja menurat klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam

Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

18. Belanja diakui pada saat:
a. Terjadinya pengeluaran dari REUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
pengakuannya terjacdi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit vang mempunyai fungsi

perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
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€. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan
tmengacu pada peraturan pérundangan yang mengatur mengenai

badan layvanan umum.

C. PENGUKURAN

19. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi  klasifikasi yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran.

<0. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
divkur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum
dalam dekumen pengeluaran vang sah,
D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

21. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran {LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
a. Belanja QOperasi
b. Belanja Modal
¢. Belanja Tak Terduga

dan dijjelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

22. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kasg
atas belanja dalam mata wang asing, maka pengeluaran tersebut
dijabarkan dan dinvatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran
mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal transaksi,

23. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan
sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi
silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetan,
penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya vang dianggap

perla,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A, UMUM

Tujuan

1

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi
tujuan  akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan
pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. kebijakan i diterapkan dalam akuntansi transfer vang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemenntah kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

2. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan darifkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA] adalah penerimaan uang darn entitas pelaporan
lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat
dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan

uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu
entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Beban Transfer (LO| adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
suarun  entitas pelaporan lain  yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan.
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10. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan enfitas penerimanya,
vaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk
pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk
transfer/beban transfer sesuai BAS serta kelompok dana transfer VANg
lain yang secara umum merupakan amanat dari peraturan perundang-
undangan atau program pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian, dan lain-lain.

11. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima serta jenis

transfer lainnya dalam Bagan Akun Standar

B. PENGAKUAN
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

12. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi
Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer
masuk ke Rekening Kas Umum Daerah,

13.Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan
Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer
dilakukan pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (eamed) atau
b. Pendapatan direalisasi vaitu aliran masuk sumber daya ekonomi
[reclized)

14. Pengalouan  pendapatan  transfer  dilakukan bersamaan dengan
pencrimaan  kas selama  periode berjalan, Sedangkan pada saat
penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui
sebelum penerimaan  kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan

daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

15. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi
Anggaran, pengakuan atas (ransfer keluar dilakukan pada saat
terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar,

16. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan
Uperasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan
bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya
SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penvusunan
laporan keuangan dilakukan penyesualan berdasarkan dokumen yang
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menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah
daerah lainnya/desa/entitas lainnya,

C. PENGUKURAN
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

17. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi
Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah
transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

I8, Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada
Laporan Operasional, pendapatan transter dinkur dan dicatat

berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
Transfer Keluar dan Beban Transfer

19, Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer
keluar divkur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas
beban anggaran transfer keluar.

20, Untuk kepentingan penvusunan Laporan Operasional, beban transfer
diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang
bersangkutan kepada pemernintah daerah lainnya/desa/entitas lainnya.

berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yvang berlaku,

D. PENILAIAN
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

21.Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, wyaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tdak mencatat jumlah nettonva

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari pemerintah
pusat sebagai akibat pemenntah dacrah yang bersangkutan tidak
memenuhi  kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman
pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai
pembayvaran hutang pemerintah  daerah, maka dalam laporan
realisasi anggaran tetap disajikan sebagal transfer DAU dan
pengeluaran pembiavaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah,

Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan

bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada

B ———————————
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pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan
kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas
pemotongan  DAU  tersebut  diperlakukan  sebagai  koreksi
pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU
tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya
kelebihan penvaluran Dana Transfer pada tahun anggaran
sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagal
pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan

untuk jenis transfer yang sama.

E. PENGUNGHKAPAN

22. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada

Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada

Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi

tahun anggaran sebelumnys

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer
masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer

pada Laporan Operasional.
d. Informasi lainnya yang dianggap periu.

23. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada
Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada
Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun
anggaran sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer
keluar dengan realisasinya.

¢. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada
Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

e ————— e ———
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenubhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

3, Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PFRD dan entitas
pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah
daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yeng dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atauy memanfaatkan surplus
anggaran.

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengerbian:
Azas Bruto adalah suatu prinsip vang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran  setelah  dilakukan kompensasi antara penermaan dan
pengeluaran.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas ditenima atau dibayarkan.
Kas Daerah adalah tempat penvimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh  Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

#
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Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah vyang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.

6. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat
pertanggungjawaban, terdin atas :

(a) Penerimaan Pembiavaan Daerah;
{b] Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

7. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimasn
kembali pinjaman yvang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan,

8. Pengeluaran pembiavaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran
Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali
pokok  pimjaman  dalam  perniode  tahun  angparan  tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN
9.  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas
Umuam Daerah,

10. Pengeluaran pembiayvaan diakul pada saat kas dikeluarkan dan Rekening

Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

11. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
vautu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

12. Akuntansi pengeluaran pembiavaan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
13. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran

tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
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pembiavaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan
Neto.

14, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
pelaporan.  Selisth  lebih/kurang antara realisast penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA [/ SIKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

15. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan
akan dipungut/ditarik kembali ocleh pemenntah daerah apabila
kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembah
kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

16. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi
rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada
Pengeluaran Pembiavaan.

17. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat vang menambah
rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada
Penerimaan Pembiavaan.

14, Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut
sejatinva merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan
disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari
12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang,

19. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali
dana bergulir vang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan
umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalu rekening
kas umum dacrah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investas
jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penenimaan dan/atau

pengeluaran pembiayaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata vang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut

kurs tengah bank sentral pada tanggal wransaksi,

PENGUNGKAPAN
21. Hal-hal vang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara
lain:

ﬂ!ﬂ
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(a)

(b)

il

Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun
berkenaan

Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan
penerimaan / pemberian  pinjaman, pembentukan/pencairan dana
cadangan, penjualan aset daerah vang dipisahkan, penyertaan modal

pemerintah daerah,

Freniiay Hal - 4




KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKS] KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG

TIDAK DILANJUTKAN

UMUM

Tujuan

|

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntans: atas koreksi

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi

akunrtansi, dan operasi yang tidak dilanjutlkkan.

Ruang Lingkup

2,

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas
menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan,
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan

operasi yang tidak dilanjutkan,

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
menyusun  laporan  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Bolaang
Mongondow

Definisi

4. Kebijakap akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-prakuk spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penvusunan dan penyajian laporan
keuangan.

5. Kesalahan adalah penyajian pos-pos vang secara signifikan tdak sesuai
dengan yang seharusnya yvang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya,

6. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos vang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan vang
seharusnya.

7. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau

tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,
program, atau Kegiatan, schingga aset, kewajiban, dan operasi dapat

dihentikan tanpa mengeganggu fungsi, program atau kegiatan vang lain,
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8, Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi

vang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,
pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
9. Pepvajian Kembali  (resfatement] adalah perlakuan akuntansi vang

dilakukan atas pos-pos di dalam neraca vang perlu dilakukan penyajian
kembali pada awal periode pemerintah daerah, untuk pertama kali akan
mengimplementasikan kebjjakan akuntansi yang baru.

10. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan
dengan peraturan daerah.

HKOREKSI KESALAHAN

11. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode
berjalan. Kesalahan mungkin tmbul dari adanya keterlambatan
penyampaian  bukti  transaksi anggaran oleh pengpuna anggaran,
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau
kelalaian.

12. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan
bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga
laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

13. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 {duaj
jenis:
a. hkesalahan yvang tidak berulang;
b, Kesalahan yvang berulang dan sistemik:

14. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan vang diharapkan tidak
akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua| jenis:
a. Kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan vang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya;

15. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan vang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal| dari jenis-jenis transaksi tertentu
yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan
pajak dari wajib pajak vang memerlukan koreksi schingga perlu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
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Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan,

16, Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui,

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode
berjalan, baik vang mempengaruhi posisi kas maupun vang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun vang bersangkutan dalam
periode berjalan,

18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode
berjalan, baik vang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belama,
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

20. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja {sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) vang tidak berulang vang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan  pada akun pendapatan lain-lain-LRA, Dalam  hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada
akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja

a. yang menambah saldo kas vaitu pengembalian belanja pegawsai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
menambah salde kas dan pendapatan lain-lain.

b. yang menambah =saldo kas terkait belanja  modal  yang
menghasilkan aset, yaitu belanja  modal vang di-mark-up dan
setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan

menambah akun pendapatan lain-lain-LRA,
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c. yang mengurangi saldo kas vaitu terdapat transaksi belanja pegawai
tahun lalu vang belum dilaporkan, dikorcksi dengan mengurang
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurang saldo kas.

d. yvang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan aset, vaitu belanja modal tahun lalu yang belum
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih

dan mengurangi saldo kas.

21, Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas  yang tidal
berulang vang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun aset bersangkutan
Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain Kas:

a. vang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan
pemeriksaan kelebihan nilal asset tersebut harus  dikembahikan,
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun
terkait dalam pos aset telap.

b, vang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi
dengan  menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan

mengurangi saldo kas.

22.Koreksi kesalahan atas beban vyang tidak berulang, schingga
mengakibatkan pengurangan beban, vang terjadi pada periode-penode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengarub
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. yang menambah saldo kas vyaitu pengembalian beban pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan
menambah saldo kas dan menambah pendapatan lamn-lain-LO.

b, yang mengurangi saldo kas vaitu terdapat transaksi beban pegawai
tahun lalu vang belum dilaporkan, dikoreks: dengan menambah

akun beban lain-lain-LO dan mengurang saldo kas.
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23. koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA vang tidak berulang
vang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA ¢

a. yang menambah saldo kas wvaitu  penvetoran bagian laba
perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun Saldo Angpgaran Lebih,

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat,
dikoreksi oleh:

1] pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

2] pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Saldo Anggaran Lebih.

24, Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang ridak berulang
yvang terjadi pada periode-periode sebelumnva dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

4 yang menambah saldo kas yaitu  penvetoran bagian  laba
perusahaan yang belum masuk ke kas dacrah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun ekuitas,

b. ¥ang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
dikoreksi aleh;

1) pemerintah vang menerima transfer dengan mengurangi akun
Ekuitas dan mengurangi saldo kas,

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Ekuitas,

25. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Vang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurang posisi kas, apabila laporan kevangan
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periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih,

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menenima
setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun
lalu dari pihak ketiga, dikoreksi ocleh Pemerintah Daerah dengan
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. vang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu
pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok
pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreks) dengan mengurang)
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurang: saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yvang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu
angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan menambah akun Saldo Anggaran Lehih.

b, yang mengurangi salde kas wvaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran utang tahun lalu yvang belum dicatat, dikoreksi dengan
mengurang saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

26. Koreksi kesalahan vang tidak berulang atas pencatatan kewajiban vang
terjadi pada periode-pericde sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena
dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu
kewajiban dikoreksi dengan menambah salde kas dan menambah
akun kewajiban terkait.

b. yvang mengurangl saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran kewajiban wyang seharusnyva dibayarkan tahun lalu

dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi
saldo kas.
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27.

25.

29,

30.

31.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan
23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau
belanja entitas vang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi

kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22, dan
24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas
vang bersanglkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan vang tidak berulang vang terjadi pada peniode-periode
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun
setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya

kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin
(kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan.
Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun
jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.

Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

Koreksi kesalahan vang berhubungan dengan periode-periode yang lalu
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan
pada aktivitas vang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

ke

33.

34,

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dan suatu
entitas pelaporan dar waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi
keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntans
vang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi
schagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi,
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan

akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang
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35.

36.

% i

35,

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau arus kas vang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajan

laporan keuangan entitas,
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal scbagai berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
dan

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau

transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu
perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
harus sesuai dengan standar akuntansi terkait vang telah menerapkan

persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi,

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru
dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penubh,
dilakulkan ;

a. Penyajian Kembali (restaternent) atas pos-pos dalam Neraca yang

perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.

v. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparauf perlu
dilakukan penyesuaian penyajian LEA tahun sebelumnya sesuai

kKlasifikasi akun pada kebijakan akuntansi vang bar.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

39

40.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,
tujuan penggunaan aset dan Kondisi lingkungan entitas vang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjuinya
scsual sifat perubahan. Sebaga; contoh, perubahan estimasi masa
manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan
tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut,
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Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan vang akan
datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila
tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan

pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTEAN

42,

43.

44

45

46,

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan
oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau
kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi vang tidak dilanjutkan -- misalnya
hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal
efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun
berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak
sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban
terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada

Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan HKeuangan disajikan secara komparafif, suatu scgmen
vang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan
walaupun berjumlah neol untuk tahun berjalan. Dengan demikian,

operasi vang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi vang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seclah-olah
operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada
umumnya entitas membuat  rencana penghentian, meliputi  jadwal
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang,
penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, Segmen
secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan cleh demand
(permintaan publik vang dilavani] vang terus merosot, pergantian
kebutuhan lain.

b. Fungsi tersebul tetap ada.

¢, Beberapa jenis subkegiatan dalam suarmu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,
kegiatan ke wilayah lain.
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d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat

biaya, menjual sarana operasi tanpa menggangegu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

47.

48,

49,

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang
secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas
Pemerintah Daersh termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial
vang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa
luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang

terjadi sebelumnya.

Peristiwa vang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah
kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di
dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi vang berada di luar
kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu
entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapl peristiwa vang sama
tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang

lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristuwa
luar biasa terpenuhi  apabila kejadian  dimaksud secara tunggal
menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga
atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran

dANEEardan seCara mendasar.

-Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang

ditpukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran
berjalan  terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang
menyebabkan penverapan dana dar mata anggaran ni, peristiwa
tersebut tidak dengan sendirinva termasulk peristiwa luar biasa, terutama
bila peristiwa tersebut tidak sampail menyerap porsi vang signifikan dan
anggaran yvang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal
menyerap 50% (hma puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka
peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai
petunjuk, akibat penyverapan dana yvang besar itu, entitas memerlukan
perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayal peristiwa luar

biasa dimaksud atau peristiwa lain vang seharusnva dibiavali dengan
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mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk
kebutuhan darurat.

21. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa
luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud

menyebabkan perubahan vang mendasar dalam keberadaan atau nilai
aset/kewajiban entitas.

52. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persvaratan berikut:
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang:
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas:

Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atay
posisi aset/kewajiban.

3.3. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa

diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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